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ABSTRAK 

 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN   

DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM 

POLRESTA DELI SERDANG 
 

 Nama : Chandra Prayuda 
 NPM : 231803003 
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum 
 Pembimbing I  : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum 
 Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH 
 

Penelitiani inii bertujuani untuki mengetahuii pengaturani tentangi 
penghapusani kekerasani dalami rumahi tanggai dii dalami Undang-Undangi 
Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi 
Tangga,i untuki mengetahuii implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 
2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi 
hukumi Polrestai Delii Serdang,i untuki mengetahuii hambatan-hambatani dalami 
implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 
Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdang.i 
Permasalahani dalami penegakani hukumi terhadapi pelakui tindaki kekerasani 
dalami rumahi tanggai belumi sepenuhnyai dapati dilakukani sesuaii dengani UUi 
PKDRT,i sehinggai potensii peningkatani kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai 
menjadii semakini tinggii sebagaii akibati tidaki adanyai pemidanaani terhadapi 
pelakui untuki menimbulkani efeki jerai Adapuni Metodei penelitiani yangi 
digunakani adalahi pendekatani yuridisi empirisi dengani datai primeri yangi 
diperolehi melaluii wawancarai mendalami sertai datai sekunderi berupai dokumeni 
dani literatur,i dengani analisisi datai kualitatif.i Hasili penelitiani menunjukkani 
bahwai pengaturani tentangi penghapusani kekerasani dalami rumahi tanggai dii 
dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 
Kekerasani dalami Rumahi Tanggai i dengani ancamani pidanai kekerasani fisiki 
dalami UUi tersebuti diaturi dalami pasali 44i ayati (1)i menyatakani bahwai setiapi 
orangi yangi melakukani perbuatani kekerasani fisiki dalami lingkupi rumahi 
tanggai dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i tahuni ataui 
dendai palingi banyaki Rp15.000.000,00i (limai belasi jutai rupiah).i Implementasii 
Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani 
dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdangi telahi 
berjalani dengani baiki dimanai terlebihi dahului memberikani kesempatani 
kepadai parai pihaki untuki berdamaii dii luari penyidikan.i Hambatani dalami 
implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 
Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdangi 
adalahi adanyai kepentingani korban,i reaksii yangi timbuli darii masyarakat,i 
hubungani keluarga,i suliti memperolehi saksi. 

 
Katai Kunci:i  Implementasi,i Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga,i 

Penegakani Hukum,i Tindaki Pidanai KDRT 
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ABSTRACT 

 
IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE ERADICATION OF 

DOMESTIC VIOLENCE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST 
PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE  

JURISDICTION OF THE DELI SERDANG POLICE OFFICE 
 

 Name : Chandra Prayuda 
 NPM : 231803003 
 Study Program : Master in Law 
 Supervisor I  : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum 
 Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH 
 
 Thisi studyi aimsi toi determinei thei regulationi oni thei eliminationi ofi 
domestici violencei ini Lawi Numberi 23i ofi 2004i concerningi thei Eliminationi 
ofi Domestici Violence,i toi determinei thei implementationi ofi Lawi Numberi 23i 
ofi 2004i concerningi thei Eliminationi ofi Domestici Violencei ini thei jurisdictioni 
ofi thei Delii Serdangi Police,i toi determinei thei obstaclesi ini thei 
implementationi ofi Lawi Numberi 23i ofi 2004i concerningi thei Eliminationi ofi 
Domestici Violencei ini thei jurisdictioni ofi thei Delii Serdangi Police.i Problemsi 
ini lawi enforcementi againsti perpetratorsi ofi domestici violencei havei noti beeni 
fullyi carriedi outi ini accordancei withi thei PKDRTi Law,i soi thati thei potentiali 
fori ani increasei ini domestici violencei casesi isi gettingi higheri asi ai resulti ofi 
thei absencei ofi criminalizationi ofi thei perpetratorsi toi createi ai deterrenti 
effect.i Thei researchi methodi usedi isi ani empiricali legali approachi withi 
primaryi datai obtainedi throughi in-depthi interviewsi andi secondaryi datai ini 
thei formi ofi documentsi andi literature,i withi qualitativei datai analysis.i Thei 
resultsi ofi thei studyi indicatei thati thei regulationi oni thei eliminationi ofi 
domestici violencei ini Lawi Numberi 23i ofi 2004i concerningi thei Eliminationi 
ofi Domestici Violencei withi thei threati ofi physicali violencei ini thei Lawi isi 
regulatedi ini Articlei 44i paragraphi (1)i statingi thati anyonei whoi commitsi ani 
acti ofi physicali violencei ini thei scopei ofi thei householdi shalli bei punishedi 
withi ai maximumi imprisonmenti ofi 5i (five)i yearsi ori ai maximumi finei ofi Rp.i 
15,000,000.00i (fifteeni millioni rupiah).i Thei implementationi ofi Lawi Numberi 
23i ofi 2004i concerningi thei Eliminationi ofi Domestici Violencei ini thei 
jurisdictioni ofi thei Delii Serdangi Policei hasi beeni goingi well,i wherei iti firsti 
providesi ani opportunityi fori thei partiesi toi reconcilei outsidei thei 
investigation.i Obstaclesi ini thei implementationi ofi Lawi Numberi 23i ofi 2004i 
concerningi thei Eliminationi ofi Domestici Violencei ini thei jurisdictioni ofi thei 
Delii Serdangi Policei arei thei interestsi ofi thei victim,i reactionsi arisingi fromi 
thei community,i familyi relationships,i difficultyi ini obtainingi witnesses. 
 

Keywords:i  Implementation,i Eliminationi ofi Domestici Violence,i Lawi 

Enforcement,i Criminali Actsi ofi Domestici Violence 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  adalah Negara hukum.  Semua wargai negarai wajibi 

menjunjungi tinggii keberadaani hukum,i dani semuai wargai negarai mempunyaii 

kedudukani yangi samai dii hadapani hukum.i i Hukumi ditempatkani padai posisii 

yangi palingi tinggi,i dimanai semuai wargai harusi berperilakui hinggai batas-

batasi yangi diijinkani menuruti hukum.i Setelahi dicermatii dalami kehidupani 

bermasyarakati yangi terjadii justrui sebaliknya,i karenai tindaki pidanai semakini 

mudahi ditermukan.i i Maraknyai tindaki pidanai terutamai disebabkani keinginan-

keinginani manusiai yangi tidaki terbatasi dani tidaki dapati mengendalikani dirii 

untuki menjalanii kehidupani sesuaii dengani norma-normai yangi wajar.1i   

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat 

adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,i yangi dapati dilakukani olehi 

sesamai anggotai keluargai kepadai anggotai keluargai yangi baik,i baiki kekerasani 

secarai fisiki maupuni kekerasani secarai psikis.i i Undang-undangi No.i 23i Tahuni 

2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai mendefenisikani 

kekerasani dalami rumahi tanggai yangi selanjutnyai akani disingkati dengani 

KDRTi yaitui setiapi perbuatani terhadapi seseorangi terutamai perempuan,i yangi 

 
1  P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2011, halaman 69. 
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berakibati timbulnyai kesengsaraani ataui penderitaani secarai fisik,i seksual,i 

psikologis,i dan/ataui penelantarani rumahi tanggai termasuki ancamani untuki 

melakukani perbuatan,i pemaksaan,i ataui perampasani kemerdekaani secarai 

melawani hukumi dalami lingkupi rumahi tangga. 

Kekerasani yangi dilakukani suamii terhadapi istrii dalami lingkupi rumahi 

tanggai adalahi salahi satui bentuki kekerasani terhadapi perempuani yangi banyaki 

terjadii dii masyarakat.i Hali inii merupakani akibati darii hubungani antarai laki-

lakii dani perempuani dalami rumahi tanggai ketikai laki-lakii lebihi superiori darii 

perempuan,i sehinggai membentuki sistemi dii dalami keluargai yaitui laki-lakii 

mengontroli perempuan,i salahi satunyai dengani kekerasan.2 

  Dalami sebagiani besari kasus,i i perempuani dani anaki adalahi 

kelompoki yangi palingi banyaki ataui palingi rentani menjadii korbani tindaki 

KDRT,i karenai perempuani dani anak-anaki merupakani golongani lemahi secarai 

fisiki dani psikisi sehinggai sangati mudahi menjadii sasarani kekerasani dani tidaki 

berdayai i untuki melakukani pembelaani diri. 

KDRTi dapati memberikani dampak buruk terhadap korban maupun 

terhadap anggota keluarga lainnya, khsusunya terhadap anak-anak.  Dampak yangi 

palingi banyaki dijumpaii adalahi tidaki pernahi tenang,i trauma,i rasai sakiti dani 

ketakutan.i i Seseorangi yangi menjadii korbani kekerasani dalami rumahi tanggai 

 

2 Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 

2, 2016, hlm. 115 
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akani suliti melupakani bekasi lukai yangi dialaminya,i sehinggai kehidupani 

sehari-harii menjadii tidaki tenang.i i Korbani kekerasani dalami rumahi tanggai 

jugai seringi mengalamii traumai dani menjadii tertekani setelahi menghadapii 

kekerasani dalami hubungani merekai sebagaii suatui keluarga.i Korbani yangi 

mengalamii kekerasani fisiki jugai akani mengalamii rasai sakiti dani penderitaani 

fisik,i bahkani terdapati banyaki kasusi dii manai cederai fisiki yangi terjadii suliti 

untuki dihilangkani (disembuh)i sehinggai menjadii cacati fisiki secarai permaneni 

akibati penganiayaani yangi dialaminya.i i Korbani kekerasani jugai seringi 

ketakutani karenai adanyai kemungkinani berulangnyai tindaki kekerasani 

kepadanya.i Seorangi anggotai keluargai yangi mengalamii hali demikiani tentui 

tidaki dapati merasakani hidupi yangi layak,i karenai selalui dalami tekanani fisiki 

dani psikisi sepanjangi waktu.i i Tindakani KDRTi merupakani kekerasani 

terhadapi kemanusiaani yangi melanggari haki asasii manusia,i yangi salahi satui 

diantaranyai adalahi haki untuki tidaki dipaksai dani disiksai sebagaii haki asasii 

pribadi. 

Isui kekerasani terhadapi perempuani telahi terbuktii sebagaii masalahi 

sosiali yangi serius,i namuni masihi kurangi mendapati responi yangi memadai,i 

karenai secarai mendasari kekerasani terhadapi perempuani dipahamii hanyai 

sebagaii persoalani yangi sifatnyai personal,i artinyai apabilai seorangi perempuani 

menjadii korbani sasarani tindaki kekerasan,i makai langsungi dikaitkani dengani 

kepribadian,i sii korbani dicari-carii hubungannyai dengani perilakui korbani 

dianggapi mencetuskani tindaki kekerasani tersebut.i Hal ini serupa dengan 

mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau 
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banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan 

penanganan masalah yang menimpanya orang menganggap hal itu dapat 

diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima 

perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya 

berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara 

secara hukum.3 

Pemerintahi telahi berupayai mengatasii ataui mencegahi terjadinyai 

kekerasani dalami rumahi tangga.i i Pemerintahi berupayai memberikani 

perlindungani agari setiapi anggotai keluargai terhindari dani terbebasi darii 

kekerasan,i ancamani kekerasan,i penyiksaan,i sertai perlakuani yangi 

merendahkani derajati dani martabati kemanusiaan.i i Pemerintahi berupayai 

menghapusi kekerasani dalami rumahi tanggai dengani menerbitkani Undang-

Undangi No.i 23i Tahuni 2004i Tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi 

Tanggai (PKDRT),i yangi tujuannyai dinyatakani dalami pasali 3,i yaitu:i 

mencegahi segalai bentuki kekerasani dalami rumahi tangga,i melindungii korbani 

kekerasani dalami rumahi tangga,i menindaki pelakui kekerasani dalami rumahi 

tangga,i memeliharai keutuhani rumahi tanggai yangi harmonisi dani sejahtera. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT  belum berhasil 

mencegah kekerasan dalam rumah tangga, karena kasus KDRT masih banyak 

terjadi di tengah-tengah masyarakat.   

 
3 Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan 

Terhadap Perempuan Di Kota Demak, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No.3, Juli 2018, Hlm. 

319 
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Kekerasan dalami rumahi tanggai yangi dapati dilihati melaluii kekerasani 

terhadapi isterii bervariasi,I sepertii kekerasani fisik,I phisikis,I seksuali dani 

kekerasani berupai penelantaran,I hali inii diancami dengani ketentuani pidanai 

yangi terdapati padai Undang-undangi Nomori 23i Tahuni 2004i Tentangi 

penghapusani kekerasani dalami rumahi tangga.4 

Salahi satui contohi KDRTi yangi terjadii belakangani inii adalahi artisi 

Rizkii Billari dani Lestii Kejora.i Artisi Lestii Kejorai yangi mengalamii KDRTi 

darii suaminyai Rizkii Billar.i Suaminyai melakukani kekerasani fisiki dengani 

mendorongi dani membantingi korbani kei kasuri dani kemudiani mencekiki leheri 

korbani hinggai jatuhi kei lantaii dani dilakukani secarai berulang.i Akibatnyai 

tangani dani leheri sebelahi kirii Lestii sertai tubuhnyai merasai sakit.i Atasi 

tindakani kekerasani tersebuti Lestii melaporkani suaminyai kei Polresi Jakartai 

Selatan. 

Jumlahi kasusi KDRTi yangi terungkapi kei permukaani hanyalahi 

sebagiani kecili darii jumlahi kasusi yangi sesungguhnyai terjadii dii tengah-tengahi 

masyarakat.i Berdasarkani datai yangi dihimpuni darii wilayahi hukumi Kepolisiani 

Resori Kotai (Polresta)I Delii Serdangi selamai kuruni waktui limai tahuni 

terakhir,I yaknii darii tahuni 2020i hinggai tahuni 2024,I terlihati bahwai kasus-

kasusi KDRTi masihi menunjukkani angkai yangi cukupi tinggii dani konsisten,I 

 
4 Richard Sianturi (et. al), Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 

Tahun 2017, hlm. 4 
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bahkani cenderungi mengalamii peningkatani secarai fluktuatif.i Datai tersebuti 

terdiri beberapai kategorii tindaki kekerasani dalami lingkupi rumahi tangga,I 

antarai laini kekerasani fisik,I kekerasani psikis,I kekerasani seksual,I sertai 

penelantarani rumahi tangga.i Datai darii Polrestai Delii Serdangi teresbuti dapati 

dilihati padai tabeli berikuti ini. 

Tabel 1 

Data Kasus KDRT Pada Tahun 2020 di Wilayah Hukum Polresta Deli 

Serdang 

 

NO JENIS KDRT JUMLAH  

1 KEKERASAN FISIK 43  

2 KEKERASAN PSIKIS -  

3 KEKERASAN SEKSUAL -  

4 PENELANTARAN RUMAH TANGGA 10  

 JUMLAH 53 

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025 

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 53 kasus KDRT, yang terdiri dari 43 

kasus kekerasan fisik dan 10 kasus penelantaran rumah tangga, tanpa adanya 

laporan kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.5 

Tabel 2 

Data Kasus KDRT Pada Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polresta Deli 

Serdang 

 

NO JENIS KDRT JUMLAH  

1 KEKERASAN FISIK 43  

2 KEKERASAN PSIKIS -  

3 KEKERASAN SEKSUAL -  

4 PENELANTARAN RUMAH TANGGA 8  

 JUMLAH 51 

 Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025 

 
5 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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Tahun berikutnya, yaitu 2021, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 51 

kasus, dengan rincian yang sama yakni 43 kasus kekerasan fisik dan 8 kasus 

penelantaran rumah tangga.6 

Tabel 3 

Data Kasus KDRT Pada Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polresta Deli 

Serdang 

 

NO JENIS KDRT JUMLAH  

1 KEKERASAN FISIK 41  

2 KEKERASAN PSIKIS 2  

3 KEKERASAN SEKSUAL -  

4 PENELANTARAN RUMAH TANGGA 8  

 JUMLAH 51 

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025 

Pada tahun 2022, mulai terdapat laporan kekerasan psikis sebanyak 2 kasus, 

di samping 41 kasus kekerasan fisik dan 8 kasus penelantaran rumah tangga, 

sehingga jumlah total kasus tetap berada pada angka 51 kasus.7 

Tabel 4 

Data Kasus KDRT Pada Tahun 2023 di Wilayah Hukum Polresta Deli 

Serdang 

 

NO JENIS KDRT JUMLAH  

1 KEKERASAN FISIK 57  

2 KEKERASAN PSIKIS -  

3 KEKERASAN SEKSUAL -  

4 PENELANTARAN RUMAH TANGGA 13  

 JUMLAH 70 

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025 

Peningkatani cukupi signifikani terjadii padai tahuni 2023,I dii 7okas 

jumlahi kasusi KDRTi melonjaki menjadii 70i kasus.i Angkai inii merupakani 

 
6 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
7 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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yangi tertinggii selamai limai tahuni terakhir,I dengani 57i kasusi kekerasani fisiki 

dani 13i kasusi penelantarani rumahi tangga.8 

Tabel 5 

Data Kasus KDRT Pada Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polresta Deli 

Serdang 

NO JENIS KDRT JUMLAH  

1 KEKERASAN FISIK 62  

2 KEKERASAN PSIKIS -  

3 KEKERASAN SEKSUAL -  

4 PENELANTARAN RUMAH TANGGA 7  

 JUMLAH 69 

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025 

Padai Tahuni 2024i mencatati sedikiti penurunan,I yaknii 69i kasus,I terdirii 

darii 62i kasusi kekerasani fisiki dani 7i kasusi penelantarani rumahi tangga.i 

Selamai periodei limai tahuni tersebut,I kekerasani seksuali tidaki tercatati dalami 

laporani resmi,I yangi dapati mengindikasikani adanyai faktori (pelaporani yangi 

tidaki dilakukan)I akibati stigma,I rasai malu,I ataui ketakutani korbani terhadapi 

pelakui yangi umumnyai adalahi orangi terdekati dalami rumahi tangga. 

Pada tahun 2020, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 53 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 13 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 37 kasus diselesaikan 

secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 3 kasus masih dalam 

proses penanganan.9 

Pada tahun 2021, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 51 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 8 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 39 kasus diselesaikan 

 
8 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
9 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 4 kasus masih dalam 

proses penanganan. 

Pada tahun 2022, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 51 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 11 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 37 kasus diselesaikan 

secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 3 kasus masih dalam 

proses penanganan. 

Pada tahun 2023, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 70 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 17 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 46 kasus diselesaikan 

secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 7 kasus masih dalam 

proses penanganan.  

Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 69 kasus. Dari 

jumlah tersebut, 20 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 47 kasus diselesaikan 

secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 2 kasus masih dalam 

proses penanganan.10 

Secarai keseluruhan,I dalami periodei 2020i hinggai 2024,I jumlahi totali 

kasusi KDRTi yangi tercatati dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdangi adalahi 

sebanyaki 294i kasus.i Rinciannyai adalahi 246i kasusi kekerasani fisik,I 2i kasusi 

kekerasani psikis,I 0i kasusi kekerasani seksual,I dani 46i kasusi penelantarani 

rumahi tangga.i Tingginyai proporsii kekerasani fisiki dibandingkani bentuki 

kekerasani lainnyai menunjukkani bahwai kekerasani fisiki masihi menjadii 

 
10 Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu 

di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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bentuki kekerasani yangi palingi seringi terjadii dani palingi banyaki dilaporkan.i 

Hali inii menunjukkani urgensii perlunyai peningkatani kesadarani hukum,Isertai 

penguatani sistemi perlindungani dani pelaporani korbani KDRTi yangi 

komprehensifi dani mudahi diakses. 

Jumlahi kasusi KDRTi yangi terjadii dii lapangani dipastikani lebihi 

banyaki darii yangi dilaporkan,i dimanai masihi banyaki korban,i khususnyai 

korbani perempuani dani anak-anaki yangi tidaki membuati laporani karenai tidaki 

beranii ataui tidaki tahui kemanai harusi dilaporkan.i Beberapai orangi korbani 

jugai merasai malui untuki membukai aibi keluarga,i sehinggai cenderungi 

didiamkani saja.i i Budayai yangi terdapati dimasyarakati jugai turuti menjadii 

penyebabi tidaki terungkapnyai banyaki kasusi KDRT,i karenai sebagiani besari 

masyarakati terutamai yangi masihi kentali dengani hukumi adatnyai menganggapi 

bahwai semuai kejadiani yangi terjadii dii dalami keluargai adalahi masalahi 

keluargai yangi tidaki layaki dicampurii olehi pihaki lain.i i Disampingi itu,i 

banyaki jugai kasusi yangi dilaporkani terhentii dii tengahi jalani dalami artii 

prosesi hukumnyai tidaki dilanjutkani kei pengadilan.i i Banyaki kasusi yangi telahi 

dilaporkani kei kepolisiani tidaki jadii diprosesi secarai hukumi karenai laporannyai 

telahi dicabuti olehi pihaki korbani sendiri.i i Argumeni yangi lajimi diungkapkani 

sebagaii alasani pencabutani pengaduani adalahi karenai mengakui sudahi 

berdamaii dani telahi menyelesaikani permasalahani tersebuti secarai 

kekeluargaan.i i Artinyai penegakani hukumi terhadapi pelakui tindaki kekerasani 
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dalami rumahi tanggai belumi sepenuhnyai dapati dilakukani sesuaii dengani UUi 

PKDRT,i sehinggai potensii peningkatani kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai 

menjadii semakini tinggii sebagaii akibati tidaki adanyai pemidanaani terhadapi 

pelakui untuki menimbulkani efeki jera.i Olehi karenai itui penulisi tertariki 

melakukani penelitiani dalami bentuki tesisi dengani judul:i Implementasii 

Undang-Undangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai Dalami 

Penegakani Hukumi Terhadapi Pelakui Tindaki Pidanai KDRTi dii Wilayahi 

Hukumi Polrestai Delii Serdang. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telahi dikemukakani diatas,i makai 

penulisi merumuskani beberapai hali yangi akani dikajii dalami tulisani ini,i yaitu: 

1. Bagaimanai pengaturani tentangi penghapusani kekerasani dalami rumahi 

tanggai dii dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tangga? 

2. Bagaimanai implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi 

Polrestai Delii Serdang? 

3. Bagaimanai hambatan-hambatani dalami implementasii Undang-Undangi 

Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi 

Tanggai dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdang? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengani permasalahani yangi dirumuskan,i makai tujuani 

penelitiani adalah: 

1. Untuki mengetahuii pengaturani tentangi penghapusani kekerasani dalami 

rumahi tanggai dii dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tangga. 

2. Untuki mengetahuii implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i 

tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi 

Polrestai Delii Serdang. 

3. Untuki mengetahuii hambatan-hambatani dalami implementasii Undang-

Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami 

Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dengani dilakukannyai penelitiani ini,i penelitii berharapi agari hasili yangi 

diperolehi dapati memberikani manfaati antarai lain: 

1. Manfaati teoritisi  

a. Penelitiani inii memberikani manfaati bagii kalangani akademisi padai 

khususnyai dani masyarakati padai umumnyai yangi membutuhkani 

informasii mengenaii Implementasii Undang-Undangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai Dalami Penegakani Hukumi Terhadapi 

Pelakui Tindaki Pidanai KDRTi dii Wilayahi Hukumi Polrestai Delii 

Serdang. 
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b. Memilikii fungsii sebagaii informasii dalami membukai informasi,i sertai 

inspirasii kepadai aparaturi penegaki hukumi dani pembandingi dalami 

pelaksanaani tugasi Polri,i sebagaii pelindung,i pengayomi masyarakati 

dani penegakani hukum.i  

2. Manfaati praktisi yangi diperolehi dalami penelitiani tesisi inii adalah: 

a. Bahwai sebagaii petunjuki dani pedomani bagii aparaturi penegaki hukumi 

khususnyai dii wilayahi Hukumi Polrestai Delii Serdang,i dalami 

menentukani arahi kebijakani maupuni regulasi. 

b. Sebagaii informasii untuki membukai inspirasii bagii aparaturi penegaki 

hukumi khususnyai Kepolisiani Republiki Indonesiai secarai keseluruhani 

dalami melakukani studii bandingi berkaitani dengani pelaksanaani 

tugasnyai untuki melindungi,i mengayomi,i dani melayanii masyarakati dii 

manapuni merekai ditugaskan. 

c. Sebagaii bahani referensii ataui rujukani untuki dikajii ulangi kembalii bagii 

aparaturi penegaki hukumi khususnyai Kepolisiani Republiki Indonesia. 

d. Dapati memberikani jalani keluari yangi akurati terhadapi permasalahani 

yangi ditelitii dani disampingi itui hasili penelitiani inii dapati 

menghasilkani teori-teorii barui sertai pengembangani teori-teorii yangi 

sudahi ada. 

e. Seluruhi lapisani jugai mestii memahamii tentangi aturan-aturani secarai 

menyeluruhi dalami hali yangi berkaitani dengani perbuatani pelakui yangi 

melakukani KDRT,i hali tersebut,i perlui dipahamii secarai mendalam,i 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



14 
 

 
 

sehinggai seluruhi aturani hukum,i yangi mengetahuii hal-hali tersebuti 

sesuaii dengani ketentuani yangi berlaku. 

 

1.5.  Keaslian Penelitian 

1.i  Penelitiani Andii Diani Kusumai Lantara  (2024)I dengani juduli studii tentangi 

Efektivitasi Penegakani Hukumi Terhadapi Tindaki Pidanai Kekerasani Fisiki 

Dii Dalami Rumahi Tanggai (Studii Kasus:I Kejaksaani Negerii Lomboki 

Tengah).Rumusani masalahnyai adalahi 1)I Bagaimanai penegakani hukumi 

terhadapi tindaki pidanai kekerasani fisiki dii dalami rumahi tanggai dii 

Kejaksaani Negerii Lomboki Tengah?,I 2)I Bagaimanai efektivitasi penegakani 

hukumi terhadapi tindaki pidanai kekerasani fisiki dii dalami rumahi tanggai 

berbasisi keadilani Kejaksaani Negerii Lomboki Tengah? 

2.i Penelitiani Arthai Sebayangi (2021)I dengani juduli Studii tentangi 

Penyelesaiani Kasusi Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai (Kdrt)I Melaluii 

Restorativei Justicei Studii Kasusi Poldai Sumut.i Rumusani masalahnyai 

adalahi 1)I Bagaimanai Pengaturani Hukumi penyelesaian kasusi KDRTi 

(Kekerasani Dalami Rumahi Tangga)I melaluii Restoratifi Justicei dii Poldai 

Sumuti ?,I 2)I Apai yangi menjadii kendalai penyelesaiani kasusi KDRTi 

melaluii 14okasi14kat14 14okasi14 tidaki berjalani ?,I 3)I Apai upayai yangi 

dilakukani Poldai Sumuti dalami penyelesaiani kasusi KDRTi melaluii 

14okasi14kat14 14okasi14 ? 

3. Penelitiani Srii Dewii Sandrai (2022)I dengani juduli studii tentangi 

Perlindungani Hukumi Terhadapi Perempuani Korbani Kekerasani Dalami 
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Rumahi Tanggai Dii Uniti Pelaksanaani Tekniki Daerahi Perlindungani 

Perempuani Dani Anaki Kotai Makassar.i Rumusani masalahnyai adalahi 1)I 

Bagaimanakahi proseduri perlindungani hukumi terhadapi perempuani korbani 

Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii Uniti Pelaksanaani Tekniki Daerahi 

Perlindungani Perempuani dani Anaki (UPTDi PPA)I Kotai Makassari ?,I 2)I 

Kendala-kendalai apai sajakahi yangi menghambati perlindungani hukumi 

terhadapi perempuani korbani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii Uniti 

Pelaksanaani Tekniki Daerahi Perlindungani Perempuani dani Anaki (UPTDi 

PPA)I Kotai Makassar? 

 

1.6.  Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1. Kerangka Teori 

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori 

untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. 

Dalami sebuahi tulisani ilmiahi kerangkai teorii adalahi hali yangi sangati penting,i 

karenai dalami kerangkai teorii tersebuti akani dimuati teori-teorii yangi relevani 

dalami menjelaskani masalahi yangi sedangi diteliti.i Kemudiani kerangkai teorii 

inii digunakani sebagaii landasani teorii ataui dasari pemikirani dalami penelitiani 

yangi dilakukan.i Karenai itui adalahi sangati pentingi bagii seorangi penelitii 

untuki menyusuni kerangkai teorii yangi memuati pokok-pokoki pemikirani yangi 

akani menggambarkani darii suduti manai suatui masalahi akani disoroti.11i 

 
11H. Nawawi,Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,2005, 

Yogyakarta,  halaman 39. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



16 
 

 
 

Kerangkai i teorii jugai membantui seorangi penulisi dalami menentukani tujuani 

dani arahi penelitian,i sertai sebagaii dasari penelitiani agari langkahi yangi 

ditempuhi selanjutnyai dapati jelasi dani konsisten.12 

a.i i Teorii Perlindungani Hukum 

Grandi theoryi yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi teorii 

perlindungani hukum.i Untuki memberikani pemahamani terkaiti dengani 

perlindungani konsumeni makai tidaki bisai dilepaskani pembahasannyai terhadapi 

pengertiani perlindungani i hukumi itui sendiri.i Katai hukumi menuruti Hansi 

Wehri berasali darii bahsai Arab,i asali katanyai “hukm”,i katai jama‟nyai 

“ahkam”i yangi berartii putusani (judgement,i verdice,i decision),i ketetapani 

(provission),i perintahi (command),i pemerintahani (goverment)i dani kekuasaani 

(authority,i power). 

Menuruti Oxfordi Englishi Dictionaryi disebutkan bahwa : law is the body 

of rules, whether formally erected or custumory, which a state of community 

recognises as binding on its members of subjects. (hukum adalah kumpulan aturan, 

perundang-undangani ataui hukumi kebiasaani dii dalami suatui negarai ataui 

masyarakati mengakuinyai sebagaii suatui yangi mempunyaii kekuatani mengikati 

terhadapi warganya).13i Hukumi merupakani keseluruhani kaidahi ataui normai 

(nilai)i mengenaii suatui segii kehidupani masyakat,i yangi bermaksudi mencapaii 

kedamaiani dalami masyarakati sertai bersifati keadilani dani kemanfaatan.14 

 
12Koentjaraningrat, 2010, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,  

halaman 65. 
13 Abdul Manan, Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, halaman 

1. 
14 Sudarsono,  Kamus Hukum, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, halaman 242. 
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Sudikno mengatakan bahwa hukum juga merupakan keseluruhan kumpulan 

peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.15 

Dalam pengertian hukum, umumnyai yangi dimaksudi dengani haki adalahi 

kepentingani hukumi yangi dilindungii olehi hukum,i sedangkani kepentingani 

adalahi tuntutani yangi diharapkani untuki dipenuhi.i Kepentingani padai 

hakekatnyai mengandungi kekuasaani yangi dijamini dani dilindungii olehi hukumi 

dalami melaksanakannya.16 

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, Pertama dari kodrat manusia 

sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaii mahluki 

ciptaannyai manusiai mempunyaii sejumlahi haki dani untuki mempertahankani 

kemanusiannya,i yaitui haki untuki hidup.i Haki inii yangi disebuti sebagaii haki 

asasi.i Kedua,i haki yangi lahiri darii hukum,i yaitui hak-haki yangi diberikani olehi 

hukumi negarai kepadai manusiai dalami kedudukannyai sebagaii wargai 

negara/wargai masyarakat.i Haki inilahi yangi disebuti haki hukum,i haki dalami 

artii yuridis.i Ketiga,i haki yangi lahiri darii hubungani hukumi antarai seseorangi 

dani orangi laini melaluii sebuahi kontrak/perjanjian.17 

Subektii menjelaskan,i haki hukumi adalahi haki yangi bersumberi baiki 

darii hukumi i i maupuni perjanjian,i dibedakani i i menjadii haki kebendaani i i 

dani haki perorangan.i Haki kebendaani berkaitani dengani penguasaani langsungi 

 
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 1991, 

halaman 38. 
16 Ibid, halaman 39. 
17 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, 

Bandung., 2014, halaman 29. 
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atasi suatui bendai yangi dapati dipertahankani terhadapi setiapi orang.i Sedangkani 

haki perorangani memberikani suatui tuntutani ataui penagihani terhadapi 

seseorang.i 18i Secarai mendasari salahi satui fungsii darii padai hukumi adalahi 

sebagaii perlindungan19i terhadapi kepentingani manusia.i Hukumi tidaki hanyai 

menjamini tetapii mengimbangii kepentingani umumi dengani kepentingani 

individu,i yangi mencakupi perlindungani terhadapi hak-haki asasii manusia,i 

karenai padai hakikatnyai hukumi menghendakii penataani hubungani antari 

manusia.20 

Hukumi berfungsii sebagaii pelindungi kepentingani manusia.i Agari 

kepentingani manusiai terlindungi,i hukumi harusi dilaksanakan.i Pelaksanaani 

hukumi dapati berlangsungi secarai normal,i damai,i tetapii dapati terjadii jugai 

karenai pelanggarani hukum.i Dalami hali inii hukumi yangi telahi dilanggari itui 

harusi ditegakkan.i Melaluii penegakani hukumi inilahi hukumi menjadii 

kenyataan.i Dalami menegakani hukumi adai tigai unsuri yangi selalui harusi 

diperhatikan,i yaitui :i kepastiani hukumi (rechtssicherheit),i kemanfaatani 

(Zweckmassigkeit)i dani keadilani (Grechtkeit).21 

Satjipto Rahardjo memahami perlindungan hukum memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

 
18 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2010, halaman 94-95. 
19 Pengertian perlindungan (protection) adalah (perbuatan dan sebagainya) 

memperlindungi, lihat KKBI, 1998, Loc.Cit. 
20 Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Jogjakarta, 1990, halaman 286. 
21 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, halaman 160-161. 
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berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun.22 Konsep-konsep umumi darii 

perlindungani hukumi adalahi perlindungani dani hukum,i artinyai perlindungani 

menuruti hukumi ataui undang-undangi yangi berlaku.i Perlindungani hukumi 

merupakani gambarani darii bekerjanyai fungsii hukumi untuki mewujudkani 

tujuan-tujuani hukum,i yaknii keadilan,i kemanfaatani dani kepastiani hukum. 

Dalami pembukaani Undang-Undangi Dasari 1945i alineai kei 4i (empat)i 

berbunyii sebagaii berikut:i “Untuki membentuki suatui pemerintahani negarai 

Indonesiai yangi melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi 

darahi Indonesiai dani untuki memajukani kesejahteraani umum,i mencerdaskani 

kehidupani bangsai dani ikuti melaksanakani ketertibani duniai yangi berdasari 

kemerdekaan,i perdamaiani abadii dani i keadilani sosial”. 

Melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi darahi 

Indonesiai merupakani tujuani dani cita-citai bangsai yangi tertuangi didalami 

pembukaani UUDi 1945i alinei kei 4i (empat).i Katai perlindungani dalami kamusi 

bahasai Inggrisi ialahi protection,i yangi berarti:i (1)i protectingori beingi 

protected;i (2)i systemi protecting;i (3)i personi ori thingi thati protect.i Sedangkani 

dalami Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i perlindungani diartikani sebagaii (1)i 

tempati berlindung;i (2)i hali (perbuatani ataui sebagainya)i memperlindungi.i 

Berdasarkani beberapai penjabarani diatas,i dapati dikatakani bahwai perlindungani 

 
22 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, 

halaman 121. 
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mengandungi makna,i yaitui suatui tindakani perlindungani ataui tindakani 

melindungii darii pihak-pihaki tertentui yangi ditujukani untuki pihaki tertentui 

yangi dilakukani dengani caracarai tertentu. 

Sedangkani hukumi menuruti J.C.T.i Simorangkiri adalahi peraturani yangi 

bersifati memaksa,i yangi menentukani tingkahi lakui manusiai dalami lingkungani 

masyarakati yangi dibuati olehi badan-badani resmii yangi berwajib.23i Sedangkani 

menuruti Mochtari Kusumaatmadja,i pengertiani hukumi yangi memadaii tidaki 

hanyai memandangi hukumi itui sebagaii suatui perangkati kaidahi dani asas-asasi 

yangi mengaturi kehidupani manusiai dalami masyarakat,i tapii harusi pulai 

mencakupi lembagai ataui institusii dani prosesi yangi diperlukani untuki 

mewujudkani hukumi itui dalami kenyataan.24i  

Perlindungani hukumi dapati diartikani perlindungani hukumi ataui 

perlindungani dengani menggunakani pranatai dani saranai hukum.i Menuruti 

Wahyui Sasongko,i adai beberapai carai perlindungani secarai hukum,i antarai laini 

sebagaii berikut: 

a.i  Membuati peraturani (byi givingi regulation)i yangi bertujuani untuk: 

1)i Memberikani haki dani kewajiban; 

2)i Menjamini hak-haki parai subyeki hukum 

b.i  Menegakkani peraturani (byi thei lawi enforcement)i melalui: 

 
23  J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 72. 
24  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang 

Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2009, halaman 3. 
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1)i Hukumi administrasii negarai yangi berfungsii untuki mencegahi 

(preventif)i terjadinyai pelanggarani hak-haki konsumen,i dengani 

perijinani dani pengawasan; 

2)i Hukumi perdatai yangi berfungsii untuki memulihkani haki (curative,i 

recovery),i dengani membayari kompensasii ataui gantii kerugian 

3)i  Hukumi pidanai yangi berfungsii untuki menanggulangii (repressive)i 

setiapi pelanggarani terhadapi peraturani perundang-undangan,i i 

dengani carai menegakkani sanksii hukumi berupai sanksii pidanai dani 

hukuman.25 

Perlindugani hukumi jugai dapati diartikani sebagaii tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan  

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia. 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukumi darii 

kesewenangani ataui sebagaii kumpulani peraturani ataui kaidahi yangi akani dapati 

melindungii suatui hali darii hali lainnya.26 

M.i Hadjoni membagii Perlindungani Hukumi menjadii duai :i yaitui 

sebagaii perlindungani hukumi preventifi dani perlindungani represif.i Padai 

 
25  Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Lampung, Universitas Lampung, 2007,  halaman 6. 
26 Lihat Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, 

Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, halaman 2-5. 
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perlindungani hukumi preventif,i subyeki hukumi diberikani kesempatani untuki 

mengajukani keberatani ataui pendapatnyai sebelumi suatui keputusani pemerintahi 

mendapati bentuki yangi definitif.27 

Dengani demikiani perlindungani preventifi bertujuani mencegahi 

terjadinyai sengketa.i Perlindungani hukumi preventifi sangati besari artinyai bagii 

tindaki pemerintahani yangi didasarkani padai kebebasani bertindaki karenai 

dengani adanyai perlindungani hukumi yangi preventifi pemerintahi terdorongi 

untuki bersifati hati-hatii dalami mengambili keputusani yangi didasarkani padai 

diskresi.i Sedangkani perlindungani hukumi represifi bertujuani untuki 

menyelesaikani sengketa.i Penanganani perlindungani hukumi olehi Pengadilani 

Umumi dani Pengadilani Administrasii dii Indonesiai termasuki kategorii 

perlindungani hukumi ini.28 

Dalami garisi besari sistemi hukumi dii duniai moderni terdirii atasi duai 

sistemi yaitui “civili lawi system:i dani “commani lawi system”.i Sistemi hukumi 

yangi berbedai melahirkani perbedaani mengenaii bentuki dani jenisi saranai 

perlindungani hukumi represifnya.i Perancis,i Belandai dani Indonesiai adalahi 

negarai yangi menganuti civili lawi system,i sedangkani Amerikai dani Inggrisi 

merupakani negarai yangi menganuti “commoni lawi system.”29 

Muchsin memahaminya perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

 
27 Ibid, halaman 6. 
28 Ibid, halaman 7. 
29 Ibid, halaman 8. 
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dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungani hukumi merupakani 

suatui hali yangi melindungii subyek-subyeki hukumi melaluii peraturani 

perundang-undangani yangi berlakui dani dipaksakani pelaksanaannyai dengani 

suatui sanksi.30i Perlindungani hukumi itui berkaitani bagaimanai hukumi 

memberikani keadilani yaitui memberikani ataui mengaturi haki dani kewajibani 

terhadapi subyeki hukum,i selaini itui jugai berkaitani bagaimanai hukumi 

memberikani keadilani terhadapi subyeki hukumi yangi dilanggari haknyai untuki 

mempertahankani haknyai tersebut.31 

Menuruti Wahyui Sasongko,i perlindungani hukumi adai duai carai antarai 

laini dengani carai membuati peraturani (byi givingi regulation)i dani menegakani 

peraturani (byi thei lawi enforcement).i Perlindungani hukumi dengani carai 

membuati peraturani bertujuani untuki memberikani haki dani kewajibani dani 

menjamini hak-haki parai subjeki hukum.32 

Dalami merumuskani prinsip-prinsipi perlindungani hukumi dii Indonesia,i 

landasannyai adalahi Pancasilai sebagaii ideologii dani falsafahi negara.i Konsepsii 

perlindungani hukumi bagii rakyati dii Barati bersumberi padai konsep-konsepi 

Rechtstaati dani ”Rulei ofi Thei Law”.i Dengani menggunakani konsepsii Barati 

sebagaii kerangkai berfikiri dengani landasani padai Pancasila,i prinsipi 

perlindungani hukumi dii Indonesiai adalahi prinsipi pengakuani dani 

perlindungani terhadapi harkati dani martabati manusiai yangi bersumberi padai 

 
30 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, halaman 14. 
31 Sulistyandari, Op.Cit, halaman 283. 
32 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007,  halaman 31. 
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Pancasila.i Prinsipi perlindungani hukumi terhadapi tindaki pemerintahi bertumpui 

dani bersumberi darii konsepi tentangi pengakuani dani perlindungani terhadapi 

hak-haki asasii manusiai karenai menuruti sejarahnyai dii Barat,i lahirnyai konsep-

konsepi tentangi pengakuani dani perlindungani terhadapi hak-haki asasii manusiai 

diarahkani kepadai pembatasan-pembatasani dani peletakani kewajibani 

masyarakati dani pemerintah.i 33 

Padai hakekatnyai terdapati hubungani antarai subyeki hukumi dengani 

obyeki hukumi yangi dilindungii olehi hukumi yangi menimbulkani haki dani 

kewajiban.i Haki dani kewajibani yangi timbuli darii hubungani hukumi tersebuti 

harusi dilindungii olehi hukumi sehinggai merasai amani dalami melaksanakani 

kepentingannya,i hali inii menunjukkani bahwai perlindungani hukumi dapati 

diartikani sebagaii pemberiani jaminani ataui kepastiani hukumi bahwai seseorangi 

akani mendapatkani apai yangi menjadii haki dani kewajibannyai sehinggai yangi 

bersangkutani merasai amani dani terlindungi. 

 

b.i i Teorii Penegakani Hukum 

Midlei theoryi dengani teorii penegakani hukumi untuki memperkuati i 

teorii i utama.i i Penegakani hukumi padai prinsipnyai harusi dapati memberii 

manfaati ataui berdayai gunai (utility)i bagii masyarakat,i namuni dii sampingi itui 

masyarakati jugai mengharapkani adanyai penegakani hukumi untuki mencapaii 

suatui keadilan.i Kendatipuni demikiani tidaki dapati kitai pungkiri,i bahwai apai 

yangi dianggapi berguna 

 
33 Disarikan dari Hadjon Op.Cit, halaman 33-41. 
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(secarai sosiologis)I belumi tentui adil,I begitui jugai sebaliknyai apai yangi 

dirasakani adili (secarai filosofis),I belumi tentui bergunai bagii masyarakat.34 

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli 

sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan 

hukum, yaitu:35 

a. Struktur Hukum (Legal Structure) 

b. Isi Hukum (Legal Substance) 

c. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Jadi menurut Lawrence Meiri Friedmani berhasili ataui tidaknyai Penegakani 

hukumi bergantungi padai 3i (tiga)I elemeni dii atas. 

Pertama:I Substansii Hukum. 

Dalami teorii Lawrencei Meiri Friedmani hali inii disebuti sebagaii sistemi 

substansiali yangi menentukani bisai ataui tidaknyai hukumi itui dilaksanakan.i 

Substansii jugai berartii produki yangi dihasilkani olehi orangi yangi beradai dalami 

sistemi hukumi yangi mencakupi keputusani yangi merekai keluarkan,I aturani 

barui yangi merekai susun. 

Substansii jugai mencakupi hukumi yangi hidupi (25okasi law),I bukani hanyai 

aturani yangi adai dalami kitabi undang-undangi (lawi books).i Sebagaii negarai 

yangi masihi menganuti sistemi Civili Lawi Systemi ataui sistemi Eropai 

Continentali (meskii sebagaiani peraturani perundang-undangani jugai telahi 

 
34 Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006, halaman 12. 
35 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: 

A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16 
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menganuti Commoni Lawi Sistemi ataui Angloi Sexon)I dikatakani hukumi adalahi 

peraturan-peraturani yangi tertulisi sedangkani peraturan-peraturani yangi tidaki 

tertulisi bukani dinyatakani hukum.i Sistemi inii mempengaruhii sistemi hukumi dii 

Indonesia.i Salahi satui pengaruhnyai adalahi adanyai asasi Legalitasi dalami 

KUHP.i Dalami Pasali 1i KUHPi ditentukani “tidaki adai suatui perbuatani pidanai 

yangi dapati dii hukumi jikai tidaki adai aturani yangi mengaturnya”.i Sehinggai 

bisai ataui tidaknyai suatui perbuatani dikenakani sanksii hukumi apabilai 

perbuatani tersebuti telahi mendapatkani pengaturannyai dalami peraturani 

perundang-I undangan. 

Yangi Keduai :I Strukturi Hukum/Pranatai Hukum 

Dalami teorii Lawrencei Meir Friedman hal ini disebut sebagai Struktural 

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur 

hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangani 

lembagai penegaki hukumi dijamini olehi undang-undang.i Sehinggai dalami 

melaksanakani tugasi dani tanggungi jawabnyai terlepasi darii pengaruhi 

kekuasaani pemerintahi dani pengaruh-pengaruhi lain.i Terdapati adagiumi yangi 

menyatakani “fiati justitiai eti pereati mundus”I meskipuni duniai inii runtuhi 

hukumi harusi ditegakkan.i Hukumi tidaki dapati berjalani ataui tegaki bilai tidaki 

adai aparati penegaki hukumi yangi kredibilitas dan kompeten.i Seberapai 

bagusnyai suatui peraturani perundang-undangani bilai tidaki didukungi dengani 

aparati penegaki hukumi yangi baiki makai keadilani hanyai angan-angan.i 
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Lemahnyai mentalitasi aparati penegaki hukumi mengakibatkani penegakkani 

hukumi tidaki berjalani sebagaimanai mestinya. 

Banyak yang mempengaruhi lemahnya mentalitas penegak hukum diantaranya 

lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan 

dan lain sebagainya. Sehingga dapati dipertegasi bahwai faktori penegaki hukumi 

memainkani perani pentingi dalami memfingsikani hukum.i Kalaui peraturani 

sudahi baik,I tetapii kualitasi penegaki hukumi rendahi makai akani adai masalah.i 

Demikiani juga,I apabilai peraturannyai buruki sedangkani kualitasi penegaki 

hukumi baik,I kemungkinani munculnyai masalahi masihi terbuka. 

Yang Ketiga: Budaya Hukum: 

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusiai 

terhadapi hukumi dani sistemi hukum-I kepercayaan,I nilai,I pemikiran,I sertai 

harapannya.i Kulturi hukumi adalahi suasanai pemikirani sosiali dani kekuatani 

sosiali yangi menentukani bagaimanai hukumi digunakan,I dihindari,I ataui 

disalahgunakan.i Budayai hukumi erati kaitannyai dengani kesadarani hukum.i 

Semakini tinggii kesadarani hukumi masyarakati makai akani terciptai budayai 

hukumi yangi baiki dani dapati merubahi polai pikiri masyarakati mengenaii 

hukumi selamai ini.i Secarai sederhana,I tingkati kepatuhani masyarakati terhadapi 

hukumi merupakani salahi satui indikatori berfungsinyai hukum.i Hubungani 

antarai tiga sistemi hukumi itui sendirii taki berdaya,I sepertii pekerjaani mekanik.i 

Strukturi diibaratkani sepertii mesin,I substansii adalahi apai yangi dikerjakani dani 

dihasilkani olehi mesin,I sedangkani kulturi hukumi adalahi apai sajai ataui siapai 
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sajai yangi memutuskani untuki menghidupkani dani mematikani mesini itu,I sertai 

memutuskani bagaimanai mesini itui digunakan. 

Dikaitkani dengani sistemi hukumi dii Indonesia,I Teorii Friedmani 

tersebuti dapati kitai jadikani patokani dalami mengukuri prosesi penegakani 

hukumi dii Indonesia.i Polisii adalahi bagiani darii strukturi bersamai dengani 

organi jaksa,I hakim,I advokat,I dani lembagai permasyarakatan.i Interaksii antari 

komponeni pengabdii hukumi inii menentukani kokohi nyai strukturi hukum.i 

Walaui demikian,I tegaknyai hukumi tidaki hanyai ditentukani olehi kokohnyai 

struktur,I tetapii jugai terkaiti dengani kulturi hukum.i Namuni demikian,I hinggai 

kinii ketiga sebagaimanai yangi dikatakani olehi Friedmani belumi dapati 

terlaksanai dengani baik,I khususnyai dalami strukturi hukumi dani budayai 

hukum.i Sebagaii contoh,I dalami strukturi hukum,I Anggotai polisii yangi 

diharapkani menjadii penangkapi narkoba,I polisii sendirii ikuti terlibati dalami 

jaringani narkoba.i Demikiani halnyai parai jaksa,I sampaii saati inii masihi sangati 

suliti mencarii jaksai yangi benar-benari jujuri dalami menyelesaikani perkara.i 

Senadai ataui sependapati dengani M.i Friedman,I Sajtiptoi Rahardjoi 

menyebutkani bahwai berbicarai soali hukumi padai dasarnyai tidaki dapati 

dipisahkani darii asas-asasi paradigmai hukumi yangi terdirii fundamentali hukumi 

dani sistemi hukum.i Beberapai fundamentali hukumi diantaranyai legislasi,I 

penegakani dani peradilani sedangkani sistemi hukumi meliputii substansi,I 
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strukturi dani kulturi hukum.i Kesemuanyai itui sangati berpengaruhi terhadapi 

efektivitasi kinerjai sebuahi hukum36. 

 

c.  Teori Kepastian Hukum 

Applied theoryi yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi teorii 

kepastiani hukum.i Teorii kepastiani hukumi olehi Roscoei Poundi mengatakani 

bahwai dengani adanyai kepastiani hukumi memungkinkani adanyai 

“Predictability”.37i Sedangkani Vani Kanti mengatakani bahwai hukumi bertujuani 

menjagai kepentingani tiap-tiapi manusiai agari kepentingan-kepentingani itui 

tidaki diganggu.i Bahwai hukumi mempunyaii tugasi untuki menjamini adanyai 

kepastiani hukumi dalami masyarakat.38i Dengani demikiani kepastiani hukumi 

mengandungi 2i (dua)i pengertian,i yangi pertamai adanyai aturani yangi bersifati 

umumi membuati individui mengetahuii apai yangi bolehi dani tidaki bolehi 

dilakukan,i dani keduai berupai keamanani bagii individui darii kesewenangani 

Pemerintahi karenai dengani adanyai aturani yangi bersifati umumi itui individui 

dapati mengetahuii apai sajai yangi bolehi dibebankani ataui dilakukani olehi 

negarai terhadapi individu. 

 Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu 

alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

 
36 Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” 

Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100. 
37 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2014, halaman 158. 
38 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2012, halaman 44. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



30 
 

 
 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini 

dilakukani secarai terukur,i dalami arti,i ditentukani keluasani dani kedalamannya.i 

Kekuasaani yangi demikiani itulahi yangi disebuti hak.i Tetapii tidaki disetiapi 

kekuasaani dalami masyarakati bisai disebuti sebagaii hak,i melainkani hanyai 

kekuasaani tertentui yangi menjadii alasani melekatnyai haki itui padai seseorang.39 

 Allotsi memandangi bahwai hukumi sebagaii sistemi merupakani prosesi 

komunikasi,i olehi karenai itui hukumi menjadii subjeki bagii persoalani yangi 

samai dalami memindahkani dani menerimai pesan,i sepertii sistemi komunikasii 

yangi lain.i Cirii yangi membedakani hukumi adalahi keberadaannyai sebagaii 

fungsii yangi otonomi dani membedakani kelompoki sosiali ataui masyarakati 

politis.i Inii dihasilkani olehi merekai yangi mempunyaii kompetensii dani 

kekuasaani yangi sah.i Suatui sistemi hukumi tidaki terdirii darii norma-normai 

tetapii jugai lembaga-lembagai termasuki fasilitasi dani proses.40 

 Menuruti Radbruch,i hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu 

diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam 

Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau 

juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni 

bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga 

tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.41 

 
39 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2010, halaman 53. 
40  Otje Salman dan Anthon  F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 96. 
41 Theo Huijbers, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta,  2013, halaman 

163. 
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 Tanpa kepastian hukum orang tidaki tahui apai yangi harusi diperbuatnyai 

dani akhirnyai timbulnyai keresahan.i Tetapii terlalui menitikberatkani kepadai 

kepastiani hukum,i terlalui ketati mentaatii peraturani hukum,i akibatnyai kakui 

dani akani menimbulkani rasai tidaki adil.i Apapuni yangi terjadi,i peraturannyai 

adalahi demikiani dani harusi ditaatii ataui dilaksanakan.i Undang-undangi itui 

seringi terasai kejami apabilai dilaksanakani secarai ketati ”Lexi dura,i seti tameni 

scripta”i (undang-undangi itui kejam,i tetapii demikianlahi bunyinya).42 

 

1.6.2.  Kerangka  Konsep 

 Konsepi merupakani suatui kesatuani pengertiani tentangi sesuatui hali atasi 

persoalani yangi perlui dirumuskan.i Dalami merumuskannya,i penelitii harusi 

dapati menjelaskani sesuaii dengani maksudi penelitii memakaii konsepi tersebut.i 

Olehi karenai itu,i penelitii harusi “konsisten”i dalami memakainya. 

Kerangkai konsepi merupakani modeli konseptuali yangi berkaitani dengani 

bagaimanai seorangi penelitii menyusuni teorii ataui menghubungkani secarai 

logisi beberapai faktori yangi dianggapi pentingi untuki masalah.i Menuruti 

Burhani Ashshofa,i suatui konsepi merupakani abstraksii mengenaii suatui 

fenomenai yangi dirumuskani atasi dasari generalisasii darii jumlahi karakteristiki 

kejadian,i keadaan,i kelompoki ataui individui tertentu.43 

 Adapuni uraiani darii padai konsepi yangi dipakaii dalami penelitiani inii 

adalah: 

 
42 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 

2011, halaman 58. 
43 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, halaman 

19. 
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a. Kepolisani Negarai Republiki Indonesiai (Polri)i adalahi Kepolisiani Nasionali 

dii Indonesiai yangi bertanggungi jawabi langsungi dii bawahi Presiden,i 

mengembani tugas-tugasi Kepolisiani dii seluruhi wilayahi Indonesiai yaitui 

memeliharai keamanani dani ketertibani masyarakat;i menegakkani hukum;i 

dani memberikani perlindungan,i pengayoman,i dani pelayanani kepadai 

masyarakat.44 

b. Tindaki pidanai adalahi kelakuani yangi diancami dengani pidana,i yangi 

bersifati melawani hukumi yangi berhubungani dengani kesalahani dani yangi 

dilakukani olehi orangi yangi mampui bertanggungi jawab.45 

c. Kekerasani adalahi suatui serangani (assault)i baiki terhadapi fisiki maupuni 

integritasi mentali psikologisi seseorang.i Kekerasani terhadapi manusiai bisai 

terjadii karenai berbagaii macami sumber,i salahi satunyai adalahi kekerasani 

yangi bersumberi padai anggapani gender. 

d. Kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi tindakani yangi dilakukani dii dalami 

rumahi tanggai baiki olehi suami,i istri,i maupuni anaki yangi berdampaki 

buruki terhadapi keutuhani fisik,i psikis,i dani keharmonisani hubungani sesuaii 

yangi termaktubi dalami pasali 1i UUi Nomori 23i tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai (UUi PKDRT). 

 

 

 

 

 

 
44Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 215. 
45 Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di 

Indonesia, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84. 
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1.7. Metode  Penelitian 

1.7.1.  Jenis  Penelitian 

 Jenisi penelitiani yangi dipergunakani dalami penulisani tesisi inii adalahi 

metodei penelitiani yuridisi empiris,i yaitui penelitiani yangi dilakukani dengani 

carai menelitii bahani pustakai (datai sekunder)i ataui penelitiani hukumi 

perpustakaani terlebihi dahului untuki kemudiani dilanjutkani dengani 

mengadakani penelitiani terhadapi datai primeri dii lapangan.46I  

Penelitiani hukumi empirisi adalahi penelitiani yangi berfokusi padai aspeki 

sosiali darii hukumi dani mengkajii bagaimanai hukumi beroperasii dalami praktiki 

dii masyarakat.i Penelitiani ini bersifat induktif, di mana peneliti mengumpulkan 

data dari lapangan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan 

observasi. Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi 

efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi 

kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial47. 

 

1.7.2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakani bahani yangi diperolehi darii hasili penelitiani 

kepustakaan,i darii penelitiani kepustakaani dikumpulkani datai sekunderi yangi 

meliputii bahani hukumi primer,i bahani hukumi sekunderi dani bahani hukumi 

tersier.48 

 
46 Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, 

dan Disertasi), Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24. 
47 Ibid, halaman 167 
48Ibid, halaman 39. 
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a.i  Bahani hukumi primer,i yaitui bahan-bahani hukumi yangi mengikati sepertii 

peraturani perundang-undangan,i i yurisprudensi,i i traktat,i i dani i lainyai i 

yangi i berkaitani i dengani Implementasii Undang-Undangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai Dalami Penegakani Hukumi Terhadapi 

Pelakui Tindaki Pidanai KDRTi dii Wilayahi Hukumi Polrestai Delii Serdang.i 

Dalami penelitiani inii adalah: 

1)i  Undang-undangi Dasari Republiki Indonesiai 1945. 

2) Undang-undangi Nomori 2i Tahuni 2002i Tentangi Kepolisani Republiki 

Indonesia. 

3) Undang-Undangi No.i 23i Tahuni 2004i Tetangi Penghapusani Kekerasani 

Dalami Rumahi Tanggai (PKDRT). 

4) Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai (KUHP). 

b.i  Bahani i hukumi i sekunder,i i i yaitui i bahani i hukumi i i yangi i memberikani 

penjelasaani mengenaii bahani hukumi i primeri sepertii Undang-undangi 

kekuasaani kehakimani dani bahani bacaani yangi relevan.i i  

c.i  Bahani tersier,i i yaitui bahani hukumi i yangi menberikani petunjuki maupuni 

penjelasani terhadapi i bahani i hukumi i primeri i dani i bahani i hukumi i 

sekunderi i sepertii i kamusi i dani literatur-literaturi i ilmui i pengetahuani i 

hukumi i yangi i berkaitani i dengani i hukumi pidanai sertai keterangan-

keterangani yangi mendukungi bahani hukumi primeri dani bahani hukumi 

sekunder. 
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1.7.3.  Lokasi Penelitian 

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi 

Sumaterai Utara,I dengani menjadikani Wilayahi Hukumi Kepolisiani Resori Kotai 

Delii Serdangi sebagaii objeki penelitiannya. 

 

1.7.4. Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulani datai dalami penelitiani inii dilakukani dengani tekniki 

sebagaii berikut: 

a. Wawancara 

Pengumpulani data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara, yaitui wawancarai mendalami (depthi interview)i dengani carai 

tanyai jawabi sambili bertatapi mukai antarai pewawancarai dengani 

informani ataui orangi yangi diwawancaraii dengani ataui tanpai 

menggunakani guidei wawancara,i dimanai pewawancarai dani informani 

terlibati dalami kehidupani yangi relatifi lama.49i Untuki mempermudahi 

dalami melakukani wawancara,i makai pertanyaan-pertanyaani yangi akani 

ditanyakani disusuni sedemikiani rupai yangi dijadikani pedomani dalami 

melakukani wawancara.i Pertanyaan-pertanyaani tersebuti didesaini 

sedemikiani rupai sehinggai hal-hali yangi dibutuhkani untuki menjawabi 

masalahi penelitiani dapati ditemukani dengani lengkap. 

 
49 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108. 
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b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-

sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. 

 

1.7.5. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengaturi urutani data,i membuatnyai kei 

dalami suatui pola,i kategori,i dani suatui uraiani dasar.50i Analisisi datai dalami 

penelitiani inii menggunakani secarai kualitatif,i yaitui didasarkani padai relevansii 

datai dengani permasalahan,i bukani berdasarkani banyaknyai datai (kuantitatif).i 

Analisisi kualitatifi inii dengani norma-norma,i asas-asas,i prinsip-prinsip,i konsep-

konsep,i doktrin-doktrin.51 

Dalami penelitian,i setelahi datai terkumpul,i langkahi selanjutnyai adalahi 

mengadakani analisisi data.i Datai mentahi yangi telahi terkumpuli tidaki adai 

gunanyai jikai tidaki dianalisis.i Analisisi datai merupakani hali yangi pentingi 

dalami metodei ilmiahi karenai dengani analisisi datai tersebuti dapati diberii artii 

dani maknai yangi bergunai untuki menyelesaikani masalahi penelitian. 

 Untuki menganalisisi datai yangi telahi terkumpul,i makai metodei analisisi 

datai yangi digunakani adalahi analisisi datai kualitatif,i yaitui tekniki deskriptifi 

noni statistik.i Metodei inii digunakani untuki datai nonangkai makai analisisi yangi 

digunakani jugai analisisi noni statistiki dengani menggunakani metodei induktif,i 

 
50 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

2014,   halaman 103. 
51Ibid., halaman 306 dan 310-311. 
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yaitui carai berpikiri yangi bertolaki darii hal-hali yangi bersifati khusus,i 

kemudiani digeneralisasikani kei dalami kesimpulani yangi umum.i  
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BAB II  

PENGATURAN TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 

2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA 

 

2.1.  Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan 

2.1.1.  Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis 

Kekerasani merupakani bagiani darii kejahatan.i Menuruti Sadlii 

sebagaimanai dikutipi Bardai Nawawii Ariefi bahwai kejahatani ataui tindaki 

kriminali merupakani salahi satui bentuki darii perilakui menyimpangi yangi selalui 

adai dani melekati padai tiapi bentuki masyarakat,i tidaki adai masyarakati yangi 

sepii darii kejahatan.52i Selanjutnyai Sadlii dalami Bardai Nawawii Ariefi jugai 

mengatakani bahwai perilakui menyimpangi itui merupakani suatui ancamani yangi 

nyatai ataui ancamani terhadapi norma-normai sosiali yangi mendasarii kehidupani 

ataui keteraturani sosial,i dapati menimbulkani ketegangani individuali maupuni 

ketegangan-ketegangani sosial,i dani merupakani ancamani riili ataui potensiili 

bagii berlangsungnyai ketertibani sosial.i Dengani demikiani kejahatani selaini 

masalahi kemanusiaani jugai merupakani masalahi sosial. 53 

Menuruti pengertiani orangi awami katai kejahatani dalami kehidupani 

sehariseharii adalahi tingkahi lakui ataui perbuatani jahati yangi tiap-tiapi orangi 

dapati merasakannya,i bahwai itui jahat,i sepertii pembunuhan,i pencurian,i 

 
52 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2000, halaman 26. 
53 Ibid, halaman 27. 
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penipuan,i dani Menuruti Susiloi sebagaii perbuatani diartikani sebagaii kejahatani 

dapati dilihati secarai yuridisi dani sosiologis.i Secarai yuridisi kejahatani adalahi 

perbuatan-perbuatani yangi bertentangani dengani morali kemanusiaani (immoril),i 

merugikani masyarakati (antii sosial)i yangi telahi dirumuskani dani ditentukani 

dalami perundang-undangani pidana.i Sedangkani pengertiani secarai sosiologisi 

selaini itu,i kejahatani jugai meliputii segalai tingkahi lakui manusia,i walaupuni 

tidaki ataui belumi ditentukani dalami undang-undang,i padai hakekatnyai olehi 

wargai masyarakati dirasakani dani ditafsirkani sebagaii tingkahi lakui ataui 

perbuatani yangi secarai ekonomis,i maupuni psikologisi menyerangi ataui 

merugikani masyarakat,i dani melukaii perasaani susilai dalami kehidupani 

bersama.54 

Senada dengan itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara 

yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar 

hukum serta undang-undang pidana.55i Singkatnya,i secarai yuridisi formali 

kejahatani adalahi bentuki tingkahi lakui yangi melanggari undang-undangi 

pidana.i Secarai sosiologis,i kejahatani adalahi semuai bentuki ucapan,i perbuatani 

dani tingkahi lakui yangi secarai ekonomis,i politisi dani sosiali psikologisi sangati 

merugikani masyarakat,i melanggari norma-normai sosial,i dani menyerangi 

keselamatani wargai masyarakati (baiki yangi telahi tercakupi dalami undang-

undang,i maupuni yangi belumi tercantumi dalami undang-undangi pidana).i 

 
54 R. Susilo, Kriminologi, Politea, Bogor, 2005, halaman 11. 
55 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 2002, halaman 44. 
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Tingkahi lakui manusiai yangi jahat,i immorali dani antii sosiali itui banyaki 

menimbulkani reaksii kejengkelani dani kemarahani dii kalangani masyarakat,i 

dani jelasi sangati merugikani umum.i Karena,i kejahatani tersebuti harusi 

diberantasi ataui tidaki bolehi dibiarkani berkembang,i demii ketertiban,i 

keamanani dani keselamatani masyarakat.i Sedangkani dalami KUHPi pengertiani 

ataui definisii tentangi kejahatani tidaki diartikani secarai limitatifi baiki dalami 

bukui Ii maupuni bukui IIi dani III.i Perbuatanperbuatani pidanai menuruti sistemi 

KUHPi dibagii atasi kejahatani (misdrijven)i dani pelanggarani (overtredingen).i 

Pembagiani dalami duai jenisi inii tidaki ditentukani nyata-nyatai dalami suatui 

pasali KUHPi tetapii sudahi dianggapi demikiani adanya,i dani ternyatai antarai 

laini dalami pasali 4,i 5,i 39,i dani 53i KUHPi bukui Ii dani bukui IIi adalahi melului 

tentangi kejahatani dani bukui IIIi tentangi pelanggaran.i Namuni demikiani 

pengertiani mengenaii kejahatani dani pelanggarani dapati diketahuii dalami 

Memoriei vani Toelichtingi (MvT).i Menuruti MvTi kejahatani adalahi 

rechtsdelicten,i yaitui perbuatan-perbuatani yangi meskipuni tidaki ditentukani 

dalami undang-undangi sebagaii perbuatani pidana,i telahi dirasakani sebagaii 

onrecht,i sebagaii perbuatani yangi bertentangani dengani tatai hukum.i 

Sedangkani pelanggarani adalahi wetsdelicten,i yaitui perbuatan-perbuatani yangi 

sifati melawani hukumnyai barui dapati diketahuii setelahi adai weti yangi 

menentukani demikian.56 

 
56 Moejiatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987, 

halaman 71. 
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Dalami kamusi hukumi yangi dimaksudi dengani kejahatani adalahi tindaki 

pidanai yangi tergolongi berat,i lebihi berati darii pelanggaran.57i Kejahatan,i 

pertama-tamai adalahi suatui konsepi yuridisi berartii tingkahi lakui manusiai yangi 

dapati dihukumi berdasarkani hukumi pidana.i Kejahatani jugai bukani hanyai 

suatui gejalai hukum.i Soejonoi mengatakani bahwai kejahatani adalahi perilakui 

manusiai yangi melanggari normai (hukumi pidana),i merugikan,i menjengkelkan,i 

menimbulkani korban-korban,i sehinggai tidaki dapati dibiarkan.58i Menuruti 

Richardi Quinneyi i sebagaimanai dikutipi Soejonoi bahwai kejahatani adalahi 

suatui rumusani tentangi perilakui manusiai yangi diciptakani olehi yangi 

berwenangi dalami suatui masyarakati yangi secarai politisi terorganisasi.59i 

Kejahatani merupakani suatui hasili rumusani perilakui yangi diberikani terhadapi 

sejumlahi orangi olehi orang-orangi lain,i dengani begitui kejahatani adalahi suatui 

yangi diciptakan. 

Padai umumnyai seseorangi ataui sekelompoki orangi melakukani 

kejahatani karenai adanyai faktor-faktor:i  

a.i  Niati ataui kehendaki yangi timbuli karenai pengaruhi endogeni ataui darii 

keadaani pribadii seseorangi sepertii cacati mental,i cacati fisiki dani ataui 

pengaruhi exogeni ataui darii luari pribadii seseorangi sepertii pendidikan,i 

pergaulan,i keluarga,i sosiali ekonomi,i lingkungani dimanai seseorangi 

berada. 

 
57 J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Hukum, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 81. 
58 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 31. 
59  Soejono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, 

halaman 1. 
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b.i  Kesempatani yangi timbuli darii pengaruhi keadaani pribadii seseorangi 

(endogen)i misalnyai mentali disorder,i kadari emosionali yangi tinggi,i 

rasai superioritasi yangi berlebihan,i tekanan-tekanani psikologisi dani 

pengaruhi darii luari dirii ataui exogeni sepertii tekanani kehidupani 

pendidikani yangi kurangi memadai,i lemahnyai kontroli sosiali 

masyarakat.60 

Artii kekerasani dalami Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang 

bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik 

atau barang orang lain; 3. Paksaan.61 Dapati dikatakani bahwai katai kekerasani 

dalami bahasai Indonesiai umumnyai dipahamii hanyai menyangkuti serangani 

fisiki belaka.i Jadii tindakani kekerasani (perbuatani yangi menyebabkani 

cedera/luka/mati/kerusakan)i sangati dekati dengani perbuatani yangi mengandungi 

sifati penyiksaani (torture)i dani pengenaani penderitaani ataui rasai sakiti yangi 

sangati berati (severei paini ori suffering).62 

Kekerasani yangi dimaksudkani olehi Undang-Undangi KDRTi diartikani 

sebagaii setiapi perbuatani terhadapi seseorangi terutamai perempuan,i yangi 

berakibati timbulnyai kesengsaraani ataui penderitaani secarai fisik,i seksual,i 

psikologis,i dan/ataui penelantarani rumahi tanggai termasuki ancamani untuki 

 
60   Ibid, halaman 2. 
61   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, 1993, halaman 45. 
62   Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 20. 
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melakukani perbuatan,i pemaksaani ataui perampasani kemerdekaani secarai 

melawani hukumi dalami lingkupi rumahi tangga.63 

Kekerasani menuruti KUHPi hanyai didefinisikani sebagaii kekerasani 

fisiki sebagaimanai yangi terdapati dalami Pasali 89i dani Pasali 90i KUHP.i Pasali 

89i KUHP,i menentukani bahwai yangi dimaksudi dengani melakukani kekerasani 

yaitu,i membuati orangi jadii pingsani ataui tidaki berdayai lagi.  

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan 

ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, 

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 

menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan 

kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan 

disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.i Pingsan 

artinyai hilangi ingatani ataui tidaki sadari akani dirinya.i Tidaki berdayai artinyai 

tidaki mempunyaii kekuatani ataui tenagai samai sekali,i sehinggai tidaki mampui 

mengadakani perlawanani sedikitpun,i misalnyai sepertii halnyai orangi yangi 

diikati dengani talii padai kakii dani tangannya,i terkurungi dalami kamari terkenai 

suntikan,i sehinggai orangi itui menjadii lumpuh.i Orangi yangi tidaki berdayai inii 

masihi dapati mengetahuii apai yangi terjadii atasi dirinya.i Sedangkani Pasali 90i 

KUHPi menentukan,i bahwai yangi dimaksudi dengani lukai berati adalah: 

a)i  penyakiti ataui lukai yangi taki dapati diharapi akani sembuhi lagii dengani 

sempurnai ataui yangi dapati mendatangkani bahayai maut; 

 
63 Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif, Mahkaman: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 43 
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b)i  senantiasai tidaki cakapi mengerjakani pekerjaani jabatani ataui pekerjaani 

pencaharian; 

c)i  tidaki dapati lagii memakaii salahi satui pancai indera; 

d)i  mendapati cacati besar; 

e)i  lumpuhi (kelumpuhan); 

f)i  akali (tenagai paham)i tidaki sempurnai lebihi lamai darii empati minggu; 

g)i  gugurnyai ataui matinyai kandungani seorangi perempuan. 

Definisii kekerasani darii keduai pasali tersebuti hanyai menyangkuti 

kekerasani fisiki sajai (Pasali 89i dani Pasali 90)i yangi berakibati lukai padai 

badani ataui fisik,i tidak 

meliputii kekerasani lainnyai sepertii psykhis,i seksual,i dani ekonomii sesuaii 

dengani Deklarasii PBBi tentangi antii kekerasani terhadapi perempuan.i Duai 

pasali tersebuti sangati umumi dani luas,i karenai kekerasani dalami keduai pasali 

itui dapati dilakukani olehi siapai sajai dani dimanai saja,i tidaki khususi dilakukani 

olehi orang-orangi yangi adai dalami satui rumahi tangga. 

Padahal,i apabilai dilihati darii kenyataani yangi adai dalami masyarakat,i 

sebenarnyai tindaki kekerasani secarai sosiologisi dapati dibedakani darii aspeki 

fisik,i seksual,i psikologis,i politis,i dani ekonomi.i Pembedaani aspeki fisiki dani 

seksuali dianggapi perlu,i karenai ternyatai tindaki kekerasani terhadapi 

perempuani yangi bernuansakani seksuali tidaki sekedari melaluii perilakui fisiki 

belaka. 

Kitabi Undang-Undangi Hukurni Pidanai (KUHP)i kitai merumuskani 

kejahatani kekerasani kei dalami berbagaii pasali yaitui 285-301i (kejahatani 
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susila),i 310-321i (penistaan),i 324-337i (penghilangani kemerdekaan),i 338-340i 

(pembunuhan),i 351-356i (penganiayaan),i dani lain-lain.i  

Studii tradisionili tentangi kejahatani akani mencarii jawabannyai padai 

batasani tentangi kejahatani kekerasani terutamai dii dalami undang-undangi 

pidana,i dii sampingi batasani sosial.i Selanjutnyai dengani menggunakani batasani 

undangundangi tersebut,i masalahi kejahatani kekerasani dibicarakani antarai laini 

mengenai: 

a)i  bentuk-bentuknya,i perkembangani dani penyebarannya,i dengani 

rnencarinyai melaluii datai statistiki kriminal. 

b)i  sebab-sebabnyai (etiologii kriminal)i dengani rnencarinyai padai ciri-cirii 

biologis,i sosiali dani psikisnya. 

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, 

bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, 

penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya 

adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka 

bagi sesama manusia.64 Sedangkan menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan 

sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barangi sedemikiani rupa,i 

sehinggai cukupi membahayakani bendai hukumi yangi dilindungii olehi 

ketentuani pidanai yangi bersangkutan,i dayai kekuatani itui harusi cukupi kuati 

intensitasnya.i Mengenaii ancamani kekerasani dapati dikemukakani bahwai selalui 

harusi ditinjaui sifati darii perbuatani yangi dilakukani jugai diperhatikani pulai 

 
64 Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 24. 
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bagaimanai pandangani darii orangi yangi mendapati ancamani itu.i Misalnya,i 

piloti diancami olehi orangi yangi tampaknyai membawai granati dii sakunyai 

untuki merubahi rutei penerbangannya,i akani tetapii kemudiani ternyatai bahwai 

orangi itui tidaki membawai apa-apa.i Dalami hali inii tetapi adai ancamani 

kekerasan.65 

 

2.1.2. Pengertian  Kekerasan Secara Sosiologis 

Kekerasani secarai umumi didefinisikani sebagaii suatui tindakani yangi 

bertujuani untuki melukaii seseorang,i ataui merusaki suatui barang.i Sejalani 

dengani perkembangani waktu,i makai definisii kekerasani puni mengalamii 

perkembangani dani perluasan.i Kekerasani bukani hanyai suatui tindakani yangi 

bertujuani ataui berakibati melukaii ataui merusaki barang,i tetapii ancamani puni 

dapati dikategorikani sebagaii tindaki kekerasan.66 

Perspektifi sosiologisi mengandaikani penegakani hukumi sebagaii prosesi 

empirisi yangi tidaki selalui searahi dengani prinsipi logikai matematisi yangi 

penuhi kepastiani sebagaimanai hasili peng-i lihatani paradigmai normatifi 

positivistiki yangi telahi dikemukakani dii atas.i Penegakani hukum,i karenai 

melibatkani manusiai dani masyarakati yangi kompleksi diyakinii jugai akani 

menghasilkani pengalamani dani praktiki yangi kompleksi pula,i selalui membukai 

kemungkinani dani pilihan.i Belumi tentui satui pasali undang-undangi yangi samai 

 
65 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, halaman 25. 
66 Apong Herlina, Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan 

perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan ) dalam 

Chatarina Puramdani Hariti (ed), Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan 

Kekerasan Terhadap Perempuan, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000, halaman 25. 
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ketikai dilanggari olehi duai orangi yangi berbedai akani ditegakkani dengani carai 

yangi samai dani olehi karenai itui menghasilkani dampaki yangi samai pula.67 

Menuruti Galtungi adai 6i (enam)i dimensii pentingi darii kekerasani itui 

adalahi sebagaii berikut: 

a.i  Pembedaani pertama,i kekerasani fisiki dani psikologis.i Inii berkaitani dengani 

pendapati Galtungi yangi menolaki kekerasani dalami artii sempit,i yangi 

hanyai berpusati padai kekerasani fisik.i Galtungi menggunakani katai hurti 

dani hiti untuki mengungkapkani maksudi gandai baiki kekerasani fisiki 

maupuni psikologis.i Kekerasani psikologisi meliputii kebohongan,i 

indoktrinasi,i ancaman,i tekanani yangi dimaksudi untuki meredusiri 

kemampuani mentali ataui otak.i Disampingi itui Galtungi jugai memberikani 

contohi kekerasani fisiki dani psikologisi dengani contohi cara-carai kekerasani 

sepertii memenjarakani ataui merantaii orang,i perbuatani inii tidaki hanyai 

kekerasani fisiki saja,i tetapii jugai mengurangii kemampuani jiwai (rohani)i 

seseorang. 

b.i  Pembedaani kedua,i pengaruhi positifi dani negatif.i Untuki menerangkani 

pendekatani ini,i Galtungi mengacui padai sistemi orientasii imbalani (rewardi 

oriented).i Seseorangi dapati dipengaruhii tidaki hanyai dengani menghukumi 

bilai iai bersalah,i tetapii jugai dengani memberii imbalan.i Dalami sistemi 

imbalani sebenarnyai terdapati "pengendalian",i tidaki bebas,i kurangi terbukai 

dani cenderungi manipulatif,i meskipuni memberii kenikmatani dani euphoria.i 

 
67 Zulfatun Ni’mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 1, 2012, Hlm. 59 
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Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami 

kekerasan yang luas itu penting. 

c.i  Pembedaani ketiga,i adai obyeki ataui tidak.i Meskipuni suatui tindakani tidaki 

adai obyeki menuruti Galtungi tetapi adai ancamani kekerasani fisiki dani 

psikologis. 

Contohnyai adalahi tindakani melemparkani batui kemana-manai ataui ujii 

cobai senjatai nuklir.i Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi 

tindakan manusia. 

d.  Pembedaan keempat, ada subyek atau tidak.i Sebuahi kekerasani disebuti 

langsungi ataui personali jikai adai pelakunyai dani bilai tidaki adai pelakunyai 

disebuti structurali ataui tidaki langsung.i Dampaki ataui akibati kekerasani 

langsungi dapati dilacaki pelakunyai (manusiai konkrit),i sedangkani 

kekerasani strukturali suliti untuki menemukani pelakui manusiai konkrit.i 

Untuki kasusi yangi terakhiri inii berartii kekerasani sudahi menjadii bagiani 

darii strukturi itui (strukturnyai jelek)i dani menampakkani dirii sebagaii 

kekuasaani yangi tidaki seimbangi yangi menyebabkani peluangi hidupi tidaki 

sama.i Lebihi lanjuti Galtungi menjelaskani tentangi kekerasani strukturali inii 

dengani mencuatkani "situasi-situasii negatifi sepertii ketimpangani yangi 

merajalela,i sumberi daya,i pendapatan,i kepandaian,i pendidikani sertai 

wewenangi untuki mengambili keputusani mengenaii distribusii sumberi 

dayapuni tidaki merata. 

e.i  Pembedaani kelima,i disengajai ataui tidak.i Pembedaani inii pentingi ketikai 

orangi harusi mengambili keputusani mengenaii kesalahan.i Untuki 
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membedakani Galtungi melihati konsepi kesalahani sebagaimanai dipahamii 

dalami etikai Yahudii Kristianii dani Yurisprudensii Romawii lebihi dikaitkani 

dengani tujuani darii padai akibati darii tindakan.i Hal ini berlawanan dengan 

definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat. 

f.i  Pembedaani yangi keenam,i yangi tampaki dani tersembunyi.i Kekerasani 

yangi tampaki nyatai (manifest),i baiki yangi personali maupuni yangi 

struktural,i segerai dapati dilihat.i Sedangkani kekerasani tersembunyii adalahi 

sesuatui yangi memangi tidaki kelihatani (latent),i tetapii biasi dengani mudahi 

meledak.i Galtungi berpendapati bahwai kekerasani tersembunyii akani terjadii 

jikai situasii menjadii begitui tidaki stabili sehinggai tingkati realisasii aktuali 

dapati menuruni dengani mudah.i Misalnyai saja,i adanyai kekejaman,i 

pembunuhani sepertii yangi terjadii dengani perkelahiani rasiali ataui agamai 

dii Indiai dani Banglades.i Situasii inii olehi Galtungi disebuti sebagaii situasii 

keseimbangani yangi goyahi ataui ai situationi ofi unstablei equilibrium.68 

Bentuk-bentuki KDRTi dapati diidentifikasikani berdasarkani UUi RIi 

Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani KDRTi sebagaii berikut: 

Pasali 5: 

Setiapi orangi dilarangi melakukani kekerasani dalami rumahi tanggai terhadap 

orangi dalami lingkupi rumahi tangganya,i dengani cara: 

a.i  Kekerasani fisik 

b.i  Kekerasani psikis 

c.i  Kekerasani seksual,i dan 

 
68  Ibid, halaman 70-74. 
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d.i  Penelantarani rumahi tangga 

Pasali 6: 

Kekerasani fisiki sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 5i hurufi ai adalahi 

perbuatani yangi mengakibatkani rasai sakit,i jatuhi sakit,i ataui lukai berat. 

Pasali 7: 

Kekerasani psikisi sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 5i hurufi bi adalahi 

perbuatani yangi mengakibatkani ketakutan,i hilangnyai rasai percayai diri,i 

hilangnyai kemampuani untuki bertindak,i rasai tidaki berdaya,i dan/ataui 

penderitaani psikisi berati padai seseorang. 

Pasali 8: 

Kekerasani seksuali sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 5i hurufi ci meliputi: 

a.i  Pemaksaani hubungani seksuali yangi dilakukani terhadapi orangi yangi 

menetapi dalami lingkupi rumahi tangganyai tersebut. 

b.i  Pemaksaani hubungani seksuali terhadapi salahi seorangi dalami lingkupi 

rumahi tangganyai dengani orangi laini untuki tujuani komersiali 

dan/tujuani tertentu. 

Pasali 9: 

(1)i  Setiapi orangi dilarangi menelantarkani orangi dalami lingkupi rumahi 

tangganya,i padahali menuruti hukumi yangi berlakui baginyai ataui karenai 

persetujuani ataui perjanjiani iai wajibi memberikani kehidupan,i 

perawatan,i ataui pemeliharaani kepadai orangi tersebut. 

(2)i  Penelantarani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i jugai berlakui bagii 

setiapi orangi yangi mengakibatkani ketergantungani ekonomii dengani 
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carai membatasii dan/ataui melarangi untuki bekerjai yangi layaki dii 

dalami ataui dii luari rumahi sehinggai korbani beradai dii bawahi kendalii 

orangi tersebut. 

Darii penjelasani diatasi dapati disimpulkani bahwai bentuk-bentuki KDRTi 

adalahi pertama,i kekerasani fisiki yaitui kekerasani yangi menyebabkani korbani 

menderitai fisiki yaknii sakit,i jatuhi sakit,i ataui lukai yangi dideritai padai 

anggotai tubuhi korbani kekerasan.i Kedua,i kekerasani psikisi yaitui kekerasani 

yangi menyebabkani korbani traumai psikisi yangi adai padai dirinya,i sepertii 

takut.i Ketiga,i kekerasani seksuali yaitui kekerasani yangi memaksai ataui 

menuntuti korbani untuki memenuhii segalai kebutuhani biologisi yangi 

diinginkani pelakui kekerasan.i Keempat,i penelantarani rumahi tanggai yaitui 

kekerasani menelantarakani ekonomii anggotai keluarganya,i tidaki menjalankani 

tanggungjawabnya,i sertai tidaki memberikani nafkahi ataui hak-haki kepadai 

anggotai keluarga. 

2.2.  Latar  Belakang Terjadinya KDRT 

Perbedaani laki-lakii dani perempuani masihi menyimpani beberapai 

masalah,i baiki darii segii substansii kejadiani maupuni perani yangi diembani 

dalami masyarakat.i Perbedaani anatomii antarai keduanyai cukupi jelas.i Akani 

tetapii efeki yangi timbuli akibati perbedaani itui menimbulkani perdebatan,i 

karenai ternyatai perbedaani jenisi kelamini secarai biologisi (seks)i melahirkani 

seperangkati konsepi budaya.  

Kekerasani dalami rumah tangga merupakan suatu persoalan yang rumit 

untuk diselesaikan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar- benar tidak 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



52 
 

 
 

menyadarii bahwai apai yangi telahi iai lakukakani merupakani suatui perbuatani 

tindaki kekerasani dalami rumahi tanggai yangi sifatnyai keranahi pidana.i Undang-

Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami 

Rumahi Tanggai adalahi jaminani yangi diberikani olehi negarai untuki mencegahi 

terjadinyai kekerasani dalami rumahi tangga.69 

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak 

dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang 

berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, 

melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi 

sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta 

mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak 

hidupnya dalam Masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan 

kepentingan umum.70 

 Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga terdapati konfliki yangi 

terjadii dengani adanyai keselahpahamani pendapati diantarai sepasangi suamii 

istrii dalami kuruni waktui berlarut-laruti sampaii seringi menerpai keduanyai 

hinggai terjadinyai kekerasani dani diskriminasii dalami berumahi tanggai yangi 

seringi ditutup-tutupii berakibati padai kesengsaraani ataui penderitaan.71 

 
69 Abdullah Muslem. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. 

Jurnal Dustriah. Vol.9, No.2. 2019. hlm. 182 
70 Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi dan Taufik Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jurnal Ilmiah 

Magister Hukum, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 117-127. 
71 Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. Efektivitas Diskresi Kepolisin Melalui 

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 2 
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Sesungguhnyai atributi dani bebani jenderi tidaki mestii ditentukani olehi 

atributi biologisi dani pemilikani penisi ataui vaginai sebagaii peristiwai biologisi 

dani pemilikani penisi ataui vaginai sebagaii peristiwai sosial-budaya.i Yangi 

pertamai dapati disebuti alati kelamini biologisi (physicali genital)i dani yangi 

keduai dapati disebuti alati kelamini budayai (culturali genital).i Secarai biologisi 

alati kelamini adalahi konstruksii biologisi karenai bagiani anatomii tubuhi 

seseorang,i yangi tidaki langsungi terkaiti dengani keadaani Suksii budayai rnulaii 

terbentuk.i Melaluii atributi tersebuti seseorangi akani dipersepsikani sebagaii laki-

lakii ataui perempuan.i Atributi inii jugai senantiasai digunakani untuki 

menentukani hubungani relasii jender,i sepertii pembagiani fungsi,i peran,i dani 

statusi dii dalami masyarakat.i Atributi jenderi yangi merujuki kepadai i atributi 

jenisi kelamini biologisi menimbulkani perdebatani yangi berkepanjangani dii 

dalami masyarakat,i terutamai dalami beberapai dekadei terakhiri ini.i Seberapai 

besari peranani perbedaani jenisi padai dasarnyai pandangani mengenaii wanitai 

dibedakani berdasarkani duai teorii i yaitu: 

a.i  Teorii Nurturei beranggapani bahwai perbedaani laki-lakii dani perempuani 

padai hakekatnyai adalahi hasili konstruksii sosiali budayai sehinggai 

menghasilkani perani dani tugasi yangi berbeda.i Perbedaani inii menyebabkani 

perempuani selalui tertinggali dani terabaikani perani dani konstribusinyai 

dalami hidupi berkeluarga,i bermasyarakat,i berbangsai dani bernegara. 

b.i  Teorii Nature,i merupakani teorii yangi dianuti olehi Cesarei Lambrosoi yangi 

menganggapi wanitai memilikii pembawaani iisiologiki dani psikologiki yangi 

berbedai darii pria,i dii manai wanitai memilikii cirii perilakui yangi pasifi 
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karenai terlahiri sesuaii dengani sifat-sifati sel-seli teluri yangi pasifi pulai inii 

berbedai dengani sel-seli jantani yangi aktif.72i  

Teorii inii menerimai perbedaani kodrati biologisi secarai alamiahi antarai 

laki-lakii dani perempuan.i Perbedaani biologisi itui memberikani indikasii bahwai 

diantarai keduai jenisi tersebuti diberikani perani dani tugasi yangi berbeda.i Adai 

perani dani tugasi yangi dapati dipertukarkani tetapii adai yangi tidaki bisai karenai 

memangi berbedai secarai kodrati alamiahnya. 

Dalami proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap 

beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature.  

Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam 

hidup berkeluarga dan berbangsa.i  

Teorii Psikoanalisai darii Sigmundi Freudi beranggapani bahwai perani dani 

relasii jenderi ditentukani olehi dani mengikutii perkembangani psikoseksual,i 

terutamai dalami phallici stage,i yaitui suatui masai ketikai seorangi anaki 

menghubungkani identitasi ayahi dani ibunyai dengani alati kelamini yangi 

dimilikii masing-masing.73 

Rasai rendahi dirii seorangi anaki perempuani mulaii munculi ketikai 

dirinyai menemukani "sesuatui yangi kurang”,i yangi olehi Freudi diistilahkani 

dengani "kecemburuani alati kelamin".i Jadii jelasi bahwai unsuri biologisi 

merupakani faktori dominani dii dalami menentukani polai perilakui seseorang. 

 
72   Erlyn Indarti, Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2000, halaman 19. 
73    Kartini Kartono, Psikologi Anak, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 33. 
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Keharmonisani hidupi hanyai dapati diciptakani bilai terjadii pembagiani 

perani dani tugasi yangi serasii antarai laki-lakii dani perempuan.i Alirani inii 

melahirkani pahami strukturali fungsionali yangi menerimai perbedaani perani asali 

dilakukani secarai demokratisi dani dilandasii olehi kesepakatani antarai suamii 

dani istrii dalami keluargai ataui anlarai kaumi laki-lakii dani perempuani dalami 

hidupi masyarakat.i Menuruti Ariefi Budimani bahwai pembagiani kerjai secarai 

sexuali merupakani sesuatui yangi wajari darii kodrati wanitai itui sendiri,i yangi 

membuati wanitai submisif,i kurangi aktifi dani sebagainyai sehinggai menjadii 

ibui rumahi tanggai merupakani kenyataani yangi tepat,i olehi karenai keluargai 

intii yangi terdirii darii bapak,i ibui dani anaki yangi merupakani pengelompokani 

manusiai yangi palingi universal,i terdapati disegalai tempati dani zaman.74 

Teorii Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar 

kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya 

ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan 

perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas 

menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan 

perempuan ditentukan oleh faktor biologis.  

Randalli Collinsi beranggapani bahwai keluargai adalahi wadahi tempati 

pemaksaani suamii sebagaii pemiliki dani wanitai sebagaii abdi.i Margriti Eichleni 

beranggapani keluargai dani agamai adalahi sumberi terbentuknyai budayai dani 

perilakui diskriminasii gender.i Pahami sosiali konfliki yangi banyaki dianuti 

 
74    Arief Budiman, Pembagian Kerja secara Seksual, Scbuah Pembahasan Sosiologis 

tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1985, halaman 2. 
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masyarakati sosialisi komunisi yangi menghilangkani stratai penduduki 

(egeliiurian)i memperjuangkani kesamaani proporsionali (perfecti equality)i 

dalami segalai aktivitasi masyarakat.i Untuki mencapaii tujuani tersebuti 

disediakani programi khususi (affirmationi action)i gunai memberikani peluangi 

bagii pemberdayaani perempuani yangi selamai inii didominasii olehi laki-laki.i 

Akibatnyai dapati didugai timbuli reaksii negatifi darii kaumi laki-lakii yangi 

apriorii terhadapi perjuangani tersebuti yangi dikenali dengani perilakui malei 

backlash.i Keberhasilani sebagiani masyarakali barati dalami kesetaraani 

perempuani telahi menimbulkani perubahani sikapi dani perilakui perempuani 

yangi bergayai maskulini sepertii agresif,i kasar,i egoistisi dani tidaki maui 

menikah. 

Teori-teorii Feminisi yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara 

lain dipelopori olehi Fredai Adler,i mengakuii bahwai wanitai masai kinii memangi 

berangsur-angsuri meninggalkani gambarani wanitai yangi penuhi kelembutani 

dani keibuani untuki berubahi menjadii wanitai yangi tangkas,i dii manai 

perubahani tingkahi lakui inii diperlukani untuki merebuti lowongani kerjai yangi 

didominasii olehi laki-laki,i walaupuni iai menyangkali jikai dalami 

memperjuangkani haknyai sebagaimanai yangi dimilikii pria.i Sebenarnyai kodrati 

perempuani tidaki ditentukani olehi faktori biologisi tetapii olehi faktori budayai 

dalami masyarakat.75i Ketimpangani perani dani relasii jenderi dinilaii perlui 

 
75    Saskia Eleonora Wieringa, Gender dan Gerakan Perempuan, Garba Budaya, Jakarta, 

1999, halaman 34. 
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ditinjaui kembali,i tetapii alternatifi yangi ditawarkani ternyatai berbeda-beda,i 

sehinggai munculi berbagaii alirani feminisi dengani alternatifi teorinya 

masing-masing. 

Teorii Sosio-biologisi yangi mencobai mengelaborasii teorii naturei dani 

nurture beranggapani bahwai faktori biologii dani faktori sosial-budayai 

menyebabkani lakilakii lebihi ungguli daripadai perempuan.i Dii sampingi alirani 

tersebuti terdapati pahami kompromisi yangi dikenali dengani keseimbangani 

(equilibrium)i yangi menekankani padai konsepi kemitraani dani 

mempertentangkani antarai kaumi laki-lakii dani perempuan,i karenai keduanyai 

harusi bekerjai samai dalami kemitraani dani keharmonisani dalami kehidupani 

keluarga,i masyarakat,i bangsai dani negara. 

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan 

strategi pembangunan agari diperhitungkani kepentingani dani perani darii laki-

lakii dani perempuani secarai seimbang.i Hubungani antarai keduai elemerii 

tersebuti bukani i salingi bertentangani tetapii hubungani komplementeri gunai 

melengkapii satui samai lain,i R.i H.i Tawneyi menyebutkannyai bahwai 

keragamani peran,i apakahi karenai faktori biologis,i etnis,i aspirasi,i minat,i 

pilihan,i budayai padai hakekatnyai adalahi realitai kehidupani manusia.76i Karenai 

itui penerapani kesetaraani dani keadilani genderi harusi memperhatikani masalahi 

kontekstuali dani situasionali dani bukani berdasarkani perhitungani secarai 

matematisi (quota)i dani tidaki bersifati universal.i Pandangani inii membedakani 

 
76     Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender, Tim focal Point PUG; Kejaksaan 

Agung RI, Jakarta, 2002, halaman 20. 
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sekurangnyai 3i konteksi kehidupani seseorang,i yaitui keluarga,i masyarakati dani 

agama.i Sedangi situsionali menunjukkani penerapani kesetaraani genderi tidaki 

bisai dilakukani samai disemuai stratai masyarakat.i Karenai itui Vandana 

Shivai menyebutkani equalityi ini diversityi (persamaani dalami keragaman).i  

Istilahi patriarkii merupakani istilahi yangi digunakani secarai lebihi 

umumiuntuki menyebuti kekuasaani laki-laki,i hubungani kausai dengani laki-lakii 

menguasaii wanitai dani untuki menyebuti sistemi yangi membuati tetapi dikuasaii 

melaluii bermacam-rnacami cara.i budayai patriarkii inilahi yangi menimbulkani 

terjadinyai sikapi apriorii dani diskriminatifi terhadapi kaumi wanitai padai masai 

itui terutamai padai saati prosesi pembentukani peraturani perundangani yangi 

akani berlaku.i Sylviai Walbyi dalami bukui "Theorizingi Patriarchy"i 

menyatakani bahwai patriarkii merupakani suatui sistemi darii strukturi dani 

praktek-prakteki sosiali dalami manai kaumi laki-lakii menguasai,i menindas,i dani 

menghisapi perempuan.i Pemahamani bahwai patriarkii itu merupakani sistemi 

rnernbantui perempuani menolaki pendapati detenninismei biologisi yangi 

menyatakani bahwai laki-lakii dani perempuani itui secarai alamiahi berbedai 

karenai biologii ataui badannyai dani karenai itui mendapatkani perani yangi 

berbeda)i ataui pendapati bahwai setiapi laki-lakii selalui beradai dalami posisii 

subordinat.i Selanjutnyai Bashini Kamlai menyatakan,i bahwai melekati sistemi 

inii adalahi ideologii yangi menyatakani bahwai laki-lakii lebihi tinggii daripadai 
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perempuani dani bahwai perempuani harusi dikontroli laki-lakii dani bahwai 

perempuani adalahi miliki laki-laki.77 

Adapuni bentuk-bentuki kekuasaani dani kontroli sistem patriarki terhadap 

perempuan menurut Nadia meliputi: 

1.  Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan 

posisinya dalam rumah tangga. 

2.  Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak 

boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami. 

3.  Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai 

obyek seksual. 

4.  Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan 

membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.78  

Gambarani tentangi stereotypei dani posisii subordinati terhadapi 

perempuani tertuangi dalami beberapai kitabi yangi dii tulisi berabadi lalui dani 

masihi dii anggapi sebagaii ajarani yangi harusi dipatuhii olehi masyarakati ,i 

sepertii Serati Centinii yangi mengajarkani tentangi "Kisai limai jarii tangan"i yangi 

isinyai cenderungi melemahkani perempuan: 

1.i  Jempoli (ibui jari),i berartii "'Poli ingi Tyas"i sebagaii isterii harusi berserahi 

dirii sepenuhnyai kepadai suami.i Apai sajai yangi menjadii kehendaki 

suamii harusi dituruti. 

 
77     Bashim Kamla, Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum 

Perempuan, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy: Yogyakarta: Benteng 

Kalyamamitra, 1996, halaman 34. 
78     Ita F. Nadia, Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspekstif Gender, Makalah, 

Jakarta, 1998, halaman 34. 
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2. Penuduhi (telunjuk),i berartii jangani sekali-kalii beranii membantahi 

"tundhungi kalcung"i (petunjuki suami).i lai harusi patuhi padai petunjuki 

dani perintahi suami. 

3.i  Panungguli (jarii tengah),i berartii iai harusi mengunggulkani suami,i 

apapuni pekerjaani dani berapapuni penghasilannya; 

4.i  Jarii manis,i iai harusi manisi airi mukanyai dalami melayanii suamii dani 

bilai suamii menghendakii sesuatu. 

5.i  Jejenthiki (kelingking),i berartii istrii harusi selalui "anthaki inthikan"i 

terampili dani banyaki akali dani sembarangi kerjai melayanii suami.i 

Dalami melayanii suamii hendaknyai cepati tetapii lembut. 

Bilai keidealani perempuani versii seraii centinii itui diterapkani begitui 

sajai dalami kehidupani perkawinan,i makai sangati rnungkini perempuani rentani 

menjadii korbani kekerasani dalami rumahi tangga.i Pengabdiani dani 

pengorbanannyai diserahkani isterii sepenuhnyai untuki suami,i dengani tidaki 

menyisakani sedikitpuni untuki dirinyai sendiri. 

Hidupi harmonisi adalahi hidupi yangi seimbangi lahiri batin,i terpenuhii 

kebutuhani dasari fisiki dengani memadaii dani tercapainyai aktualisasii dirii 

dalami pergaulani yangi lebihi luas.i Dengani demikiani perbedaani bukani alasani 

untuki mendudukkani satui samai lain,i tetapii sebaliknyai dengani perbedaani 

makai perlui salingi melengkapii dani salingi bekerjai samai untuki menciptakani 

sesuatui yangi lebihi baiki dani lebihi bergunai bagii keluarga,i masyarakati dani 

bangsa. 
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2.3.  Ruang  Lingkup KDRT 

Kekerasani genderi terhadapi perempuani menuruti Eli Bushrai dani 

Eugeniai Pizai Lopezi mengarnbili berbagaii bentuk:i pertama,i kekerasani 

terhadapi pribadii (personali violence),i kaumi perempuani menderitai dani 

menjadii korbani kekerasani secarai fisiki dani mentali dalami kehidupani merekai 

sehari-hari,i kekerasani i inii mempengaruhii kesehatani mental,i menghancurkani 

kepercayaani dirii sertai i menyulitkani perkembangani kepribadiani perempuan.i 

Keduai adalahi kekerasani dalami rumahi tangga,i rumahi tanggai seharusnyai 

menjadii tempati berlindungi bagii seluruhi anggotai rumahi keluarga.i Akani 

tetapii kenyataannyai malahi menjadii tempati penderitaani dani tempati 

penyiksaan.i Kekerasani dalami rumahi tanggai yangi tidaki banyaki mendapati 

perhatiani adalahi diskriminasii terhadapi perempuan.i Ketigai adalahi kekerasani 

publiki dani negara.i Adapuni bentuki kekerasani yangi dilakukani olehi negarai 

adalahi pemaksaani sterilisasii dalami programi keluargai berencanai (enforcedi 

sterilization)i keluargai berencanai dibanyaki tempati menjadii sumberi kekerasani 

terhadapi perempuan. 

Darii siklusi kehidupani rnanusiai kekerasani terhadapi wanitai dapati 

diidentifikasikani sebagaii berikut:i  

a. Sebelumi kelahiran,i aborsii atasi dasari seleksii kelamini (cina,i india,i korea),i 

penganiayaani padai saati hamil,i pemaksaani hamili sepertii perkosaani masali 

padai saati perang.i  
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b. Padai saati bayii pembunuhani anaki bayii (wanita),i perlakuani salahi baiki 

emosionali dani psikis,i perbedaani perlakuani dalami bidangi makanani dani 

kesehatani terhadapi anaki wanita.i  

c. Padai usiai anak,i kawini anak,i penyunatan,i perlakuani 'i seksuali baiki olehi 

keluargai maupuni orangi laini pelacurani anak.i  

d. Padai usiai remaja,i kekerasani padai saati percumbuan,i perlakuani sexi 

terpaksai karenai tekanani ekonomi,i pelecehani seksuali ditempati kerja,i 

pelacurani dipaksa,i perdagangani wanita.i  

e. Masai reproduksi,i kekerasani olehi pasangani intim,i maritali rape,i 

pembunuhani ataui kekerasani karenai mahar,i pembunuhani olehi pasangan,i 

perlakuani salahi psikis,i pelecehani seksuali ditempati kerja,i perkosaan,i 

kekerasani terhadapi wanita.79 

Kekerasani terjadii dalami setiapi siklusi kehidupan.i Inii berartii kekerasani 

dalami rumahi tanggai terjadii dalami areai yangi luasi yangi hampiri sebagiani 

besari keluargai mengalamii kekerasani dalami rumahi tangga.i  

Lingkupi rumahi tanggai menuruti Rancangani Undang-Undangi 

Kekerasani  

Dalami Rumahi Tanggai 2000,i meliputi: 

1.i  Suamii isterii ataui mantani suamii isteri 

2.i  Orangi tuai dani anak-anak 

3.i  Orang-orangi yangi mempunyaii hubungani darah 

 
79 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 34. 
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4.i  Orangi yangi bekerjai membantui kehidupani rumahi tanggai orangi laini 

yangi menetapi dii sebuahi rumahi tangga 

5.i  Orangi yangi hidupi bersamai dengani korbani ataui merekai yangi masihi 

ataui pernahi tinggali bersama. 

Sedangkani lingkupi perkawinani adalahi isterii ataui suamii ataui mantani 

istri/suamii adalahi melipulii istrii ataui suamii ataui mantani istri/suamii dei jurei 

yaknii seseorangi yangi telahi rnelakukani perkawinani sesuaii dengani ketentuani 

perundang-undangani yangi berlaku,i sertai meliputii isterii ataui suamii ataui 

mantani isterii suamii ataui mantani isteri/suamii yaitu,i seseorangi yangi telahi 

melakukani perkawinani sesuaii agamai ataui adati istiadati pihak-pihaki yangi 

berkaitan,i walaupuni perkawinan 

itui tidaki didaftarkani ataui tidaki dapati didaftarkani dii bawahi undang-undangi 

tertulis.i Berdasarkani definisii dii atasi makai lingkupi perkawinani dei jurei dani 

dei facto. 

Berdasarkani penjelasani dii atasi kekerasani dalami rumahi tanggai berartii 

bisai menimpai siapai sajai termasuki seorangi isteri,i suami,i ibu,i bapak,i anaki 

ataui bahkani pembantui rumahi tangga.i Namuni dalami banyaki literatur,i 

kekerasani dalami rumahi tanggai lebihi dipersempiti artinyai padai penganiayaani 

terhadapi isterii olehi suamii saja.i Hali inii bisai dimengertii karenai padai 

umumnyai korbani kekerasani dalami rumahi tanggai lebihi banyaki dialamii olehi 

parai isterii ketimbangi anggotai keluargai yangi lain. 

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan 

pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk 
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mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di 

sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang seriusi bagii 

kesehatani fisiki dani mental,i namuni fenomenai inii bukanlahi hanyai sebuahi 

fenomenai media.i Tindaki kekerasani jugai bukanlahi sebuahi fenomenai criminali 

yangi berdirii sendiri,i tetapii sebuahi fenomenai yangi melintasii lingkupi hukum,i 

etikai dani kesehatani sertai berkaiatani erati pulai dengani moral,i budaya,i politiki 

dani jugai latari belakangi pribadi. 

Kekerasani padai lingkungani keluargai bisai munculi secarai tiba-tibai 

jugai padai berbagaii keadaan.i Meskipuni KDRTi mungkini adalahi masalahi 

sosiali yangi sangati serius,i yangi mengejutkan,i masalahi inii seringi kalii tidaki 

ditanganii dengani baiki olehi masyarakati jugai otoritasi hukum.i Keadaani inii 

munculi karenai beberapai komponen.i Pertama-tama,i kurangnyai informasii 

pengukurani kriminali yangi tepati untuki kasusi inii adalahi alasani utama.i 

Kedua,i tindakani kekerasani padai pasangani padai keluargai mencakupi 

keamanani yangi sangati luas,i jugai biasanyai berkaitani bersamai panjugagani 

bahwai rumahi tanggai adalahi zonai yangi sangati pribadi.i Ketiga,i tindakani kejii 

padai pasangani padai keluargai seringkalii diterimai olehi masyarakati karenai 

ajugayai konsepi bahwai pasangani berhaki menjadii pemiliki jugai kepalai 

keluarga.80 

Adapuni bentuki kekerasani dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua 

kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas 

 
80 Maharani, Octavia Putri. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT. Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan, 

Vol. 1, No. 1, 2023. hlm. 76 
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meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal,i kekerasani psikologisi ataui 

emosional,i kekerasani ekonomi,i kekerasani seksual,i bahkani beberapai 

diantaranyai mengalamii kekerasani berlapisi (kumulatif),i artinyai mengalamii 

beberapai jenisi kekerasani ataui kombinasii jenis-jenisi kekerasani tersebut. 

Kekerasani dalami rumahi tanggai berasali darii semuai tingkatani usia,i 

golongani masyarakat,i tingkati penghasilan,i suku,i agama,i jabatani dani darii 

setiapi statusi kawini dani keluarga. 

Kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi setiapi perbuatani terhadapi 

perempuani ataui laki-laki, mulai dari anakanak, orang dewasa sampai dengan 

orang tua, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan suatui penelantarani rumahi tanggai termasuki ancamani 

untuki melakukani perbuatan,i pemaksaan,i ataui perampasani kemerdekaani 

secarai melawani hukumi dalami lingkupi rumahi tangga.i  

Dilihati darii segii subyeki dani obyeknya,i makai KDRTi dapati terjadii 

dengani beberapai konteksi sebagaii berikut: 

a.i  Kekerasani suamii terhadapi isteri; 

b.i  Kekerasani isterii terhadapi suami; 

c.i  Kekerasani orangi tuai kepadai anak-anak; 

d.i  Kekerasani anaki kepadai orangi tua; 

e.i  Kekerasani terhadapi pembantui rumahi tangga.81 

 
81 Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1, 

2018, halaman 39–51. 
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Berdasarkani ketentuani Pasali 2i UUi PKDRT,i makai lingkupi rumahi 

tanggai meliputi: 

a.i  Suami,i isteri,i dani anak;i Suamii adalahi priai yangi menjadii pasangani hidupi 

resmii seorangi wanitai (isteri).i Isterii adalahi wanitai (perempuan)i yangi 

telahi menikahi ataui bersuamii dani anaki adalahi seorangi yangi dilahirkani 

darii perkawinani antarai seorangi perempuani dengani seorangi laki-lakii 

dengani tidaki menyangkuti bahwai seseorangi yangi dilahirkani olehi wanitai 

meskipuni tidaki pernahi melakukani pernikahani tetapi dikatakani anak. 

b.i  Orangi yangi mempunyaii hubungani keluargai dengani orangi yangi dimaksudi 

padai hurufi ai karenai hubungani i darah,i perkawinan,i persusuan,i 

pengasuhan,i dani perwalian,i yangi menetapi dalami rumahi tangga;i dan/atau 

c.i  Orangi yangi bekerjai membantui rumahi tanggai dani menetapi dalami rumahi 

tanggai tersebut.i Orangi yangi bekerjai dipandangi sebagaii anggotai keluargai 

dalami jangkai waktui selamai beradai dalami rumahi tanggai yangi 

bersangkutan. 

Katai kekerasani dalami istilahi KDRTi seringkalii dipahamii masyarakati 

umumi terbatasi kekerasani fisik.i Padahali bentuki kekerasani dalami KDRTi itui 

bermacam-macami sebagaimanai tertuangi dalami (UUi PKDRT).i Pelakui dani 

korbani dalami KDRTi menuruti rumusani tersebuti mengandungi unsur-unsuri 

"Setiapi orangi dani dalami lingkupi rumahi tangga".i Unsuri inii memperlihatkani 
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bahwai pelakui maupuni korbani dalami KDRTi terdirii darii ayah,i ibu,i isteri,i 

suami,i anak,i keponakan,i sepupu,i paman,i mertua,i majikan,i dani pembantu.82i  

Kekerasani yangi terjadii dii dalami rumahi tangga,i menuruti Pasali 5i UUi 

PKDRT,i meliputi: 

a.i  Kekerasani fisiki  

Berdasarkani Pasali 6i UUi PKDRT,i kekerasani fisiki adalahi perbuatani yangi 

mengakibatkani rasai sakit,i jatuhi sakit,i ataui lukai berat. 

b.i  Kekerasani psikisi  

Berdasarkani Pasali 7i UUi PKDRT,i kekerasani psikisi adalahi perbuatani 

yangi mengakibatkani ketakutan,i hilangnyai rasai percayai diri,i hilangnyai 

untuki bertindak,i rasai tidaki berdayai dan/ataui penderitaani psikisi berati 

padai seseorang. 

c.i  Kekerasani seksuali  

Berdasarkani Pasali 8i UUi PKDRTi kekerasani seksuali meliputi: 

1)i  Pemaksaani hubungani seksuali yangi dilakukani terhadapi orangi yangi 

menetapi dalami lingkupi rumahi tanggai tersebut. 

2) Pemaksaani hubungani seksuali terhadapi salahi seorangi dalami lingkupi 

rumahi tanggai dengani orangi laini untuki tujuani komersiali dan/ataui 

tujuani tertentu. 

d.i  Penelantarani Rumahi tangga,i  

Berdasarkani Pasali 9i UUi PKDRTi penelantarani rumahi tanggai meliputi: 

 
82 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana 

Islam Serta Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, halaman 16. 
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1)i Setiapi orangi dilarangi menelantarkani orangi dalami lingkupi rumahi 

tangganya,i padahali menuruti hukumi yangi berlakui baginyai ataui karenai 

persetujuani ataui perjanjiani iai wajibi memberikani kehidupan,i 

perawatani ataui pemeliharaani kepadai orangi tersebut. 

2) Penelantarani jugai berlakui bagii setiapi orangi yangi mengakibatkani 

ketergantungani ekonomii dengani carai membatasii dan/ataui melarangi 

untuki bekerjai yangi layaki dii dalami ataui dii luari sehinggai korbani 

beradai dii bawahi kendalii orangi tersebut. 

Budii Rajabi mendefinisikani kekerasani i yaknii semua bentuk kekerasan 

siapapun pelaku dan korbannya, bisa berlangsung dalam tiga wilayah, yaitu: 

a.  Kekerasan dalam areai domestik,i yaknii kekerasani pelakui dani korbannyai 

memilikii hubungani keluarga.i Termasuki dii sinii penganiayaani terhadapi 

isteri,i pacar,i bekasi isteri,i tunangan,i anaki kandungi dani anaki tiri,i 

penganiayaani atasi orangi tua,i serangani seksuali dani perkosaani olehi 

anggotai keluarga. 

b.i  Kekerasani padai areai publik,i yaknii bentuki kekerasani yangi menjadii 

tempat-tempati kerja,i dii tempat-tempati umum,i dii lembaga-lembagai 

pendidikan,i termasuki masalahi pornografi. 

c.i  Kekerasani yangi dilakukani olehi pelakui dani dalami lingkupi negara,i 

terutamai dalami hali inii menyangkuti berbagaii pelanggarani hak-haki asasii 

manusia.83 

 
83 Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Pespektif Ilmu Kedokteran 

Forensik, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2017, halaman 5. 
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KDRTi hanyai berlakui dalam perkawinan atau rumah tangga hasil 

perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasani hanyai 

bisai diprosesi secarai hukumi negarai jikai perkawinannyai puni sahi menuruti 

negara,i yaknii sesuaii dengani agamai masing-masingi dani dicatatkani dalami 

catatani negarai yangi ditandaii dengani adanyai bukui nikahi resmii dengani 

nomori registrasii tercatat.i Perbuatani kekerasani yangi dimaksudi merupakani 

sebuahi usahai yangi dilakukani olehi pasangan,i baiki laki-lakii maupuni 

perempuan,i untuki mengambili alihi posisii dominani dalami sebuahi keluarga.i  

Pelakui berupayai untuki mengambili kontroli dalami rumahi tanggai baiki 

berbentuki hak,i kebebasan,i ataui lain-lainnya.i Hali inii tentui tidaki hanyai dalami 

bentuki fisiki sajai melainkani bisai jugai dengani carai lain,i misalnyai seorangi 

isterii yangi dipaksai bekerjai untuki memenuhii kebutuhani sendirii tanpai 

diberikani nafkahi olehi suamii hali itui merupakani tindaki pidanai KDRT.i Selaini 

itui hali yangi menyangkuti kekerasani psikisi ataui mental,i ketikai pasangani 

bicarai dengani gayai yangi terlalui berlebihani sehinggai menyakitii hatii 

pasangannyai sendiri. 

Demikiani dapati disimpulkani bahwai bentukbentuki kekerasani dalami 

rumahi tanggai adai berbagaii macami yaitui kekerasani fisik,i kekerasani psikis,i 

kekerasani seksuali dani kekerasani dalami lingkupi ekonomi,i lebihi darii itu,i 

tanpai disadarii pelakui tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai 

mayoritasi dilakukani olehi orang-orangi terdekati ataui kerabati korban. 

Straussi A.i Murrayi mengidentifikasii dominasii priai dalami konteksi 

strukturi masyarakati dani keluargai faktori yangi memungkinkani terjadinyai 
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kekerasani dalami rumahi tangga,i sebagaimanai dikutipi olehi Keumahayatii 

sebagaii berikut: 

a.i  Pembelaani atasi kekuasaani laki-laki.i Laki-lakii dianggapi sebagaii 

superioritasi sumberi dayai dibandingkani dengani wanita,i sehinggai mampui 

mengaturi dani mengendalikani wanita. 

b.i  Diskriminasii dani pembatasani dibidangi ekonomii bagii wanitai untuki 

bekerjai mengakibatkani wanitai (isteri)i bergantungi kepadai suamii dani 

ketikai suamii kehilangani pekerjaani makai isterii mengalamii tindakani 

kekerasan.i  

c.i  Bebani pengasuhani anaki bagii isterii yangi tidaki bekerja,i menjadikani bebani 

sebagaii pengasuhi anak.i Ketikai terjadii hali yangi tidaki diharapkani 

terhadapi anak,i makai suamii akani menyalahkani isterii sehinggai tejadii 

kekerasani dalami rumahi tangga.i i Wanitai sebagaii anak-anaki dalami 

konsepi wanitai sebagaii haki miliki bagii laki-lakii menuruti hukum,i 

mengakibatkani keleluasaani laki-lakii untuki mengaturi dani mengendalikani 

segalai haki dani kewajibani wanita.i Laki-lakii merasai punyai haki untuki 

melakukani kekerasani sebagaii seorangi bapaki melakukani kekerasani 

terhadapi anaknyai agari menjadii tertib 

d.i  Orientasii peradilani pidanai padai laki-lakii menyebabkani posisii wanitai 

sebagaii isterii dii dalami rumahi tanggai yangi mengalamii kekerasani olehi 
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suaminya,i diterimai sebagaii pelanggarani hukum,i sehinggai penyelesaiani 

kasusnyai seringi ditundai ataui ditutup.84 

Faktor-faktori terjadinyai kekerasani terhadapi perempuani dalami rumahi 

tanggai khususnyai yangi dilakukani olehi suamii terhadapi isterii yaitu: 

a.i  Adanyai hubungani kekuasaani yangi tidaki seimbangi antarai suamii dani 

isteri.i Budayai patriarkii membuati laki-lakii ataui suamii beradai dalami 

tingkati kekuasaani yangi lebihi tinggii daripadai perempuani ataui isteri.i Hali 

tersebuti menimbulkani ketimpangani dalam hubungan karena suami memiliki 

kuasa lebih terhadap isterinyai dibandingkani isterinyai sendiri. 

b.i  Ketergantungani ekonomi.i Pendidikani dani budayai patriarkii yangi sudahi 

menjadii bagiani dalami masyarakati memberikani pandangani bahwai seorangi 

isterii memangi seharusnyai bergantungi padai suami.i Fenomenai inii tidaki 

jarangi membuati sebagiani isterii tidaki terbiasai mandirii ataui berdayai 

secarai ekonomi,i sehinggai ketikai terjadii KDRTi membuati isterii harusi 

bertahan.i Perilakui sepertii inii jugai membuati suamii merasai memilikii 

kuasai lebihi akani ketidakberdayaani isterinya. 

c.i  Kekerasani sebagaii alati untuki menyelesaiakani konflik.i Kekerasani 

dilakukani dengani tujuani agari isterii dapati memenuhii harapannyai tanpai 

melakukani perlawanani karenai ketidakberdayaannya.i Fenomenai inii jugai 

masihi menjadii salahi satui dasari budayai dalami masyarakati bahwai jikai 

 
84 Oktir Nebi, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan 

Hukum,  Azka Pustaka, Jakarta, 2021, halaman 9. 
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perempuani ataui isterii tidaki menurut,i makai harusi diperlakukani secarai 

kerasi agari iai menjadii penurut. 

d.i  Persaingani yangi terjadii antarai suamii dani isterii akibati ketidaksetaraani 

antarai keduanyai untuki salingi memenuhii keinginani masing-masing,i baiki 

dalami pendidikan,i pergaulan,i penguasaani ekonomi,i keadaani lingkungani 

kerjai dani masyarakati dapati menimbulkani persaingani yangi dapati 

menimbulkani terjadinyai KDRT. 

e.i  Frustasii timbuli akibati ketidaksesuaiani antarai harapani dani kenyataani 

yangi dirasakani olehi suami.i Hali inii biasai terjadii padai pasangani yangi 

belumi siapi kawin,i suamii belumi memilikii pekerjaani dani penghasilani 

tetapi yangi mencukupii kebutuhani rumahi tangga.i Dalami kasusi inii 

biasanyai suamii mencarii pelariani kepadai mabuk-mabukani dani perbuatani 

negatifi laini yangi berujungi padai pelampiasani berbentuki kekerasani 

terhadapi isterinya,i baiki secarai fisik,i seksual,i psikis,i ataui bahkani 

penelantarani keluarga. 

f.i  Kesempatani yangi kurangi bagii perempuani dalami prosesi hukum.i Dalami 

prosesi sidangi pengadilan,i sangati minimi kesempatani isterii untuki 

mengungkapkani kekerasani yangi dialaminya.i Hali inii jugai terlihati darii 

minimnyai KUHAPi membicarakani mengenaii haki dani kewajibani isterii 

sebagaii korban.85 

 

 

 
85  Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(JPPM) 2, No. 1, 2021, halaman 20–27. 
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2.4.  Aturan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undangi Hukumi 

Pidanai (RUU-KUHPi ataui Konsepi KUHP),i kekerasani adalahi setiapi 

penggunaani kekuatani fisik,i baiki dengani tenagai badani maupuni dengani 

menggunakani alat,i termasuki membuati orangi pingsani ataui tidaki berdayai 

(Pasali 159i Konsepi 1999/2000).i Sedangkani ancamani kekerasani adalahi suatui 

hali ataui keadaani yangi menimbulkani rasai takut,i cemas,i ataui khawatiri padai 

orangi yangi diancami (Pasali 160).i Lukai berati adalahi (Pasali 175): 

a.i  sakiti ataui lukai yangi tidaki adai harapani untuki sembuhi dengani 

sempurnai ataui yangi dapati menimbulkani bahayai maut; 

b.i  terus-menerusi tidaki cakapi lagii melakukani tugas,i jabatan,i ataui 

pekerjaan; 

c.i  tidaki dapati menggunakani lagii salahi satui pancai inderai ataui salahi satui 

anggotai tubuh; 

d.i  cacati berati (kudung); 

e.i  lumpuh; 

f.i  dayai pikiri terganggui selamai lebihi darii ernpati minggu;i atau 

g.i  guguri ataui matinyai kandungan. 

Pola-Polai Terjadinyai Kekerasani Mengenaii pola-polai kekerasan,i 

Martini R.Haskelli dani Lewisi Yablonskyi sebagaimanai dikutipi olehi Mulyanai 

W.Kusumahi mengemukakani adanyai empati kategorii yangi mencakupi hampiri 

semuai pola-polai kekerasani yaitu86: 

 
86 Mulyana W. Kusumah, Op.cit, halaman 26. 
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a.i  Kekerasani legal 

Kekerasani inii dapati berupai kekerasani yangi didukungi olehi hukum,i i 

misalnyai tentarai yangi melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan 

yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sporti agresifi tertentui sertai 

tindakantindakani tertentui untuki mempertahankani diri. 

b.i  Kekerasani yangi secarai sosiali rnemperolehi sanksi 

Suatui faktori pentingi dalami menganalisai kekerasani adalahi tingkati i 

dukungani ataui sanksii sosiali terhadapnya.i Misalnya:i tindakani kekerasani 

seorangi suamii atasi pezinai akani rnemperolehi dukungani sosial. 

 

c.i  Kekerasani rasional 

Beberapai tindakani kekerasani yangi tidaki legali akani tetapii taki adai 

sanksii sosialnyai adalahi kejahatani yangi dipandangi rasionali dalami konteksi 

kejahatani misalnya:i pembunuhani dalami kerangkai suatui kejahatani 

terorganisasi.i i Kejahatan-kejahatani sepertii pelacurani sertai narkotikai dapati 

dikategorikani jenisi kejahatani ini. 

d.i  Kekerasani yangi tidaki berperasaani (irrationali violence) 

Kejahatani inii terjadii tanpai adanyai provokasii terlebihi dahulu,i tanpai 

memperlihatkani motivasii tertentui dani padai umumnyai korbani tidaki dikenali 

olehi pelakunya.i Dapati digolongkani kei dalamnyai adalahi apai yangi 

dinamakani "rawi violence"i yangi merupakani ekspresii langsungi darii gangguani 

psikisi seseorangi dalami saati tertentui kehidupannya.i  
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Ancamani hukumi terhadapi tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi 

tanggai berdasarkani perbuatani adalahi sebagaii berikut: 

a. Kekerasani fisiki : 

Setiapi orangi yangi melakukani perbuatani kekerasani fisiki dalami 

lingkupi rumahi tanggai sebagaimanai dii maksudi dalami pasali 5i yaknii 

kekerasani fisik,dii pidanai dengani pidanai penjarai 5i tahuni ataui dendai palingi 

banyaki Rpi 15i 000.000i (limai belasi jutai rupiah).i Apabilai korbani jatuhi sakiti 

ataui lukai berati makai diancami hukumani penjarai 10i tahuni penjarai ataui 

hukumani dendai Rp.i 30.000.000.i (tigai puluhi jutai rupiah).i Apabilai korbani 

meninggali duniai makai pelakui diancami dengani pidanai penjarai 15i tahuni ataui 

hukumani dendai Rpi 45.000.000i (empati puluhi limai jutai rupiah).Hali inii telahi 

diaturi secarai limitatifi dalami pasali 44i UUi Noi 23i tahuni 2004. 

b. Kekerasani psikis 

Setiapi orangi yangi melakukani perbuatani kekerasani psikisi dalami 

lingkupi rumahi tangga,i dipidanai dengani hukumani penjarai palingi lamai 3i 

tahuni ataui hukumani dendai palingi banyaki Rpi 9.000.000i (i sembilani jutai 

rupiah).i Dalami hali perbuatani sebagaimanai dimaksudi diatasi dilakukani suamii 

terhadapi isteri,i ataui sebaliknyai yangi tidaki menimbulkani penyakiti ataui 

halangani untuki menjalankani pekerjaan,i jabatani ataui matai pencahariani ataui 

kegiatani sehari-hari,i dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 4i (empat)i 

bulani ataui dendai palingi banyaki Rp.3.000.000i Tigai jutai rupiahi (pasali 45i 

UUi 23i Tahuni 2004). 

c.i  Kekerasani Seksual 
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Setiapi orangi yangi melakukani perbuatani kekerasani seksuali 

sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 8i hurufi ai yaitui pemaksaani hubungani 

seksuali yangi dilakukani terhadapi orangi yangi menetapi dalami lingkupi rumahi 

tangga,i dipidanai penjarai palingi lamai 12i tahuni ataui dendai palingi banyaki Rpi 

36.000.000.i Tigai puluhi enami jutai rupiahi (pasali 46i UUi 23i Tahuni 2004).i 

Setiapi orangi yangi memaksai orangi yangi menetapi dalami rumahi tangganyai 

melakukani hubungani seksuali sebagaimanai diaturi dalami pasali 8i hurufi bi 

yaknii pemaksaani hubungani seksuali dengani orangi laini untuki komersiali ataui 

untuki tujuani tertentu,i dipidanai dengani hukumani penjarai palingi sedikiti 4i 

tahuni dani palingi lamai 15i tahuni penjarai ataui hukumani dendai palingi sedikiti 

Rpi 12.000.000i duai belasi jutai rupiahi dani palingi banyaki Rp.300.000.000.i 

Tigai ratusi jutai rupiah.i (Pasali i 47i UUi 23i Tahuni 2004).i  

Dalami hali perbuatani inii mengakibatkan korban mendapat luka yang 

tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya 

pikir, gangguan jiwa sekurang-kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, 

atau 1 tahun tidaki berturut-turut,i guguri ataui matinyai janini dalami kandungan,i 

ataui mengakibatkani tidaki berfungsinyai alati reproduksi,i dipidanai dengani 

pidanai penjarai palingi sedikiti 5i tahuni dani palingi lamai 20i tahuni penjara,i 

ataui hukumani dendai palingi sedikiti Rpi 25.000.000.i Duai puluhi limai jutai 

rupiahi dani palingi panyaki Rp.i 500.000.000.i Limai ratusi jutai rupiahi (pasali 

48i UUi 23i tahuni 2004).i  

d. Penelantarani rumahi Tangga 
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Dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 3i tahuni ataui dendai 

palingi banyaki Rp.i 15.000.000.i Limai belasi jutai rupiahi setiapi orangi yang: 

1)i  Menelantarkani orangi laini dalami lingkupi rumahi tangganyai 

sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 9i ayati 1i yaknii penelantarani 

rumahi tanggai padai menuruti hukumi yangi berlakui baginyai ataui 

karenai perjanjian,i iai wajibi memberikani kehidupan,i perawatani i ataui 

pemeliharaani kepadai orangi tersebut.i Menelantarkani orangi laini dalami 

lingkupi rumahi tangganya,i karenai kebergantungani ekonomii dengani 

carai membatasii dani ataui melarangi untuki bekerjai yangi layaki didalami 

maupundii luari rumah. 

Dengani melihati ancamani hukumani pidanai yangi digunakani dalami 

Undang-undangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai inii adalahi 

cukupi berati jikai dibandingkani dengani ancamani hukumani yangi adai dalami 

KUHP.Hali inii membuati penyidiki ataui penegaki hukumi lainnyai lebihi 

memilihi menggunakani KUHPi darii padai UUi Noi 23i Tahuni 2004. Mengapai 

demikian,i karenai merekai masihi menganggapi remehi dengani kasus-kasusi 

KDRT. 

Selaini itui bentuki pemidanaannyai bersifati alternatifi yaknii hukumani 

penjarai ataui hukumani denda,i sehinggai tidaki mampui membuati pelakui jera.i 

Dalami hali kekerasani fisiki yangi tergolongi deliki biasai sedangkani kekerasani 

psikisi dani seksuali merupakani deliki aduani sangati mempengaruhii jenisi 

hukumannyai inii sangati menciptakani keragu-raguani bagii penegaki hukumi 
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terutamai penyidiki dalami melakukani penegakani hukumi terhadapi tindaki 

pidanai kekerasani dalami rumahi tangga. 

Kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai memerlukani penyelesaiani 

secarai humanisi mengingati penderitaani mental/jiwai yangi dideritai olehi korbani 

cukupi berat.i Namuni dalami pelaksanaani perlindungannyai korbani masihi 

menimbulkani berbagaii persoalani sepertii penempatan,i perawatan,i pengobatan,i 

terapii dani lain-lain.i Olehi karenai itu,i diperlukani adanyai penanggulangani 

yangi cepati darii pemerintahi daerahi setempati melaluii aparati penegaki hukum.i 

adanyai Undang-i undangi Republiki Indonesiai Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai diharapkani dapati menjadii 

solusii untuki mencegahi dani menanggulangii tindaki kekerasani dalami rumahi 

tangga.87 

Pasali 1i Deklarasii Penghapusani Kekerasani Terhadapi Perempuani 

khususi memberikani definisii Kekerasani Terhadapi Perempuani sebagaii 

berikut88: 

"Kekerasani Terhadapi Perempuani adalahi setiapi tindakani berdasarkani 

perbedaani jenisi kelamini (gender-basedi violence)i yangi berakibati ataui 

mungkini berakibati kesengsaraani ataui penderitaani perempuani secarai fisik,i 

seksuali ataui psikologis,i termasuki ancamani tindakani tertentu,i pemaksaani ataui 

 
87 Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. Efektifitas Penyelesaian Perkara 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). 

Unizar Recht Journal, Vol. 2, 2023. hlm. 279 
88 Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya, Alumni, 2000, halaman 150. 
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perampasani kemerdekaani secarai sewenang-wenang,i baiki yangi terjadii dii 

depani umumi ataui dalami kehidupani pribadi". 

Penjelasani Pasali 2i Deklarasii yangi samai menyatakan89: 

"Kekerasani terhadapi perempuani harusi dipahamii mencakup,i tetapii 

tidaki hanyai terbatasi padai :i tindaki kekerasani secarai fisik,i seksuali dani 

psikologisi yangi i terjadii dii dalami keluargai dani masyarakat,i termasuki 

pemukulan,i penyalahgunaani seksuali atasi perempuani kanak-kanak,i kekerasani 

yangi berhubungani dengani masi kawin,i perkosaani dani perkawinani (maritali 

rape),i pengrusakani alati kelamini perempuan,i dani praktik-praktiki kekejamani 

tradisionali laini terhadapi perempuan,i kekerasani dii luari hubungani suamii istrii 

dani kekerasani yangi berhubungani dengani i i eksploitasii perempuan,i 

perkosaan,i penyalahgunaani seksual,i pelecehani dani ancamani seksuali dii 

tempati kerjai dalami lembaga-lembagai pendidikani dani sebagainya,i 

perdagangani perempuani dani pelacurani paksa.i Sertai termasuki kekerasani yangi 

dilakukani dani dibenarkani olehi negarai dii manapuni terjadinya". 

Jadii violence based on gender itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang 

didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut 

tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam : 

1)  Kekerasan dalam areai domestik/hubungani intimi personal 

Berbagaii bentuki kekerasani yangi terjadii dii dalami hubungani keluargai 

antarai pelakui dani korbannyai memilikii kedekatani tertentu.i Tercakupi 

disinii penganiayaani terhadapi istri,i pacar,i bekasi istri,i tunangan,i anaki 

 
89 Ibid. 
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kandung,i dani anaki tiri,i penganiayaani terhadapi orangi tua,i serangani 

seksuali ataui perkosaani olehi anggotai keluarga 

2)i  Kekerasani dalami areai publik 

Berbagaii bentuki kekerasani yangi terjadii diluari hubungani keluargai 

ataui i hubungani personali lain,i sehinggai meliputii berbagaii bentuki 

kekerasani yangi sangati luas,i baiki yangi terjadii dii semuai lingkungani 

tempati kerjai (termasuki untuki kerja-kerjai domestiki sepertii babyi sister,i 

pembantui rumahi tangga,i dsb),i dii tempati umumi (busi dani kendaraani 

umum,i pasar,i restoran,i tempati umumi lain,i lembagai pendidikan,i 

publikasii ataui produki prakteki ekonomisi yangi meluas,i misalnyai 

pornografi,i perdagangani seksi (pelacuran),i maupuni bentuk-bentuki lain.i  

3)i  Kekerasani yangi dilakukani oleh/dalami lingkupi Negarai Kekerasani 

secarai fisik,i seksuali dan/i ataui psikologisi yangi dilakukan,i dibenarkani 

ataui didiamkani terjadii olehi negarai dii manapuni terjadinya.Termasuki 

dalami kelompoki inii adalahi pelanggarani haki asasii manusiai dalami 

pertentangani antarai kelompok,i dani situasii konfliki bersenjatai yangi 

terkaiti dengani pembunuhan,i perkosaani (sistematis),i perbudakani 

seksuali dani kekerasani paksa.i  

Pengertiani kekerasani terhadapi perempuani memang acapkali 

menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana 

hak asasi perempuan. Namun,i bilai kitai tengoki batasani internasionali 

sebagaimanai yangi terumusi dalami Deklarasii Penghapusani Kekerasani 

Terhadapi Perempuani (DPKTP)i yangi diadopsii Perserikatani Bangsa-bangsai 
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(PBB)i padai tanggali 20i Desemberi 1993,i makaakani ditemukani semacami 

"rambu-rambu"i yangi akani memudahkani aluri berpikiri tentangi kekerasani 

terhadapi perempuan. 

Adai beberapai elemeni dalami definisii kekerasani terhadapi perempuani 

menuruti Pasali 1i Deklarasii tersebuti dii atasi yaitu: 

a)i  Setiapi tindakani berdasarkani perbedaani jenisi kelamini (genderi basedi 

violence); 

b)i  Yangi berakibati ataui mungkini berakibat; 

c)i  Kesengsaraani ataui penderitaani perempuan; 

d)i  Secarai fisik,i seksuali ataui psikologis; 

e)i  Termasuki ancamani tindakani tertentu; 

f)i  Pemaksaani ataui perampasani kemerdekaani secarai sewenang-wenang; 

Baiki yangi terjadii dii depani umum/masyarakati ataui dalami kehidupani 

pribadi.i Berbicarai mengenaii kekerasani terhadapi perempuani akani 

menyangkuti permasalahani yangi sangati luas,i baiki karenai bentuknyai 

(kekerasani fisik,i non-fisiki ataui verbal,i dani kekerasani seksual),i tempati 

terjadinyai (dii dalami rumahi tangga,i dani dii tempati umum),i jenisnyai 

(perkosaan,i penganiayaan,i pembunuhan,i ataui kombinasii darii ketiganya),i 

maupuni pelakunyai (orang-orangi dengani hubungani dekati dani orangi asing). 

Kekerasani domestiki adalahi kekerasani yangi terjadii dii dalami rumahi 

tanggai dimanai biasanyai yangi berjenisi kelamini lakii –i lakii (suami)i 

menganiayai secarai verbali ataupuni fisiki padai yangi berjenisi kelamini 

perempuani (istri).i Seringi pulai terjadii adanyai subordinasii lainnya,i yangi 
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berakibati kesengsaraani ataui penderitaani secarai fisik,i seksual,i ekonomii dani 

ataui psikis,i termasuki ancamani perbuatani tertentu,i pemaksaani ataui 

perampasani kemerdekaani secarai sewenangwenangi dalami lingkupi rumahi 

tangga. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 

TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

 

 

3.1.  Pola Penyelesaian KDRT 

3.1.1.  Sarana Penal 

Dalam menanggulangii kejahatani (criminali policy)i dapatlahi digunakani 

saranai penali (hukumi pidana)i dani noni penali (bukani hukumi pidana).i Untuki 

itui sebelumi mempergunakani penal,i makai terlebihi dahului harusi dikajii 

mengenaii masalah/tindakani yangi dilakukani itui memenuhii kualifikasi: 

a. Perbuatani apai yangi seharusnyai dijadikani tindaki pidana,i dan 

b. Sanksii apai yangi sebaiknyai digunakani ataui dikenakani kepadai si 

pelanggar. 

Penganalisaani terhadapi duai masalahi sentrali ini,i Menuruti Bardai 

Nawawii Arief,i tidaki dapati dilepaskani darii konsepsii bahwai kebijakani 

kriminali merupakani bagiani integrali darii kebijakani sosial.i Inii berartii 

pemecahani masalah-masalahi tersebuti dii atasi harusi pulai diarahkani untuki 

mencapaii tujuan-tujuani tertentui darii kebijakani sosiali yangi telahi ditetapkan.90i  

Dengani demikiani kebijakani hukumi pidana,i termasuki pulai kebijakani 

dalami menanganii duai masalahi sentrali dii atas,i harusi pulai dilakukani dengani 

pendekatani yangi berorientasii padai kebijakani (policyi orientedi approach).i 

 
90 Barda Nawawi Arief, Op.cit, halaman 32. 
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Kebijakani kriminalisasii diartikani sebagaii prosesi untuki menjadikani 

suatui perbuatani menjadii tindaki pidanai ataui dapati pulai diartikani sebagaii 

suatui kebijakani untuki menggunakani hukumi pidanai sebagaii saranai untuki 

menanggulangii tindaki pidana.91 

Dalami Seminari Kriminologii ke-3i Tahuni 1976i ditetapkani bahwai 

hukumi pidanai hendaknyai dipertahankani sebagaii salahi satui saranai untuki 

“Sosiali Defence”.i Pemilihani padai konsepsii perlindungani masyarakati inipuni 

membawai konsekuensii padai pendekatani yangi rasional,i sepertii dikemukakani 

olehi J.i Andenaes,i sebagaii berikut: 

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan 

masyarakat (Sosial Defence), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya 

serasional mungkin. Hasil-hasili maksimuni harusi dicapaii dengani biayai yangi 

minimumi bagii masyarakati dani minimumi penderitaani bagii individu.i Dalami 

tugasi demikian,i orangi harusi mengandalkani padai hasil-hasili penelitiani ilmiahi 

mengenaii sebab-sebabi kejahatani dani efektivitasi darii bermacam-macami 

sanksi”.92 

Apai yang dikemukakan J. Andenaes, di atas jelas terlihat bahwa 

pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan 

ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak 

hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang 

ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang 

 
91 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 

1995, halaman 39. 
92 Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alfabeta, Bandung, 1998, halaman 164. 
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ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi 

pidana itu sendiri.93 

Ted Honderich, berpendapat bahwai suatui pidanai dapati disebuti sebagaii 

alati pencegahi yangi ekonomisi (economicali deterrents)i apabilai dipenuhii 

syarat-syarati sebagaii berikut: 

1) pidanai itui sungguh-sungguhi mencegah; 

2) pidanai itui tidaki menyebabkani timbulnyai keadaani yangi lebihi 

berbahayai ataui merugikani daripadai yangi akani terjadii apabilai pidanai 

itui tidaki dikenakan; 

3) tidaki adai pidanai laini yangi dapati mencegahi secarai efektifi dengani 

bahayai ataui kerugiani yangi lebihi kecil.94i  

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang 

berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. 

Menurut M. Cherifi Bassiouni,i tujuan-tujuani yangi ingini dicapaii olehi pidanai 

padai umumnyai terwujudi dalami kepentingan-kepentingani sosiali yangi 

mengandungi nilai-nilaii tertentui yangi perlui dilindungi.i Kepentingan-

kepentingani sosiali tersebut,i ialah: 

1) pemeliharaani tertibi masyarakat; 

2) perlindungani wargai masyarakati darii kejahatan,i kerugiani ataui bahaya-

bahayai yangi taki dapati dibenarkan,i yangi dilakukani olehi orangi lain; 

3) memasyarakatkani kembalii (resosialisasi)i parai pelanggari hukum; 

 
93 Ibid. 
94 Barda Nawawi Arief, Op.cit, halaman 39. 
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4) memeliharai ataui mempertahankani integritasi pandangan-pandangani 

dasari mengenaii keadilani sosial,i martabati kemanusiaani dani keadilani 

individu.95 

Ditegaskani bahwai sanksii pidanai harusi sepadani dengani kebutuhani 

untuki melindungii dani mempertahankani kepentingan-kepentingani ini.i Pidanai 

hanyai dibenarkani apabilai adai suatui kebutuhani yangi bergunai bagii 

masyarakat,i suatui pidanai yangi tidaki diperlukani ataui tidaki dibutuhkani tidaki 

dapati dibenarkani dani berbahayai bagii masyarakat.i Selaini itui batas-batasi 

sanksii pidanai ditetapkani pulai berdasari kepentingan-kepentingani inii dani nilai-

nilaii yangi mewujudkannya. 

Berdasarkani pandangani yangi demikian,i makai disiplini hukumi pidanai 

bukani hanyai pragmatisi tetapii jugai suatui disiplini yangi berdasari dani 

berorientasii padai nilaii (noti onlyi pragmatici buti alsoi value-basedi andi 

valueoriented). 

Darii uraiani dii atasi dapatlahi disimpulkani bahwai menuruti Bassiouni,i 

dalami melakukani kebijakani hukumi pidanai diperlukani pendekatani yangi 

berorientasii padai kebijakani (policyi orientedi approach)i yangi lebihi bersifati 

pragmatisi dani jugai pendekatani yangi berorientasii padai nilaii (valuei 

judgementi approach). 

Mengenaii keduai pendekatani dii atas,i diingatkani olehi Bardai Nawawii 

Arief,i bahwai antarai pendekatani kebijakani dani pendekatani yangi berorientasii 

padai nilaii jangani terlalui dilihati sebagaii suatui “dichotomy”,i karenai dalami 

 
95 Ibid, halaman 40. 
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pendekatani kebijakani sudahi seharusnyai jugai dipertimbangkani faktor-faktori 

nilai.96 

Apabilai pidanai akani digunakani sebagaii saranai untuki mencapaii tujuani 

membentuki “Manusiai Indonesiai seutuhnya”i berdasarkani Pancasilai dani garisi 

kebijakani pembangunani nasionalnya,i makai pendekatani “humanistis”i harusi 

pulai diperhatikan.i Hali inii pentingi tidaki hanyai karenai kejahatani itui padai 

hakekatnyai merupakani masalahi kemanusiaani (humani problem),i tetapii jugai 

karenai pidanai itui sendirii mengandungi unsuri penderitaani yangi dapati 

menyerangi kepentingani ataui nilaii yangi palingi berhargai bagii kehidupani 

manusia. 

Pendekatani humanistisi dalami penggunaani sanksii pidana,i tidaki berartii 

pidanai yangi dikenakani kepadai sipelanggari harusi sesuaii nilai-nilaii 

kemanusiaani yangi beradab;i tetapii jugai harusi dapati membangkitkani 

kesadarani sipelanggari akani nilai-nilaii kemanusiaani dani nilai-nilaii pergaulani 

hidupi bermasyarakat. 

Hukumi Pidana mempunyai beberapa karaktersitik, antara lain, yaitu: 

a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “Ultimum Remedium” (Obat 

Terakhir).i Olehi karenai itui dii sampingi fungsinyai yangi “subsidair”i iai 

pulai berfungsii “primair”.i Fungsii subsidairi hukumi pidanai hendaknyai 

barui diterapkani apabilai saranai (upaya)i laini sudahi tidaki memadai,i 

artinyai apabilai tidaki perlui sekalii janganlahi menggunakani pidanai 

sebagaii saranai karenai sanksii dalami hukumi pidanai adalahi sanksii 

 
96 Ibid. 
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yangi negatif.i Fungsii Primairi darii hukumi pidanai adalahi 

menanggulangii kejahatani dengani sanksinyai berupai pidana,i yangi 

sifatnyai padai umumnyai lebihi tajami darii padai sanksii darii cabangi 

hukumi lainnya. 

b. Hukum pidana mengandung sifat “paradoksal” (Kontradiktif-dualistik). 

Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksudi 

melindungii kepentingan/i bendai hukumi dani haki asasii manusiai dengani 

merumuskani norma-normai perbuatani yangi terlarang,i namuni dii laini 

pihaki hukumi pidanai menyerangi kepentingani hukum/HAMi seseorangi 

dengani mengenakani sanksii (pidana/tindakan)i kepadai sii pelanggari 

norma.i Hukum 

pidanai seringi pulai dinyatakani sebagaii “pedangi bermatai dua”. 

Pandangani Bardai Nawawii Ariefi inii seiringi dengani pendapati 

H.L.Packeri bahwa,i Sanksii pidanai suatui ketikai merupakani “penjamini 

utama/terbaik”i apabilai digunakani secarai hemat,i cermati dani secarai 

manusiawi,i dani suatui ketikai merupakani “pengancami utama”i apabilai 

digunakani secarai sembarangani dani secarai paksa,i darii kebebasani 

manusia. 

c. Hukumi pidanai mempunyaii beberapai kelemahan artinya dalam 

mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam 

menanggulangi kejahatan.i Uraiani berikuti mencerminkani kekurangan-

kekurangani dimaksud.97 

 
97 Sudarto, Op.cit, halaman 22. 
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Penggunaani saranai penali ataui (hukum)i pidanai dalami suatui kebijakani 

kriminali memangi bukani merupakani posisii strategisi dani masihi banyaki 

menimbulkani persoalan.i Namuni sebaliknyai bukani pulai suatui langkahi 

kebijakani yangi bisai disederhanakani dengani mengambili sikapi ekstrimi untuki 

tidaki menggunakani hukumi pidanai itui samai sekali.i Persoalannyai tidaki 

terletaki padai masalahi eksistensinyai tetapii terletaki padai masalahi kebijakani 

penggunaannya. 

Sebagaii suatui masalahi kebijakani sudahi barangi tentui penggunaannyai 

puni tidaki dapati dilakukani secarai absoluti karenai memangi padai hakekatnyai 

tidaki adai absolutismei dalami bidangi kebijakan. 

Penggunaani upayai “penal”i (sanksi/hukumi pidana)i dalami mengaturi 

masyarakati (lewati perundang-undangan)i padai hakekatnyai merupakani bagiani 

darii suatui langkahi kebijakani (“policy”).i Mengingati keterbatasani dani 

kelemahani hukumi pidana,i makai dilihati darii suduti kebijakan,i penggunaani 

ataui intervensii “penal”i seyogianyai dilakukani dengani lebihi berhati-hati,i 

cermat,i hemat,i selektifi dani limitatif.i Dengani katai lain,i saranai penali tidaki 

selalui dipanggil/digunakani dalami setiapi produki legislatif.i Dalami 

menggunakani i saranai penali Nigeli Walker,i pernahi mengingatkani adanyai 

“prinsip-prinsipi pembatas”i (“thei limitingi principles”)i yangi sepatutnyai 

mendapati perhatian,i antarai lain: 

a. jangani hukumi pidanai digunakani semata-matai untuki tujuani 

pembalasan; 
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b. jangani menggunakani hukumi pidanai untuki memidanai perbuatani yangi 

tidaki merugikan/membahayakan; 

c. jangani menggunakani hukumi pidanai untuki mencapaii suatui tujuani 

yangi i dapati dicapaii secarai lebihi efektifi dengani sarana-saranai laini 

yangi lebihi ringan; 

d. jangani menggunakani hukumi pidanai apabilai kerugian/bahayai yangi 

timbuli darii pidanai lebihi besari daripadai kerugian/bahayai darii tindaki 

pidanai itui sendiri; 

e. larangan-larangani hukumi pidanai jangani mengandungi sifati lebihi 

berbahayai daripadai perbuatani yangi akani dicegah; 

f. hukumi pidanai jangani memuati larangan-larangani yangi tidaki mendapati 

dukungani kuati darii publik. 

Secarai lebihi singkati Jeremyi Bentham,i pernahi menyatakan,i bahwai 

janganlahi pidanai dikenakan/digunakani apabilai groundless,i needless,i 

unprofitablei ori inefficacious.i Demikiani pulai Herberti L.Packer,i pernahi 

mengingatkan,i bahwai penggunaani sanksii pidanai secarai sembarangan/tidaki 

pandangi bulu/menyamaratakani (“indiscriminately”)i dani digunakani secarai 

paksai (“coercively”)i akani menyebabkani saranai pidanai itui menjadii suatui 

“pengancami yangi utama”i (“primei threatener”).i  

Dilihati darii hakekati kejahatani sebagaii suatui masalahi kemanusiaani dan 

masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor 

penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan 

hukum pidana. Wajarlahi hukumi pidanai mempunyaii keterbatasani kemampuani 
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untuki menanggulanginya,i karenai sepertii pernahi dikemukakani olehi Sudartoi 

bahwai “penggunaani hukumi pidanai merupakani penanggulangani sesuatui 

gejalai (“Kuriereni ami Symptom”)i dani bukani suatui penyelesaiani dengani 

menghilangkani sebab-sebabnya.98i  

Dalami uraiannyai dalami mengamatii karakteristiki hukumi pidana,i 

Bardai Nawawii Arief,i menjelaskan:i “Keterbatasani kemampuani hukumi pidanai 

selamai inii jugai disebabkani olehi sifat/hakekati dani fungsii darii hukumi pidanai 

itui sendiri.i Sanksii (hukum)i pidanai selamai inii bukanlahi obati (remedium)i 

untuki mengatasii sebab-sebabi (sumber)i penyakit.i Dengani katai lain,i sanksii 

(hukum)i pidanai bukanlahi merupakani “pengobatani kausatif”i tetapii ternyatai 

sekedari “pengobatani simptomatik”.i Pengobatani simptomatiki lewati obati 

berupai i “sanksii pidana”i inipuni masihi mengandungi banyaki kelemahan,i 

sehinggai masihi selalui dipersoalkani keefektifannya.i Terlebihi obati (“pidana”)i 

itui sendirii mengandungi jugai sifat-sifati kontradiktif/paradoksali dani unsur-

unsuri negatifi yangi membahayakani ataui setidak-tidaknyai dapati menimbulkani 

efek-efeki sampingani yangi negatif.99 

Dii sampingi itui pendekatani pengobatani yangi ditempuhi olehi hukumi 

pidanai selamai inii sangati terbatasi dani “fragmentair”,i yaitui terfokusi padai 

dipidananyai sii pembuati (sii penderitai penyakit).i Dengani demikian,i efeki 

preventifi dani upayai perawatan/penyembuhani (“treatment”i ataui “kurieren”)i 

lewati sanksii pidanai lebihi diarahkani padai tujuani “mencegahi agari orangi 

 
98 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1998, 

halaman 35. 
99 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan, Alumni, Bandung, 1998, halaman 45. 
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tidaki melakukani tindaki pidana/kejahatan”i (efeki prevensii spesiali maupuni 

prevensii general)i dani bukani untuki “mencegahi agari kejahatani itui (secarai 

struktural)i tidaki terjadi”.i Dengani katai laini keterbatasani kemampuani hukumi 

pidanai antarai laini dapati dilihati jugai darii sifat/i fungsii pemidanaani selamai 

ini,i yaitui pemidanaani individual/i personal,i dani bukani pemidanaani yangi 

bersifati struktural/fungsional.i Pemidanaani yangi bersifati individual/personali 

kurangi menyentuhi sisii laini yangi berhubungani erati secarai 

struktural/fungsionali dengani perbuatani (dani akibati perbuatan)i sii pelakui “sisii 

laini yangi bersifati struktural/fungsional”i inii misalnyai pihaki korban/penderitai 

lainnyai dani struktur/kondisii lingkungani yangi menyebabkani sii pembuati 

melakukani kejahatan/tindaki pidana. 

Sisii laini yangi jugai dapati dilihati sebagaii keterbatasani hukumi pidanai 

selamai inii ialahi sangati kakui dani sangati terbatasnyai jenisi pidanai (sebagaii 

“obat/remedium”)i yangi dapati dipilih.i Tidaki sedikiti dalami 

perundangundangani selamai inii digunakani sistemi perumusani sanksii pidanai 

yangi sangatkakui dani bersifati imperatif,i sepertii halnyai perumusani sanksii 

pidanai secarai tunggali dani komulatif.i Sistemi demikiani tentunyai kurangi 

memberii peluangi ataui kelonggarani bagii hakimi untuki memilihi pidanai 

(“obat”)i manai yangi dianggapnyai palingi tepati bagii terpidana.  

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidanai jugai 

dapati dilihati darii berfungsinya/bekerjanyai hukumi pidana.i Secarai fungsional,i 

bekerjanyai hukumi pidanai memerlukani saranai pendukungi yangi lebihi 

banyak/bervariasi,i baiki berupai perundang-undangani organiknya,i instansii dani 
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aparati pelaksananya,i sarana/prasaranai maupuni operasionalisasii penegakani 

hukumi pidanai dii lapangan.i Semuai inii tentunyai jugai menuntuti biayai 

operasionalisasii yangi cukupi tinggi,i terlebihi menghadapii kejahatankejahatani 

canggihi dani bersifati transnasional. 

Uraiani dii atas,i Bardai Nawawii Arief,i menyimpulkani dani 

mengidentifikasii sebab-sebabi keterbatasani kemampuani hukumi pidanai dalami 

menanggulangii kejahatani sebagaii berikut:i  

a. sebab-sebabi kejahatani yangi demikiani kompleksi beradai diluari 

jangkauani hukumi pidana; 

b. hukumi pidanai hanyai merupakani bagiani kecili (sub-sistem)i darii saranai 

kontroli sosiali yangi tidaki mungkini mengatasii masalahi kejahatani 

sebagaii masalahi kemanusiaani dani kemasyarakatani yangi sangati 

kompleksi (sebagai masalahi sosio-psikologis,i sosio-politik,i sosio-

ekonomi,i sosio-kulturali dan sebagainya); 

c. penggunaani hukumi pidanai dalami menanggulangii kejahatani hanyai 

merupakani “kuriereni ami simptom”,i olehi karenai itui hukumi pidanai 

hanya merupakani “pengobatani simptomatik”i dani bukani “pengobatani 

kausatif”; 

d. sanksii hukumi pidanai merupakani “remedium”i yangi mengandungi sifati 

kontradiktifi ataui paradoksali dani mengandungi unsur-unsuri sertai efeki 

sampingani yangi negatif; 

e. sistemi pemidanaani bersifati fragmentairi dani individual/i personal,i tidaki 

bersifati struktural/fungsional; 
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f. keterbatasani jenisi sanksii pidanai dani sistemi perumusani sanksii pidanai 

yang 

bersifati kakui dani imperatif; 

g. bekerjanya/berfungsinyai hukumi pidanai memerlukani saranai pendukungi 

yangi lebihi bervariasii dani lebihi menuntuti “biayai tinggi”.100 

Dalami memilihi dani menetapkani (hukum)i pidanai sebagaii saranai 

untuki menanggulangii kejahatani harusi benar-benari telahi memperhitungkani 

semuai faktori yangi dapati mendukungi berfungsinyai ataui bekerjanyai (hukum)i 

pidanai itui dalami kenyataan.i Jadii diperlukani pulai pendekatani fungsional;i dani 

inipuni merupakani pendekatani yangi melekati (inherent)i padai setiapi kebijakani 

yangi rasional. 

3.1.2. Upaya Non Penal 

Dalami konteksi usahai rasionali darii masyarakati untuki menanggulangii 

kejahatan,i kebijakani penanggulangani kejahatani dengani saranai hukumi pidanai 

(Penali Policy)i hanyalahi merupakani salahi satui jaluri ataui metodei 

penanggulangani kejahatan.i Dii sampingi itui terdapati pulai kebijakani 

penanggulangani kejahatani yangi laini yangi dikenali dengani istilahi kebijakani 

dii luari hukumi pidanai (Non-Penali Policy).i Non-penali policyi berartii bahwai 

usaha-usahai yangi dilakukani tanpai menggunakani saranai hukumi pidana.i Jadii 

nonpenali itui dapati diartikani segalai usahai yangi bersifati non-yuridisi gunai 

menanggulangii timbulnyai kejahatan. 

 
100 Ibid, halaman 46. 
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Perlui jugai dibedakani penggunaani non-penali inii yaitui tindakani yangi 

bersifati preventifi artinyai pencegahani sebelumi terjadinyai kejahatani dani 

represifi artinyai tindakani setelahi terjadinyai kejahatan.i Usaha-usahai non-penali 

inii mempunyaii posisii sangati strategisi yangi harusi diintensifkani dani 

diefektifkan.i Kegagalani dalami menggarapi posisii strategisi inii justrui akani 

berakibati sangati fatali bagii usahai penanggulangani kejahatan.  

Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan 

diskresi sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 

2019 yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan 

restoratif.101 

Dalami salahi satui tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-

usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik 

kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” 

(hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. 

Usaha-usahai non-penali inii misalnyai penyantunani dani pendidikani sosiali 

dalami rangkai mengembangkani tanggungi jawabi sosiali wargai masyarakat;i 

penggarapani kesehatani jiwai masyarakati melaluii pendidikani moral,i agamai 

dani sebagainya;i peningkatani usaha-usahai kesejahteraani anaki dani remaja;i 

kegiatani patrolii dani pengawasani lainnyai secarai kontinuei olehi polisii dani 

aparati keamanani lainnyai dani sebagainya.i 102i  

 
101Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.  
102 Barda Nawawi Arief, Op.cit, halaman 158. 
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Usaha-usahai noni penali inii dapati meliputii bidangi yangi sangati luasi 

sekalii dii seluruhi sektori kebijakani sosial.i Tujuani utamai darii usaha-usahai 

non-penali inii adalahi memperbaikii kondisi-kondisii sosiali tertentu,i namuni 

secarai tidaki langsungi mempunyaii pengaruhi preventifi terhadapi kejahatan. 

Peteri Hoefnagels,i menyebuti usaha-usahai non-penali inii sebagaii 

“Preventioni Withouti Punishment”i (Pencegahani Tanpai Pidana)i yangi dapati 

diwujudkani melaluii “Sosiali Policy”i (Kebijakani Sosial),i “Communityi 

Planning”i (Perencanaani Masyarakat),i “Mentali Health”i (Kesehatani Mental),i 

“Sosiali Work”i (Pekerjaani Sosial),i “Childi Welfare”i (Kesejahteraani Anak-

Anak)i dani i Administrativei andi Civili Law”i (Penerapani Hukumi Administrasii 

dani Hukumi Perdata). 

Ditegaskani pulai olehi beliaui bahwa,i ruang lingkup kebijakan kriminal 

dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat 

mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (Influencing view of society 

on crime and punishment/mass media). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha 

non-penal. 

Hal inii didasarkani bahwai upayai penanggulangani kejahatani yangi 

dilakukan,i beradai dii luari hukumi pidanai yaitui massi mediai dengani tujuani 

memberikani penerangani ataui penyuluhani padai masyarakati mengenaii 

kejahatani besertai sanksii pidanai yangi dijatuhkan.i Dengani adanyai penerangani 

ataui penyuluhani tersebuti mampui mencegahi terjadinyai kejahatan.i  

Berkaitani dengani usaha-usahai non-penali tersebut,i Bardai Nawawii 

Arief,i menyatakan,i mengingati upayai penanggulangani kejahatani lewati jaluri 
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non-penali lebihi bersifati tindakani pencegahani untuki terjadinya,i makai sasarani 

utamanyai adalahi menanganii faktor-faktori kondusifi penyebabi terjadinyai 

kejahatan.i Faktor-faktori kondusifi itui antarai laini berpusati padai 

masalahmasalahi ataui kondisi-kondisii sosiali yangi secarai langsungi ataui tidaki 

langsungi dapati menimbulkani ataui menumbuhsuburkani kejahatan.i Dengani 

demikiani dilihati darii suduti politiki kriminali secarai makroi dani global,i makai 

upaya-upayai non-penali mendudukii posisii kuncii dani strategisi darii 

keseluruhani upayai politiki kriminal. 

Dalami uraiani dii atasi dinyatakani bahwai terdapatnyai beberapai 

masalah-masalahi ataui kondisi-kondisii sosiali yangi dapati merupakani faktori 

kondusifi yangi dapati menyebabkani ataui menimbulkani tumbuhnyai kejahatani 

sepertii pengangguran,i kebutahurufani dii antarai sebagiani besari penduduk,i 

standari hidupi yangi rendahi sertai bermacam-macami bentuki ketimpangani 

sosial.i  

Kondisii sosiali inii merupakani masalahi yangi tidaki dapati ditanggulangii 

hanyai dengani mengharapkani upayai penali saja.i Disinilahi sebenarnyai letaki 

keterbatasani darii upayai penali dani olehi sebabi itui perlui ditunjangi dengani 

upaya-upayai non-penal.i Upaya-upayai non-penali inii dapati berwujudi 

penggarapani kesehatani mentali masyarakati termasuki dii dalamnyai kesehatani 

mental/i jiwai keluargai sertai masyarakati luasi padai umumnya,i jugai peranani 

pendidikani agamai dengani berbagaii bentuki mediai penyuluhani keagamaan.i 

Dampaki positifi yangi didapatkani darii hali inii adalahi terbinanyai pribadii 

manusiai yangi sehati jiwai dani raganyai sertai lingkungani sosial.i Penggarapani 
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kesehatani mentali masyarakati inii tidaki hanyai kesehatani rohanii sajai tetapii 

jugai kesehatani nilai-nilaii budayai dani pandangani hidupi masyarakat.i  

Upayai penanggulangani dipandangi sebagaii upayai penanggulangani 

kejahatani yangi i i palingi i i strategisi i i dani i i memegangi i i peranani pentingi 

dani dianggapi i i lebihi menjanjikani i i keberhasilannyai darii i i padai  penerapani 

i i langkahi i i represifi i i dengani menggunakani i hukumi i pidana.i Upayai i 

penanggulangani i kejahatani i dengani i upayai melakukanii pencegahani i 

dilakukani i dengani i menggunakani i kebijakani i non-penal.i Kebijakani i non-

penali i merupakani i penanggulangani i kejahatani i denganii menghapusi kondisi-

kondisii i yangi i menyebabkani i timbulnyai i kejahatanii ataui i dapati i dikatakani 

bahwai i i upayai i i penanggulangani i i kejahatani  harusi i i didasarkani i i padai 

i i penanganani masalah-masalahi ataui kondisi-kondisii sosial.103 

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-

penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yangi dapati 

menangkali terjadinyai kejahatani ataui faktori kriminogen.i Keseluruhani 

kegiatani upayai non-penali tersebuti dilakukani melaluii kebijakani sosiali (Sosiali 

Policy)i yangi menuruti Bardai Nawawii Arief,i mempunyaii posisii strategisi dani 

efeki preventifi dalami rangkai menanggulangii kejahatani dani kegagalani 

dalammenggarapi posisii strategisi inii dapati berakibati fatali bagii usahai 

penanggulangani kejahatan. 

 
103  Wenggedes Frensh, dan Rizkan Zulyadi, Kebijakan Non Penal Dalam Upaya 

Penanggulangan Perundungan di Ruang Siber, Journal Justiciabellen, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 70-

79. 
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Berkaitani dengani kegiatani upayai non-penali tersebuti makai segalai 

potensii yangi adai dalami masyarakati secarai berkesinambungani terusi digali,i 

diintensifkani dani diefektifkan.i Hali inii diperlukani sekali,i disebabkani masihi 

diragukannyai ataui dipermasalahkannyai efektivitasi saranai penali dalami 

mencapaii tujuani politiki kriminal.i Bahkani untuki mencapaii tujuani pemidanaani 

yangi berupai prevensii umumi dani prevensii khususi saja,i efektivitasi saranai 

penali masihi diragukani ataui setidak-tidaknyai belumi diketahuii seberapai jauhi 

pengaruhnya. 

Olehi karenai itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan 

dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam 

suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Hal ini sesuai dengan 

pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (Internationle Kriminalistiche 

Vereinigung) adalah: 

1. Fungsi utama hukumi pidanai adalahi memerangii kejahatani sebagaii 

suatui gejalai masyarakat. 

2. Ilmui hukumi pidanai dani perundang-undangani hukumi pidanai harusi 

memperhatikani hasil-hasili penelitiani antropologisi dani sosiologis. 

3. Pidanai merupakani salahi satui alati yangi palingi ampuhi yangi 

dimilikii olehi negarai untuki memerangii kejahatan.i Namuni pidanai 

inii bukani satusatunyai alat,i sehinggai pidanai jangani diterapkani 

terpisah,i melainkani i selalui dalami kombinasii dengani tidakan-

tindakani sosiali lainnya,i khususnyai dalami kombinasii dengani 

tindakan-tindakani preventif. 
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Menuruti Muladi,i dalami strategii preventifi umumnyai terdirii 3i (tiga)i 

kategorii yangi mendasarkani dirii padai publici healthi modeli yakni:i  

1. Pencegahani kejahatani primeri (primaryi prevention).i Strategii yangi 

melaluii kebijakani sosial,i ekonomii dani kebijakani sosiali yangi lain,i 

secarai khususi mencobai mempengaruhii kriminogeniki dani akari 

kejahatan.i Hali inii misalnyai sajai melaluii pendidikan,i perumahan,i 

lapangani kerjai dani rekreasii yangi seringi disebuti sebagaii pre-

offencei intervention.i Targeti utamanyai adalahi masyarakati umumi 

bersifati luas. 

2. Pencegahani sekunderi (secondaryi prevention).i Dapati ditemukani 

dalami sistemi peradilani pidanai dani penerapannyai secarai praktisi 

sepertii peranani polisii dalami pencegahani kejahatan.i Targetnyai 

adalahi merekai yangi cenderungi melanggar. 

3. Pencegahani tersieri (tertiaryi prevention).i Terutamai diarahkani padai 

residivismei olehi polisii ataui lembaga-lembagai laini sistemi 

peradilani pidana.104i  

Targetnyai adalahi merekai yangi telahi melakukani kejahatan.i Dibedakani 

pulai yaitu:i  

1. Pencegahani sosiali (sosiali crimei prevention).i Diarahkani padai akari 

kejahatan. 

2. Pencegahani situasionali (situationali crimei prevention).i Diarahkani 

padai pengurangani kesempatani untuki melakukani kejahatan. 

 
104 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, halaman 37. 
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3. Pencegahani masyarakati (communityi basedi prevention).i Dilakukani 

dengani tindakan-tindakani untuki meningkatkani kapasitasi 

masyarakati untuki mengurangii kejahatani dengani meningkatkani 

kemampuani masyarakati untuki menggunakani kontroli sosiali 

informal. 

Menuruti Soedartoi bahwai kalaui prevensii diartikani secarai luasi makai 

banyaki badani ataui pihaki yangi terlibati dii dalamnya,i ialahi pembentuki 

undang-undang,i polisi,i kejaksaan,i pengadilan,i pamong-praja,i dani aparaturi 

eksekusii i pidanai sertai orang-orangi biasa.i Prosesi pemberiani pidanai dii manai 

badan-badani inii masing-masingi mempunyaii peranannyai dapati dipandangi 

sebagaii upayai untuki menjagai agari orangi yangi bersangkutani sertai 

masyarakati padai umumnyai tidaki melakukani tindaki pidana.i Namuni badani 

langsungi yangi mempunyaii wewenangi dani kewajibani dalami pencegahani inii 

adalahi polisi.105 

 

3.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 

1.  Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Setelahi disahkannyai UUi 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tangga,i yangi merupakani tonggaki sejarahi untuki 

menghapusi diskriminasii terhadapi perempuani dani menghapusi kekerasani 

dalami keluarga,i merupakani upayai pemerintahi Indonesiai dalami menjawabi 

 
105 Sudarto, Op.cit, halaman 116. 
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konvensii CEDAWi dimanai negarai Indonesiai telahi ikuti merativikasinyai 

dengani segalai konsekuensii menuruti hukumi internasional. 

Beberapai kelebihani yangi dimilikii UUi 23i Tahuni 2004i dalami wajahi 

hukumi pidanai Indonesiai adalahi antarai lain: 

1. UUi Noi 23i Tahuni 2004i telahi mendorongi kasusi KDRTi darii wilayahi 

hukumi privati memasukii wilayahi hukumi publik. 

2. UUi Noi 23i tahuni 2004i telahi melakukani terobosani barui dalami hukumi 

acarai pidanai yaknii prinsipi satui saksii bukani saksi,i UUi inimemberii 

haki saksii i korbani KDRTi dii tambahi visumi dokteri telahi memenuhii 

syarati pembuktiani adanyai tindaki kekerasan. 

3. Lingkupi rumahi tanggai telahi diperluasi olehi UUi ini,i yaknii suami,i 

isteri,i i i anaki dani semuai yangi adai dalami lingkupi rumahi tanggai itu. 

4. Pengertiani kekerasani dalami KUHPi telahi diperluasi olehi UUi inii 

termasuki fisik,i psikisi dani seksuali jugai penelantarani rumahi tangga. 

Kelebihan-kelebihani yangi dimilikii UUi 23i Tahuni 2004i inii membawai 

kontroversii bagii parai ahlii hukumi pidanai dii Indonesia,i jugai termasuki parai 

hakim,i jaksai dani kepolisiani yangi sampaii saati inii masihi kuati dengani 

paradigmai legalistiknyai sehinggai penerapani UUi 23i Tahuni 2004i inii masihi 

belumi efektif. 

Penanganani kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai melaluii jaluri 

hukumi i pidanai menuruti UUi Noi 23i tahuni 2004i dinamakani penanganani 

dengani sistemi peradilani pidanai terpadu.i Disebuti terpadui artinyai bahwai 

penanganani kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai tidaki hanyai mengadilii 
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tersangka/pelakui tindaki kekerasani tetapii jugai memikirkani hak-haki korbani 

sertai bagaimanai pemulihannya.i Olehi karenai itui pasali 4i UUi Noi 23i Tahuni 

2004i mengaturi tujuani penghapusani kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi : 

1. Mencegahi segalai bentuki kekerasani dalami rumahi tangga 

2. Melindungii korbani kekerasani dalami rumahi tanggai  

3. Menindaki pelakui kekerasani dalami rumahi tangga 

4. Memeliharai keutuhani dalami rumahi tanggai yangi harmonisi dani 

sejahtera. 

Dengani berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka 

harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan 

perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuki itui makai pihaki penyidiki 

dalami melakukani penyidikan,i tidaki bekerjai sendirii akani tetapii secarai 

terpadui bekerjai samai dengani tenagai kesehatan/i rumahi sakit,i pendampingi 

korban,i rohaniawani untuki mencarii kebenarani yangi sesungguhnyai dalami 

mengungkapi peristiwai tindaki kekerasani dalami rumahi tanggai yangi 

dilaporkan.i Jikai dalami penyelidikani selesaii dani memasukii tahapi penyidikan,i 

makai kuasai hukumi korbani akani mendampingii korbani disampingi kuasai 

hukumi pelakui mendampingii pelaku. 

Tahapani pertamai yangi dilakukani adalah:i i Menyelesaikani Beritai 

Acarai sambili prosesi mediasii dilakukani olehi semuai pihak.i Mediasii disinii 

adalahi musyawarahi mufakati dihadapani penyidik,i jaksai dani ataui hakimi 

untuki mencarii titiki temui yangi menguntungkani semuai pihaki dalami rangkai 
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memeliharai keutuhani rumahi tanggai yangi harmonisi dani sejahterai tadi.i 

Walaupuni prosesi pidananyai tetapi berjalani sesuaii hukumi acarai pidanai yangi 

diaturi dalami KUHAP.i Dii tahapi inilahi Polrii dalami hali inii penyidiki Polrii 

harusi memilikii pemahamani policei womeni deski sertai profesionali dani empatii 

terhadapi korban,i yangi sekarangi inii telahi terbentuknyai Ruangi Pelayanani 

Khususi dii Polresi semuai provinsii dii Indonesiai yangi khususi menanganii 

penyidikan kasusi KDRT. 

Tim Penyidik Polres yang bertugas di RPK Polres ini harus telah mengikuti 

pelatihan khusus penanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara 

rampung, korban harusi mendapatkani hak-haknyai sebagaii korbani KDRTi 

sesuaii UUi 23i Tahuni 2004i yaitui : 

1. Perlindungani darii pihaki keluarga,i kepolisian,i kejaksaan,i pengadilan,i 

penasihati hukum,i lembagai sosiali ataupuni pemerintah. 

2. Pelayanani kesehatani sesuaii kebutuhani medis. 

3. Penanganani secarai khususi berkaitani dengani kerahasiaani korban. 

4. Pendampingani olehi pekerjai sosial,i bantuani hukumi padai setiapi 

tingkatani pemeriksaan.i  

5. Penguatani psikologisi dani bimbingani rohani. 

Pemberiani hak-haki korbani dilakukani sampaii dengani korbani pulihi 

kesehatani fisiki dani psikisnyai dengani jangkai waktui palingi lamai satui tahun,i 

jikai diperlukani penahanani bagii sipelaku,i makai kepolisiani melakukani 

penahanani terhadapi pelakui sesuaii aturani hukumi acarai pidanai yangi berlakui 

dani tindakani selanjutnyai adalahi penyerahani berkasi bersama-samai tersangkai 
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kepadai kejaksaani untuki kemudiani dilanjutkani untuki pemeriksaani dii 

persidangani pengadilan.i Persidangani pertamai harusi dibacakani terlebihi 

dahului hasili mediasii yangi dilakukani olehi penyidiki barulahi kemudiani 

pemeriksaani saksi-saksii dani pemeriksaani buktii termasuki hasili visumi eti 

repertum,i jikai pembuktiani telahi selesaii maka,i pembacaani tuntutani hukumani 

atasi tertuduhi dani kemudiani pembacaani pleidoii penasihati hukumi dani 

terakhiri adalahi keputusani hakim. 

Tindaki pidanai KDRTi merupakani kekerasani terhadapi kemanusiaani 

yangi melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk 

tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.  Dampak yang timbul dari 

KDRT tidak saja menyebabkani korbani merasai tidaki pernahi tenang,i trauma,i 

rasai sakiti dani ketakutan,i tetapii dapati jugai menyebabkani korbani mengalamii 

lukai fisik yang parah, cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Hudioro bahwa kejahatan kekerasan adalah: 

1. Tindak pidana yang didahului,i disertaii ataui diikutii dengani kekerasani 

terhadapi orangi dengani obyeki kejahatani berupai barangi ataui orangi 

(dengani sengajai untuki mendapatkani barangi orangi laini secarai tidaki 

sahi ataui mencederaii dani ataui membunuhi orang). 

2. Adalahi suatui tindaki pidanai sebagaimanai yangi disebutkani dalami 

Pasali 89i KUHPi yaitui secarai kekerasani membuati orangi menjadii 

pingsani ataui tidaki berdaya,i makai perbuatani inii bersifati fisik. 
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3. Adalahi tindaki pidanai yangi bersifati psikis,i sehinggai menyebabkani 

orangi i laini tidaki berdayai ataui mengalamii tekanan-tekanani yangi 

sangati merugikani malahani berakibati fatal.106 

Pengaturani hukumi tentangi penghapusani kekerasani dalami rumahi 

tanggai dii dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai i dengani ancamani pidanai 

kekerasani fisiki dalami UUi tersebuti diaturi dalami pasali 44i ayati (1)i 

menyatakani bahwai setiapi orangi yangi melakukani perbuatani kekerasani fisiki 

dalami lingkupi rumahi tanggai dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i 

(lima)i tahuni ataui dendai palingi banyaki Rp15.000.000,00i (limai belasi jutai 

rupiah). 

Bentuki kekerasani dalami rumahi tanggai yangi seringi terjadii sangati 

beragam,i yaitui dapati berupai kekerasani fisik,i kekerasani noni fisik,i kekerasani 

seksuali dani kekerasani dalami bentuki penelantarani keluarga.i Adapuni faktori 

penyebabi yangi palingi utamai adalahi faktori ekonomii dani ketidaksetaraani 

gender.i i Hasili wawancarai mengenaii bentuki kekerasani yangi seringi terjadii dii 

Wilayahi Hukumi Polrestai Delii Serdangi adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Bentuki kekerasani yangi seringi terjadii didominasii kekerasani fisik,i yangi 

padai umumnyai dilakukani dengani tangani ataui dengani bendai tumpul,i 

sedangkani kekerasani noni fisiki agaki jaraki terjadi.i Umumnyai kekerasani 

yangi seringi terjadii adalahi dalami bentuki kekerasani fisiki yangi dilakukani 

 
106    Huriodo, Op.Cit, halaman 4. 
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olehi laki-laki,i walaupuni sebenarnyai kekerasani tersebuti pernahi jugai 

dilakukani olehi perempuan.Tindaki kekerasani yangi diprosesi secarai hukumi 

didominasii kekerasani fisik.i i Tetapii menuruti pengamatani penulisi bahwai 

kekerasani penelantarani keluargai jugai banyaki terjadii dii masyarakati tetapii 

korbani tidaki membuati laporan.107 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati dijelaskani bahwai kekerasani yangi 

umumi terjadii dii Wilayahi Hukumi Polrestai Delii Serdangi didominasii olehi 

kekerasani fisik,i yangi dilakukani olehi laki-laki,i baiki dengani menggunakani 

tangani maupuni dengani menggunakani bendai tumpul.i Namuni demikiani 

menuruti informasii bahwai kekerasani penelantarani keluargai jugai banyaki 

terjadii dii masyarakat,i tetapii hali tersebuti tidaki dilaporkani kepadai penegaki 

hukum.i i Korbani kekerasani dengani penelantarani cenderungi mengatasii 

mendiamkani perkaranyai dengani mengatasii sendirii dampaki yangi dirasakani 

darii penelantarani tersebut.i i  

Setiapi tindaki pidanai tentui mempunyaii motifi yangi mendorongi 

dilakukannyai tindaki pidana.i i Hasili wawancarai mengenaii faktori penyebabi 

terjadinyai tindaki kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang:i  

  Terjadinyai kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi faktori ekonomi,i 

karenai biasanyai kekerasani rumahi tanggai lebihi banyaki terjadii padai 

 
107 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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keluargai kurangi mampui secarai ekonomi.kesadarani atasi dampaki yangi 

ditimbulkani darii kekerasani terhadapi anggotai keluargai relatifi rendah,i 

sehinggai orangi yangi merasai lebihi berkuasai cenderungi ringani tangan.Dii 

masyarakati masihi melekati bahwai perempuani beradai dalami posisii yangi 

lebihi rendahi dibandingi laki-lakii dani adai anggapani bahwai laki-lakii lebihi 

penting,i sehinggai menyebabkani posisii perempuani menjadii sangati rentani 

terhadapi kekerasan.108 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai faktori 

penyebabi terjadinyai kekerasani dalami rumahi tanggai dii Wilayahi Hukumi 

Polrestai Delii Serdangi tidaki hanyai faktori ekonomi,i tetapii jugai disebabkani 

ketidaksetaraani genderi dimanai perempuani dianggapi lebihi rendahi posisinyai 

darii laki-laki,i dani jugai kurangnyai kesadarani atasi dampaki negatifi yangi 

ditimbulkani darii tindaki kekerasan.i i Seorangi laki-lakii yangi kurangi 

menyadarii dampaki kekerasani akani cenderungi lebihi sukai ringani tangani 

terhadapi perempuani dani anak-anaki dalami lingkupi keluarga.Hali inii didukungi 

pendapati Soedartoi bahwai kekerasani dapati diartikani sebagaii penggunaani 

kekuatani fisiki terhadapi orangi ataui barangi sedemikiani rupa,i sehinggai cukupi 

membahayakani bendai hukumi yangi dilindungii olehi ketentuani pidanai yangi 

bersangkutan,i dayai kekuatani itui harusi cukupi kuati intensitasnya.109 

Dalami perkarai KDRT,i korbani kekerasani tentui menjadii perhatiani 

utama,i dimanai korbani kekerasani umumnyai adalahi perempuani dani anak-

 
108 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
109 Soedarto, Op.cit, halaman 25. 
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anak,i baiki anaki kandungi maupuni anaki titipan.i i Hasili wawancarai mengenaii 

korbani kekerasani dalami rumahi tanggai adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Sebagiani besari korbani kekerasani yangi dilaporkani dani diprosesi secarai 

hukumi adalahi korbani perempuan,i baiki saudarai perempuani maupuni ibui 

rumahi tangga.i Perempuani dani anak-anaki dalami suatui keluargai selalui 

beradai dalami posisii lemahi dibandingi laki-laki.i i Olehi karenai itui korbani 

KRDTi didominasii olehi perempuani dani anaknya. 

 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai korbani 

kekerasani dalami rumahi tanggai tidaki terbatasi padai perempuan,i tetapii jugai 

dapati terjadii padai anak-anak.i i Menuruti informasii bahwai sebenarnyai korbani 

anak-anaki justrui lebihi besari tetapii tidaki sampaii kei pengadilan.i i  

 Dalami KDRT,i tindakani pertamai yangi palingi diperlukani adalahi 

memberikani perlindungani dani perawatani kepadai korbani kekerasan.i i Hasili 

wawancarai mengenaii pemberiani perlindungani kepadai korbani adalahi sebagaii 

berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Sesuaii dengani UUi PKDRT,i penegaki hukumi berkewajibani 

memberikani perlindungani kepadai korbani kekerasani dalami rumahi tangga,i 

dimanai perlindungani tersebuti ditujukani untuki mencegahi berlanjutnyai 

kekerasan. 
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  Korbani kekerasani dalami rumahi tanggai mendapati perlindungani darii 

sejaki penanganani dii kepolisiani hinggai persidangan.i i Kepolisiani wajibi 

memberikani perlindungani sementarai dalami waktui 24i jami setelahi adanyai 

laporan,i kemudiani mengajukani permohonani penetapani perlindungani darii 

pengadilan.i 110 

 

 Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai perlindungani 

terhadapi korbani kekerasani dalami rumahi tanggai padai Polrestai Delii Serdangi 

telahi dilakukani dengani baiki sesuaii dengani UUi PKDRT.i i Dalami 

pelaksanaannya,i palingi lamai 24i jami setelahi adanyai laporani kekerasan,i makai 

kepolisiani berkewajibani memberikani perlindungani kepadai korban,i sertai 

mengajukani penetapani pemberiani perlindungani kei pengadilan.i i Dalami hali 

ini,i pihaki kepolisiani akani segerai menetapkani perlindungani sebagaii dasari 

yangi kuati untuki memberikani perlindungani kepadai korban.i i Adapuni tujuani 

darii perlindungani kepadai korbani adalahi untuki mencegahi kekerasani lebihi 

lanjuti kepadai korban. 

 Penegaki hukumi yangi menanganii tindaki kekerasani dalami rumahi 

tanggai jugai harusi dapati menjagai kerahasiaani korban.i i Hasili wawancarai 

mengenaii tindakani kepolisani untuki menjagai kerahasiaani korbani adalahi 

sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

 
110 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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  Dalami UUi PKDRTi dinyatakani bahwai selamai menjalanii prosesi 

hukum,i penegaki hukumi wajibi i menjagai kerahasiaani korban.i i Hali inii 

terutamai karenai tindaki kekerasani yangi terjadii adalahi lingkupi rumahi 

tanggai yangi tidaki layaki diketahuii olehi umum. 

  Kerahasiaani korbani KDRTi dijamini dengani menghindarii aksesi 

terhadapi mediai massa.i i Hali inii sangati pentingi terutamai padai kasusi 

kekerasani seksual,i karenai berkaitani dengani masai depani korban 

Sebagiani besari orangi merasai malui jikai aibi keluarganyai diketahuii olehi 

orangi lain.i i Olehi karenai itui prosesi hukumi terhadapi tindaki pidanai 

kekerasani biasanyai tidaki dibenarkani diliput,i sehinggai kerahasiaani korbani 

tetapi terjagai darii publikasi.i 111 

 

i  Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani tindakani yangi 

dilakukani untuki menjagai kerahasiaani korbani kekerasani dalami rumahi tanggai 

adalahi dengani mencegahi adanyai publikasii olehi mediai massa.i i Selamai 

penanganani kasusi melarangi untuki meliputi dani menyebarluaskani informasii 

mengenaii tindaki pidanai yangi terjadi.i i Hali inii sangati perlui mengingati 

masalahi yangi terjadii sebenarnyai adalahi masalahi keluarga,i dimanai sebagiani 

besari orangi akani merasai malui jikai diketahuii olehi orangi lain.i i Disampingi 

itu,i khususnyai kerahasiaani korbani kekerasani seksuali akani lebihi dijagai 

karenai menyangkuti dengani masai depani korban. 
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 Selanjutnya,i hali yangi palingi pentingi bagii korbani adalahi pemulihan,i 

yaitui segalai upayai yangi harusi dilakukani untuki mengembalikani fisiki dani 

psikisi korbani padai keadaani sebelumi adanyai tindaki kekerasan.i i Hasili 

wawancarai mengenaii pemulihani korbani adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Pemulihani korbani biasanyai dilakukani dengani bekerjasamai dengani 

tenagai kesehatan,i psikologi dani pembimbingi rohani.i i Perlui tidaknyai 

tindakani pemulihani kepadai korbani sebenarnyai masihi sangati tergantungi 

padai kesediaani korban.i i Artinyai jikai korbani merasai perlui pemulihani 

makai pengadilani akani mengupayakani untuki menyerahkani tanggungjawabi 

pemulihani kepadai pihaki ketiga. 

Sayai memperhatikani bahwai sangati sedikiti korbani KDRTi yangi 

bersediai menjalanii pemulihan,i dani merekai lebihi cenderungi mengatasinyai 

sendirii bersamai dengani keluargai dekatnya.i 112 

 

 Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai tindakani 

pemulihani korbani KDRTi lebihi cenderungi dilakukani olehi korbani dani 

keluargai dekatnya.i i Hali inii disebabkani korbani merasai lebihi nyamani untuki 

melakukani perawatani sendiri,i kecualii untuki cederai yangi tergolongi cukupi 

parah,i dimanai perawatani medisi yangi lebihi intensifi sangati dibutuhkan.i i i 
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Namuni demikiani dalami setiapi perkarai KDRT,i kepolisiani akani tetapi terlebihi 

dahului memperhatikani sejauhmanai kondisii korbani dani perawatani apai yangi 

dibutuhkani untuki memulihkani korban. 

 Setiapi pemulihani kepadai korbani kekerasani tentui membutuhkani dana,i 

yangi mungkini sajai tidaki sanggupi disediakani olehi korban.i i Hasili wawancarai 

mengenaii penyediaani danai pemulihani untuki korbani adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Berdasarkani aturani yangi berlakui bahwai danai pemulihani korbani 

KDRTi ditanggungi olehi negara,i sehinggai harusnyai kendalai pemulihani 

dapati dihindarii karenai alasani biaya. 

 Walaupuni terdapati ketentuani biayai pemulihani ditanggungi olehi negara,i 

tetapii hali tersebuti tidaki sepenuhnyai terjadi,i karenai dalami sebagiani besari 

kasusi bahwai korbani justrui menanggungi biayai pemulikani yangi lebihi 

besar 

Proseduri yangi harusi dilaluii untuki memperolehi biayai pemulihani darii 

negarai cukupi rumiti dani membutuhkani waktui lama.i i Olehi karenai itui 

sebagiani besari korbani lebihi cenderungi menggunakani biayai sendirii ataui 

dibantui olehi kerabati dekatnyai .i 113 

 

 Darii hasili wawancarai dii atasi dapati dijelaskani bahwai berdasarkani 

aturani yangi ditetapkani olehi pemerintah,i biayai pemulihani ditanggungi olehi 
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negara.i i Hali tersebuti dinyatakani padai Peraturani Pemerintahi No.i 4i Tahuni 

2006i tentangi Penyelenggaraani dani Kerjasamai Pemulihani Korbani Kekerasani 

Dalami Rumahi Tangga,i dimanai padai pasali 22i dinyatakani bahwa:i i Segalai 

biayai untuki pelaksanaani pemulihani yangi dilakukani olehi pemerintahi dani 

pemerintahi daerahi terhadapi korbani kekerasani dalami rumahi tanggai 

dibebankani pada:i i a.i Anggarani Pendapatani Belanjai Negara;i b.i Anggarani 

Pendapatani Belanjai Daerah;i dani c.i sumberi pendapatani laini yangi sahi yangi 

perolehannyai sesuaii dengani peraturani perundang-undangan.i i Tetapii dalami 

sebagiani besari perkara,i biayai pemulihani justrui ditanggungi sendirii olehi 

korbani karenai pemulihani dilakukani sendirii olehi korbani dani keluarganya,i 

dani jugai karenai proseduri yangi ruiti untuki memperolehi biayai pemulihani darii 

negara. 

 Selanjutnya,i penanganani perkarai KDRTi dii pengadilani harusi 

dilakukani dengani cepat,i agari statusi korbani dani keluarganyai segerai dapati 

diketahuii dengani jelas.i i Penyelesaiani i tindaki pidanai KDRTi biasanyai 

berhubungani dengani kelanjutani hubungani dalami keluargai korban,i yangi 

berartii berhubungani dengani kehidupani sehari-hari,i termasuki jugai nasibi anak-

anak.i i Terdapati banyaki kasusi bahwai tindaki kekerasani dalami rumahi tanggai 

berakhiri dengani perceraian,i sehinggai semakini berdampaki terhadapi 

kehidupani keluargai korban.i i Upayai penyelesaiani perkarai dii luari penyidikani 

yangi biasanyai dilakukani melaluii mediasii adalahi pentingi untuki lebihi 

menjamini penyelesaiani yangi cepati dengani putusani yangi dapati diterimai olehi 

semuai pihak.i i Olehi karenai itui dalami perkarai KDRT,i pihaki kepolisiani perlui 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



115 
 

 
 

memberii kesempatani kepadai parai pihaki untuki menyelesaikani perkarai dii luari 

penyidikani secarai damai.i i Hasili wawancarai mengenaii upayai penyelesaiani 

perkarai KDRTi dii luari penyidikani adalahi sebagaii berikut: 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Dalami penyelesaiani perkarai KDRT,i pengadilani akani terlebihi dahului 

menganjurkani agari korbani dani pelakui sertai keluarganyai mencarii 

kesepakatani damaii dii luari pengadilan,i karenai menyadarii bahwai 

penyelesaiani musyawarahi yangi demikiani akani memberikani hasili yangi 

lebihi baik. 

  Tentui sajai tidaki adai yangi lebihi baiki darii upayai damaii antarai korbani 

dani pelaku,i telebihi hali tersebuti disadarii akani memberii peluangi bagii 

keduai pihaki untuki memperbaikii kehidupani keluarganya.i Olehi karenai itui 

pihaki kepolisiani selalui terlebihi dahului memberii kesempatani untuki 

berdamai. 

  Dalami penyelesaiani perkarai KDRT,i pengadilani akani terlebihi dahului 

menganjurkani agari korbani dani pelakui sertai keluarganyai mencarii 

kesepakatani damaii dii luari pengadilan,i karenai menyadarii bahwai 

penyelesaiani musyawarahi yangi demikiani akani memberikani hasili yangi 

lebihi baik. 

Pemberiani kesempatani untuki berdamaii dii luari penyidikani sangati 

tergantungi padai perkarai yangi terjadi.i i Jikai perkaranyai sangati berati 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



116 
 

 
 

dengani kondisii korbani i yangi i cederai berat,i makai peluangi untuki 

berdamaii akani semakini kecil.114 

 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai dalami perkarai 

KDRT,i i langkahi pertamai yangi dilakukani olehi pihaki kepolisiani adalahi 

menganjurkani kepadai parai pihaki untuki berdialogi mencapaii kesepakatani 

damaii dii luari penyidikan.i i Hali inii disebabkani penyelesaiani perkarai dengani 

musyawarahi akani lebihi memberii peluangi bagii korbani untuki memperbaikii 

kehidupani keluarganya.i i Namuni harusi disadarii pulai bahwai kesempatani ataui 

kemungkinani tercapainyai jalani kesepakatani damaii masihi sangati tergantungi 

padai perkarai yangi terjadii sertai kondisii korban.i i Semakini berati kejadiani 

perkarai (sepertii kekerasani seksual)i dani semakini berati cederai korbani makai 

kesempatani untuki berdamaii dii luari penyidikani akani semakini kecil. 

Menuruti Dzuhayatini dani Yuarsii bahwai dii Indonesiai fenomenai 

pelecehani seksuali relatifi belumi lamai diangkati kei permukaan.i Berbagaii faktori 

menghambati munculnyai fenomenai inii kei permukaani terutamai faktori 

individual.i Korbani pelecehani seksual dihadapkan pada pilihan yang sama-sama 

menyakitkan yaitu kerugian yang dihadapi akibat pelecehan seksual dan rasa malu 

bila masalahnya dipublikasikan. Belum adanya prosedur dan peraturan hukum yang 

jelas di Indonesia mengenai pelecehan seksual, mengakibatkan masalah pelecehan 

seksual tidak terselesaikan dengan memuaskan. Akibatnya, korban pelecehan 

seksual memilih untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum seperti berdamai 

secara kekeluargaan, menarik diri dengan cara mengundurkan diri dari pekerjaan 

 
114 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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atau mengabaikan gangguan tersebut dengan risiko dampak psikologis yang 

mempengaruhi kinerjanya.115 

Selanjutnya, jika kesepakatan damai tidaki dapati dicapai,i makai prosesi 

peradilani pidanai akani dilanjutkani dengani pemeriksaani perkarai dii pengadilan.i 

i Dalami hali inii majelisi hakimi akani mempertimbangkani apakahi terdakwai 

terbuktii secarai sahi bersalah,i sertai mempertimbangkani lamai pidanai yangi 

dijatuhkani untuki memberii efeki jerai kepadai terdakwai sertai menegakkani rasai 

keadilani bagii korban. 

Dalami hali penjatuhani pidana,i majelisi hakimi harusi mempertimbangkani 

berbagaii faktor,i tetapii dalami hali inii majelisi hakimi harusi tetapi mengacui padai 

ancamani pidanai yangi dinyatakani dalami UUi PKDRT.i i Terdapati 

kemungkinani bahwai ancamani pidanai terlalui rendahi ataui tidaki adai 

pembatasani ancamani minimali sehinggai putusani majelisi hakimi tidaki dapati 

memenuhii rasai keadilani bagii korban.i i Hasili wawancarai mengenaii ancamani 

pidanai KDRTi adalahi sebagaii berikut: 

  

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

  Ketentuani pidanai dalami UUi PKDRTi mengandungi kelemahani karenai 

dalami sebagiani besari pidana,i hanyai mengaturi ancamani maksimali dani 

tidaki mengaturi ancamani minimal.i dalami perkarai KDRTi dapati 

menjatuhkani pidanai yangi sangati ringani sepertii pidanai percobaan,i karenai 

UUi PKDRTi tidaki mengaturi ancamani minimali pidana. 

 
115 SR. Dzuhayatin dan Yuarsi, SE, Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik. Pusat 

Studi Kebijakan dan Kependudukan & Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, halaman 33. 
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Semuai ancamani pidanai dalami UUi PKDRTi hanyai memuati ancamani 

pidanai penjarai palingi lama,i kecualii pidanai kekerasani seksual.i i Hali inii 

tentui memberii kesempatani kepadai majelisi hakimi untuki membuati 

putusani yangi sangati ringan,i sehinggai berpotensii tidaki menimbulkani efeki 

penjeraani bagii terdakwa.116 

 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati dijelaskani bahwai kelemahani 

dalami UUi PKDRTi adalahi tidaki adanyai ancamani pidanai penjarai palingi 

rendahi untuki membatasii putusani majelisi hakim.i i Ancamani palingi rendahi 

hanyai ditetapkani padai perkarai tindaki pidanai kekerasani seksuali dalami rumahi 

tangga.i i Hali inii menyebabkani majelisi hakimi mempunyaii kesempatani untuki 

menjatuhkani pidanai yangi sangati i ringani bagii terdakwa,i sepertii pidanai 

percobaan.i i Penjatuhani pidanai yangi ringani tentui tidaki akani menimbulkani 

efeki jerai kepadai terdakwai pelakui tindaki kekerasani dalami rumahi tangga. 

Tindakani tegasi darii majelisi hakimi dalami penegakani hukumi tentui 

sangati diharapkan,i karenai tujuani darii pemidanaani adalahi memberii efeki jerai 

kepadai terdakwai dani memenuhii rasai keadilani masyarakat.i i Hasili wawancarai 

mengenaii ketegasani majelisi hakimi dalami menjatuhkani pidanai padai perkarai 

KDRTi adalahi sebagaii berikut: 

 

 Menuruti Brigadiri Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i selakui penyidiki 

pembantui dii Polrestai Delii Serdang: 

 
116 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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  Penegakani hukumi padai tindaki pidanai KDRTi selalui dilakukani dengani 

tegas.i i Dalami hali inii pengawasani terhadapi jalannyai persidangani jugai 

dilakukani dengani baiki sehinggai majelisi hakimi tetapi melakukani 

pemeriksaani sesuaii faktai yangi terungkapi dii persidangan. 

 Tindakani tegasi akani dilakukani sesuaii dengani batas-batasi yangi 

ditetapkani dalami undang-undang,.i i Artinyai putusani pidanai tidaki dapati 

melampauii ancamani maksimali pidanai yangi diancamkani dalami UUi 

PKDRT. 

Majelisi hakimi akani menjatuhkani pidanai dengani tegas,i terutamai bagii 

pelakui yangi tidaki menunjukkani niati baiki dani tidaki menunjukkani rasai 

penyesalani selamai dipersidangan.i 117 

 

Darii hasili wawancarai dii atasi dapati disimpulkani bahwai majelisi hakimi 

dalami perkarai pidanai KDRTi selalui menjatuhkani pidanai dengani tegas,i tetapii 

hali tersebuti harusi tetapi dilakukani sesuaii batas-batasi pidanai dalami UUi 

PKDRT.i i Tindakani tegasi tersebuti terutamai dilakukani kepadai terdakwai yangi 

tidaki memilikii niati baiki terhadapi keluarganya,i dani jugai tidaki menunjukkani 

rasai penyesalani selamai persidangani berlangsung.i i Dengani tindakani 

penegakani hukumi yangi tegasi diharapkani pelakui akani lebihi merenungii akibati 

darii tindakannyai kepadai keluarganyai sendirii yangi seharusnyai dilindungi. 

 

 

 
117 Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik 

Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025. 
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3.3.  Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Polresta Deli Serdang 

 

Berdasarkani hasili wawancarai yangi dilakukani dengani Brigadiri 

Fernandoi Siagian,i S.H.,i M.H.,i yangi merupakani personeli penyidiki pembantui 

dii Kepolisiani Resori (Polres)i Delii Serdang,i dapati diperolehi informasii bahwai 

pelaksanaani penegakani hukumi terhadapi tindaki pidanai kekerasani dalami 

rumahi tanggai (KDRT),i khususnyai yangi dialamii olehi istrii sebagaii korban,i 

telahi dilaksanakani sesuaii dengani ketentuani peraturani perundang-undangani 

yangi berlakui dii Indonesia.i Proseduri tersebuti mencerminkani implementasii 

normai hukumi secarai sistematisi dani bertahap,i dimulaii darii tahapi pelaporani 

ataui pengaduani sebagaii tahapi awali prosesi hukumi dalami sistemi peradilani 

pidana. 

Secarai umum,i prosesi hukumi terhadapi perkarai KDRTi dimulaii dengani 

adanyai laporani ataui pengaduani darii korbani ataui pihaki laini yangi memilikii 

legali standingi untuki menyampaikani informasii kepadai aparati penegaki 

hukum.i Ketentuani inii didasarkani padai Pasali 108i ayati (1)i Kitabi Undang-

Undangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP)i yangi secarai eksplisiti menyatakani 

bahwa: 

“Setiapi orangi yangi mengalami,i melihat,i menyaksikan,i dan/ataui menjadii 

korbani peristiwai yangi merupakani tindaki pidanai berhaki untuki mengajukani 

laporani ataui pengaduani kepadai penyelidiki dan/ataui penyidik,i baiki secarai 

lisani maupuni tertulis.” 

Ketentuani inii memberikani legitimasii kepadai siapai pun,i tidaki hanyai 

korbani langsung,i untuki memberikani informasii awali kepadai aparati kepolisiani 
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mengenaii suatui peristiwai yangi didugai merupakani tindaki pidana.i Dalami 

konteksi kekerasani dalami rumahi tangga,i ketentuani tersebuti diperkuati dengani 

keberadaani Pasali 26i ayati (1)i dani (2)i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 

2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai (UUi PKDRT)i 

yangi menyatakani bahwai korbani kekerasani dalami rumahi tanggai memilikii 

haki untuki menyampaikani laporani langsungi kepadai pihaki kepolisian,i baiki dii 

tempati tinggali korbani maupuni dii lokasii kejadiani perkara.i Selaini itu,i 

ketentuani dalami ayati (2)i jugai memberikani alternatifi bahwai korbani dapati 

memberikani kuasai kepadai anggotai keluargai ataui pihaki laini untuki 

melakukani pelaporani tersebuti kepadai pihaki yangi berwenang. 

Untuki memperjelasi konsepi hukumi mengenaii laporani dani pengaduan,i 

rujukani yangi digunakani adalahi ketentuani dalami Pasali 1i angkai 24i dani 25i 

KUHAP.i Pasali 1i angkai 24i KUHAPi mendefinisikani laporani sebagaii 

“pemberitahuani yangi disampaikani olehi seseorangi karenai haki ataui kewajibani 

berdasarkani undang-undangi kepadai pejabati yangi berwenang,i tentangi telahi 

ataui sedangi ataui didugai akani terjadinyai peristiwai pidana.”i Sementarai itu,i 

Pasali 1i angkai 25i KUHAPi menjelaskani bahwai pengaduani adalahi 

“pemberitahuani yangi disertaii permintaani olehi pihaki yangi berkepentingani 

kepadai pejabati yangi berwenangi untuki menindaki menuruti hukumi seseorangi 

yangi telahi melakukani tindaki pidanai aduani yangi merugikannya.” 

Perbedaani mendasari antarai laporani dani pengaduani terletaki padai 

siapai yangi memilikii legitimasii untuki menyampaikani informasii sertai motifi 

dani kepentingani yangi melandasii tindakani tersebut.i Laporani bersifati lebihi 
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umumi karenai dapati disampaikani olehi siapai sajai yangi memilikii pengetahuani 

ataui informasii terkaiti dengani terjadinyai tindaki pidana.i Sementarai pengaduani 

lebihi bersifati personali dani subyektif,i karenai hanyai dapati dilakukani olehi 

pihaki yangi dirugikani secarai langsungi olehi suatui tindaki pidanai aduani dani 

disertaii dengani permintaani agari aparati penegaki hukumi menindaki pelaku. 

Dalami konteksi kasusi kekerasani dalami rumahi tangga,i hali inii berartii bahwai 

pelaporani dapati dilakukani olehi pihaki laini yangi mengetahuii adanyai 

kekerasan,i sedangkani pengaduani lebihi bersifati eksklusifi karenai harusi 

dilakukani olehi korbani itui sendirii ataui melaluii kuasa.i Hali inii menjadii 

pentingi dalami prosesi penegakani hukumi karenai menentukani dimulainyai 

penyelidikani dani penyidikan.i Olehi karenai itu,i aparati penegaki hukum,i 

khususnyai kepolisian,i dituntuti untuki mampui membedakani perlakuani 

prosedurali antarai laporani dani pengaduani sejaki tahapi awali penerimaani 

informasi,i agari prosesi hukumi dapati berjalani sesuaii dengan undang-undang. 

a. Pengaduan 

Dalami konteksi hukumi acarai pidana,i istilahi "pengaduan"i memilikii maknai 

yangi khasi dani terdefinisii secarai eksplisiti dalami peraturani perundang-

undangan,i khususnyai dalami Pasali 1i angkai 25i Undang-Undangi Nomori 8i 

Tahuni 1981i tentangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP).i Dalami ketentuani 

tersebut,i pengaduani dimaknaii sebagaii pemberitahuani yangi disertaii dengani 

permintaani darii pihaki yangi berkepentingan,i yangi merasai dirugikani secarai 

langsungi olehi suatui tindaki pidanai tertentu,i kepadai pejabati penegaki hukumi 
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yangi berwenang,i dengani tujuani agari dilakukani tindakani hukumi terhadapi 

pelaku118. 

Pengaduani dalami hali inii menuntuti adanyai kepastiani bahwai suatui tindaki 

pidanai benar-benari telahi terjadi,i dani bahwai tindaki pidanai tersebuti termasuki 

dalami kategorii deliki aduani sebagaimanai diaturi dalami ketentuani pidanai 

materieli maupuni khusus. 

Implikasii praktisi darii ketentuani inii adalahi bahwai dalami prosesi 

penegakani hukumi dii lapangan,i aparati kepolisiani sebagaii ujungi tombaki 

sistemi peradilani pidanai harusi memilikii kemampuani profesionali dalami 

mengidentifikasii dani mengkualifikasii suatui pengaduan,i apakahi peristiwai 

yangi dilaporkani merupakani tindaki pidanai deliki aduani ataui bukan.i 

Kemampuani inii sangati pentingi agari tidaki terjadii kesalahani prosedural,i 

mengingati tidaki semuai tindaki pidanai dapati langsungi diprosesi tanpai adanyai 

pengaduani darii pihaki korban. 

Apabilai pengaduani telahi diterimai olehi pihaki kepolisian,i makai wajibi 

hukumnyai bagii penyidiki untuki menindaklanjutinyai melaluii langkah-langkahi 

hukumi yangi sahi dani sesuaii prosedur,i termasuki melakukani penyelidikani dani 

penyidikani terhadapi laporani tersebut.i Dalami prosesi ini,i penyidiki bertugasi 

untuki mengumpulkani alati buktii dani keterangani gunai memastikani apakahi 

unsur-unsuri darii tindaki pidanai yangi dilaporkani terpenuhii ataui tidak. 

b. Laporan 

 
118 Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT,” PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol 

2, no. 2 (October 22, 2021): 104–122. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Chandra Prayuda - Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah...



124 
 

 
 

Berbedai dengani pengaduan,i konsepi "laporan"i sebagaimanai dimuati dalami 

Pasali 1i angkai 24i KUHAPi mengacui padai pemberitahuani yangi dilakukani 

olehi siapai pun,i baiki individui yangi mengalami,i melihat,i mengetahui,i maupuni 

mendengari adanyai dugaani tindaki pidana,i yangi kemudiani disampaikani 

kepadai pejabati yangi berwenang,i sepertii penyelidiki ataui penyidik.i Laporani 

dapati bersifati lisani maupuni tertulisi dani tidaki harusi berasali darii pihaki yangi 

dirugikani secarai langsungi olehi peristiwai pidanai tersebut. 

laporani merupakani saranai hukumi bagii setiapi wargai negarai untuki 

melaporkani adanyai dugaani tindaki pidana,i meskipuni peristiwai tersebuti belumi 

dapati dipastikani secarai hukumi sebagaii tindaki pidana.i Olehi karenai itu,i 

setelahi laporani diterima,i menjadii tanggungi jawabi pihaki yangi berwenang,i 

dalami hali inii aparati penegaki hukum,i untuki melakukani penyelidikani awali 

gunai memastikani apakahi informasii yangi dilaporkani tersebuti memenuhii 

unsur-unsuri peristiwai pidanai sesuaii ketentuani hukumi pidanai materiil. 

Dalami praktiki penegakani hukum,i laporani seringi kalii menjadii pintui 

masuki utamai bagii penyelidikani dani penyidikan.i Olehi sebabi itu,i laporani 

harusi dicatati dani diprosesi secarai hati-hatii dani objektifi olehi aparati penegaki 

hukumi agari tidaki terjadii kekeliruani dalami mengambili langkahi hukumi lebihi 

lanjut.i Sebuahi laporan,i meskipuni bukani berasali darii pihaki yangi dirugikan,i 

memilikii potensii untuki membukai jalani terhadapi prosesi hukumi yangi lebihi 

mendalami apabilai dalami tahapi penyelidikani ditemukani buktii awali yangi 

cukupi mengenaii adanyai dugaani tindaki pidana. 
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Berbedai dengani pengaduani yangi hanyai dapati dilakukani terhadapi 

deliki aduan,i laporani dapati diajukani terhadapi seluruhi jenisi tindaki pidana,i 

baiki deliki biasai maupuni deliki aduan,i selamai pelapori memilikii informasii 

yangi relevani terkaiti peristiwai tersebut.i Hali inii menjadikani laporani sebagaii 

instrumeni yangi sangati pentingi dalami menjamini efektivitasi sistemi hukumi 

pidanai nasional,i karenai memungkinkani deteksii dinii terhadapi tindaki 

kejahatani dani memberikani perani sertai yangi lebihi luasi kepadai masyarakati 

dalami menjagai ketertibani hukum119. 

1. Tahapani Penerimaani Laporani ataui Pengaduani olehi Aparati Kepolisiani 

dalami Penanganani Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi Tangga 

Salahi satui tahapani palingi krusiali dalami prosesi penegakani hukumi 

terhadapi tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai (KDRT)i adalahi 

prosesi penerimaani laporani ataui pengaduani darii pihaki yangi menjadii korban.i 

Dalami hali ini,i ketentuani hukumi positifi dii Indonesiai telahi mengaturi secarai 

jelasi bahwai korbani kekerasani dalami rumahi tangga,i baiki secarai langsungi 

maupuni melaluii perantarai keluargai ataui orangi laini yangi diberikani kuasa,i 

memilikii haki untuki menyampaikani laporani ataui pengaduani kepadai aparati 

penegaki hukum,i dalami hali inii kepolisian,i terkaiti dengani peristiwai kekerasani 

yangi dialaminya. 

Proseduri pengajuani laporani ataui pengaduani inii dimulaii dengani 

kehadirani pelapori dii kantori kepolisian,i khususnyai yangi beradai dii wilayahi 

 
119 Irawan Ade Triadi et al., “LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA,” ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol 1, no. 12 (December 25, 2023): 1467–

1474. 
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yurisdiksii tempati terjadinya tindak pidana atau tempat domisili korban. Setelah 

pelapor hadir, petugas kepolisian yang bertugas di bagian pelayanan akan menerima 

laporan tersebut dengan mencatat seluruh keterangan yang disampaikan oleh 

pelapor. Informasi yang diberikan akan dituangkan ke dalam dokumen resmi 

laporan berdasarkan format dan ketentuan administratif yang berlaku di institusi 

kepolisian. Setelah laporan tersebut diregistrasi secara resmi, pelapor akan 

diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti sah bahwa 

laporan telah diterima oleh kepolisian dan akan diproses sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Landasan hukum atasi kewenangani aparati kepolisiani dalami menerimai 

laporani ataui pengaduani inii dapati ditemukani dalami Pasali 5i ayati (1)i Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 1981i tentangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP),i 

yangi menyatakani bahwai penyelidik,i karenai kewajibannya,i memilikii 

wewenangi untuki menerimai laporani ataui pengaduani darii siapai puni mengenaii 

adanyai dugaani telahi terjadii suatui tindaki pidana.i Ketentuani inii menegaskani 

bahwai prosesi awali darii sistemi peradilani pidanai dimulaii darii fungsii 

penerimaani laporani olehi penyelidik,i yangi kemudiani dilanjutkani dengani 

prosesi penyelidikani awali gunai mengklarifikasii kebenarani dani karakteristiki 

darii peristiwai yangi dilaporkan. 

Selanjutnya,i dalami Pasali 102i ayati (1)i KUHAPi ditegaskani bahwai 

setiapi penyelidiki yangi menerimai informasii berupai laporani ataui pengaduani 

tentangi suatui peristiwai yangi didugai kuati merupakani tindaki pidanai wajibi 

segerai mengambili langkah-langkahi penyelidikani yangi diperlukan.i Kewajibani 
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tersebuti tidaki bersifati fakultatif,i melainkani bersifati imperatif,i sehinggai 

dalami hali informasii tersebuti memenuhii syarati awali sebagaii peristiwai 

pidana,i makai penyelidiki harusi melaksanakani fungsinyai tanpai menunda-

nunda. 

KUHAPi Pasali 5i ayati (1)i hurufi ai memberikani rinciani wewenangi 

kepadai penyelidiki yangi meliputii beberapai tugasi pokok,i antarai lain: 

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 

dugaan tindak pidana; 

b) Mengumpulkan keterangan dan alat bukti, yang relevan guna 

mendukung proses penyelidikan dan penyidikan; 

c) Menghentikan atau meminta identifikasi terhadap seseorang yang 

dicurigai dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas atau tanda 

pengenal yang bersangkutan; 

d) Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum, 

yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelidikan. 

Terkait dengan tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 

d KUHAP, dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud 

dengan "tindakan lain" adalah serangkaian tindakan tambahan yang dilakukan oleh 

penyelidik sepanjang tindakan tersebut:120 

a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku; 

 
120 Wawan Alowi and Dani Durahman, “PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE 

PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TAHAP PENYIDIKAN,” 

Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, no. 1 (June 15, 2022): 1–10. 
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b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan; 

c) Patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkup jabatan penyelidik; 

d) Berdasarkan pertimbangan yang layak sesuai dengan keadaan yang 

memaksa (force majeure); 

e) Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP, ditegaskan bahwa yang 

berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat negara Republik 

Indonesia yang ditunjuk secara resmi, dan dalam praktiknya kewenangan tersebut 

umumnya dijalankan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 

ayat (1) huruf b KUHAP bahkan memperluas cakupan kewenangan tersebut, 

mencakup tindakan-tindakan seperti: 

a) Melakukan penangkapan terhadap tersangka; 

b) Mengeluarkan larangan meninggalkan tempat kejadian; 

c) Melaksanakan penggeledahan dan penyitaan; 

d) Melakukan pemeriksaan serta penyitaan surat-surat; 

e) Mengambil sidik jari serta melakukan pemotretan terhadap seseorang; 

f) Membawa dan menghadapkan seorang tersangka kepada penyidik. 

2. Pemeriksaan terhadapi Korbani dalami Prosesi Penegakani Hukumi atasi 

Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi Tangga. 

Salahi satui tahapani pentingi yangi tidaki dapati diabaikani dalami prosesi 

penegakani hukumi terhadapi tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai 
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(KDRT)i adalahi pemeriksaani terhadapi korbani olehi pihaki penyidik.i Tahapani 

inii memilikii kedudukani yangi sangati strategisi dalami sistemi peradilani pidana,i 

karenai keterangani darii korbani merupakani salahi satui alati buktii yangi krusiali 

dalami rangkai mengungkapi kebenarani materiili darii peristiwai pidanai yangi 

dilaporkan.i Pemeriksaani inii dilakukani dengani maksudi untuki memperolehi 

informasii yangi akurat,i rinci,i dani relevani mengenaii kejadiani kekerasani yangi 

dialamii korban,i baiki darii segii waktu,i tempat,i pelaku,i modusi operandi,i 

hinggai akibati yangi ditimbulkan. 

Pemeriksaani terhadapi korbani dilakukani olehi penyidiki dalami rangkai 

memenuhii tugasi dani tanggungi jawabi yangi telahi diamanatkani olehi peraturani 

perundang-undangan.i Dalami hali ini,i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai 

Pidanai (KUHAP)i secarai eksplisiti memberikani kewenangani kepadai 

penyelidiki untuki mencarii dani menggalii keterangani sertai mengumpulkani 

barangi buktii yangi relevani gunai mengungkapi suatui tindaki pidana.i 

Sebagaimanai tercantumi dalami Pasali 5i ayati (1)i KUHAP,i penyelidik,i karenai 

kewajibannya,i berwenangi untuki mencarii keterangani dani barangi bukti.i 

Ketentuani inii menjadii dasari hukumi bahwai pemeriksaani terhadapi korbani 

merupakani bagiani integrali darii upayai pengumpulani alati bukti. 

Keterangani darii korban,i dalami konteksi tindaki pidanai KDRT,i seringi 

kalii menjadii titiki awali yangi menentukani arahi dani kelanjutani penyidikan,i 

mengingati banyaknyai kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai yangi terjadii 

dalami ruangi privati dani minimi saksii langsung.i Olehi karenai itu,i penyidiki 

perlui melakukani pemeriksaani dengani pendekatani yangi profesional,i sensitifi 
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terhadapi kondisii psikisi korban,i dani menjunjungi tinggii prinsipi non-

diskriminasii sertai perlindungani terhadapi martabati korban. 

Salahi satui komponeni pentingi dalami pemeriksaani korbani adalahi 

permintaani ataui pertanyaani mengenaii Visumi eti Repertum,i yaitui dokumeni 

resmii yangi dikeluarkani olehi dokteri ataui tenagai medisi berwenangi sebagaii 

hasili pemeriksaani medisi terhadapi korbani gunai membuktikani adanyai lukai 

fisiki ataui tanda-tandai kekerasani lainnya.i Visumi eti Repertumi menjadii bagiani 

darii alati buktii yangi bersifati ilmiahi (scientifici evidence)i yangi memilikii perani 

pentingi dalami mendukungi keterangani korbani dani memperkuati unsuri 

objektivitasi dalami pembuktiani tindaki pidanai KDRT121. 

Ketentuani mengenaii kewajibani kepolisiani untuki segerai melakukani 

penyelidikani setelahi memperolehi informasii ataui laporani mengenaii terjadinyai 

KDRTi telahi secarai tegasi diaturi dalami Undang-Undangi Republiki Indonesiai 

Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi 

Tangga.i Dalami Pasali 19i undang-undangi tersebuti dinyatakani bahwa,i 

"Kepolisiani wajibi segerai melakukani penyelidikani setelahi mengetahuii ataui 

menerimai laporani tentangi terjadinyai kekerasani dalami rumahi tangga."i 

Kewajibani inii menunjukkani adanyai dorongani normatifi yangi kuati bagii 

aparati penegaki hukumi untuki bertindaki secarai cepat,i responsif,i dani 

profesionali dalami menanganii kasusi KDRT,i sebagaii bagiani darii upayai 

perlindungani hukumi terhadapi korbani sertai penegakani haki asasii manusia. 

 
121 Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia, and Azriadi Azriadi, “PERANAN VISUM ET 

REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” Sumbang12 Law Journal Vol 1, no. 2 (January 17, 

2023): 157–164. 
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3. Pemeriksaani Saksi-Saksii dalami Prosesi Penegakani Hukumi terhadapi 

Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi Tangga 

Dalami prosesi peradilani pidana,i keterangani saksii memegangi peranani 

yangi sangati pentingi sebagaii salahi satui alati buktii yangi sahi menuruti hukum.i 

Keterangani darii saksii dapati membantui penyidiki dalami merekonstruksii 

kronologii kejadian,i mengidentifikasii pelaku,i sertai memperkuati dugaani 

terjadinyai tindaki pidana.i Pemeriksaani terhadapi saksii olehi penyidiki bertujuani 

untuki mendapatkani informasii ataui pernyataani yangi berdasarkani padai apai 

yangi dilihat,i didengar,i ataui dialamii secarai langsungi olehi saksii tersebuti 

terkaiti dengani suatui peristiwai pidana.i Dalami konteksi tindaki pidanai 

kekerasani dalami rumahi tangga,i pemeriksaani saksii menjadii tantangani 

tersendirii karenai ruangi lingkupi kejadiani yangi bersifati privati sertai 

keterlibatani hubungani kekeluargaani yangi erati antarai pelakui dani korban. 

Padai umumnya,i dalami kasusi KDRT,i saksii utamai yangi dapati 

memberikani keterangani adalahi korbani itui sendiri.i Hali inii disebabkani olehi 

faktai bahwai kekerasani dalami rumahi tanggai biasanyai terjadii dii ruangi privat,i 

yaknii dii dalami rumah,i dani tidaki banyaki disaksikani olehi pihaki ketigai dii 

luari anggotai keluargai inti.i Kondisii inii menjadikani upayai memperolehi saksii 

laini dii luari korbani menjadii lebihi sulit.i Bahkan,i dalami banyaki kasus,i hanyai 

korbani dani pelakui sajalahi yangi benar-benari mengetahuii kronologii kejadiani 

secarai detail.i Olehi karenai itu,i perani korbani sebagaii saksii kuncii menjadii 

sangati vitali dalami prosesi pembuktian. 
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Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP)i mengaturi 

secarai khususi mengenaii siapai sajai yangi tidaki dapati didengari keterangannyai 

sebagaii saksii karenai adanyai hubungani keluargai tertentu.i Berdasarkani Pasali 

168i KUHAP,i kecualii ditentukani laini olehi undang-undang,i pihak-pihaki yangi 

secarai hukumi tidaki dapati didengari keterangannyai sebagaii saksi,i ataui dapati 

mengundurkani dirii sebagaii saksi,i meliputi:122 

1. Keluargai sedarahi ataui semendai dalami garisi lurusi kei atasi 

maupuni kei bawahi sampaii derajati ketigai darii terdakwa; 

2. Saudarai kandung,i saudarai ayahi ataui ibu,i sertai merekai yangi 

mempunyaii hubungani keluargai karenai perkawinani dani anak-

anaki darii saudarai terdakwai sampaii derajati ketiga; 

3. Suamii ataui istrii terdakwa,i meskipuni telahi berceraii ataui apabilai 

bersama-samai sebagaii terdakwa. 

Ketentuani inii mencerminkani perlindungani terhadapi haki privasii dani 

potensii konfliki kepentingani dalami hubungani keluargai yangi dekat.i Namun,i 

pengecualiani dapati diberikani apabilai pihak-pihaki tersebuti secarai sukarelai 

bersediai memberikani keterangani dani kesaksiani tersebuti disetujuii secarai 

tegasi olehi penuntuti umumi dani terdakwa.i Dalami hali ini,i merekai dapati 

diperiksai sebagaii saksii dani memberikani kesaksiani dii bawahi sumpah,i 

sehinggai keterangani tersebuti dapati digunakani dalami pembuktiani dii 

pengadilan. 

 
122 Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, “Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 

1A,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, no. 02 (November 7, 

2023).223-237 
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Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tangga,i khususnyai Pasali 55,i 

mempertegasi posisii pentingi saksii korbani dalami pembuktiani perkarai KDRT.i 

Pasali tersebuti menyatakani bahwai keterangani seorangi saksii korbani sajai telahi 

dianggapi cukupi sebagaii salahi satui alati buktii yangi sah,i sepanjangi disertaii 

dengani alati buktii laini yangi sahi menuruti hukum.i Inii menunjukkani bahwai 

sistemi hukumi nasionali memberikani pengakuani yangi kuati terhadapi posisii 

korbani sebagaii sumberi informasii utamai dalami kasusi kekerasani domestik. 

4. Pemeriksaani terhadapi Pelakui Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi 

Tanggai  

Sebagaii Bagiani darii Tahapani Prosesi Penyelidikani dani Penyidikan 

Dalami rangkai menegakkani hukumi secarai adili dani objektifi dalami kasusi 

tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai (KDRT),i pemeriksaani terhadapi 

pelakui merupakani tahapani krusiali yangi tidaki dapati diabaikan.i Pemeriksaani 

inii dilaksanakani olehi aparati penegaki hukum,i dalami hali inii penyidik,i gunai 

memperolehi informasii secarai langsungi darii pihaki yangi didugai sebagaii 

pelakui kekerasan.i Tujuani utamai darii pemeriksaani inii adalahi untuki 

memperolehi kejelasani tentangi fakta-faktai yangi melatarbelakangii terjadinyai 

tindaki kekerasan,i sekaligusi untuki memastikani apakahi benari ataui tidaki 

pelakui melakukani perbuatani yangi memenuhii unsur-unsuri tindaki pidanai 

sebagaimanai diaturi dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga. 
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Pelaksanaani pemeriksaani terhadapi pelakui dilakukani setelahi laporani 

darii korbani ataui pihaki laini diterimai secarai resmii olehi aparati kepolisiani dani 

prosesi penyelidikani telahi dimulai.i Pemeriksaani inii dilakukani dalami rangkai 

pengumpulani keterangani secarai menyeluruhi darii pihaki terlapori ataui 

tersangkai untuki membuktikani keterlibatannyai dalami peristiwai kekerasani 

tersebut.i Jikai darii hasili pemeriksaani awali diketahuii bahwai pelakui telahi 

melakukani tindakani yangi memenuhii unsuri pidana,i makai penyidiki dapati 

melanjutkani prosesi hukumi berdasarkani ketentuani yangi tertuangi dalami Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP). 

Seluruhi prosesi pemeriksaani terhadapi pelakui dituangkani secarai resmii 

kei dalami suatui dokumeni hukumi yangi disebuti Beritai Acarai Pemeriksaani 

(BAP).i Dalami BAPi tersebut,i setiapi keterangani yangi diberikani olehi pelakui 

wajibi dicatati secarai lengkap,i rinci,i dani akurati agari dapati menjadii alati buktii 

yangi sahi dii pengadilan.i Keterangani yangi diberikani olehi pelakui haruslahi 

sesuaii dengani faktai dani disampaikani secarai jelas,i tanpai paksaan,i dani dalami 

kondisii sadar.i Tujuani darii pencatatani inii adalahi untuki menjamini keabsahani 

dani objektivitasi hasili pemeriksaani sertai mempermudahi jaksai penuntuti umumi 

dani hakimi dalami melakukani analisisi terhadapi faktai hukumi yangi relevani 

selamai prosesi peradilani pidanai berlangsung123. 

Ketentuani mengenaii kewajibani penyidiki untuki membuati Beritai Acarai 

Pemeriksaani (BAP)i secarai eksplisiti diaturi dalami Pasali 8i ayati (1)i KUHAP,i 

 
123 Margie Gladies Sopacua, “Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam 

Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia,” Jurnal Pembangunan 

Hukum Indonesia Vol 6, no. 1 (April 22, 2024): 96–111. 
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yangi menyatakani bahwai penyidiki wajibi membuati beritai acarai mengenaii 

pelaksanaani tindakani pemeriksaani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 75i 

KUHAP,i tanpai mengesampingkani ketentuani laini yangi tercantumi dalami 

undang-undangi ini.i Lebihi lanjut,i Pasali 75i KUHAPi secarai spesifiki 

menjelaskani bahwa: 

1. Ayati (1)i hurufi ai menyebutkani bahwai beritai acarai wajibi dibuati 

untuki setiapi tindakani pemeriksaani terhadapi tersangka; 

2. Ayati (2)i menegaskani bahwai beritai acarai tersebuti harusi dibuati 

olehi pejabati yangi bersangkutani dalami melaksanakani tindakani 

pemeriksaan,i dani pembuatani beritai acarai tersebuti harusi dilakukani 

berdasarkani sumpahi jabatan; 

3. Ayati (3)i menetapkani bahwai beritai acarai tersebuti wajibi 

ditandatanganii tidaki hanyai olehi pejabati yangi melaksanakani 

pemeriksaan,i tetapii jugai olehi seluruhi pihaki yangi terlibati dalami 

tindakani pemeriksaani tersebut,i termasuki tersangkai itui sendiri. 

Pentingi untuki dipahamii bahwai sumpahi jabatani yangi melekati padai 

pejabati penyidiki memilikii konsekuensii hukumi dani etisi yangi tinggi.i Sumpahi 

tersebuti menuntuti agari setiapi tindakani pemeriksaani dilakukani secarai 

profesional,i objektif,i dani tidaki menyimpangi darii normai hukumi yangi 

berlaku.i Demikiani pula,i pelakui yangi diperiksai wajibi memberikani keterangani 

dengani itikadi baiki dani tidaki menyampaikani informasii palsui yangi dapati 

merugikani prosesi penegakani hukum.i Dengani adanyai beritai acarai yangi 

disusuni secarai benari dani sah,i makai penyidiki memilikii dasari kuati untuki 
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melakukani tahapani penyidikani selanjutnya,i termasuki pemberkasani perkarai 

dani pelimpahani kepadai jaksai penuntuti umum. 

Dalami konteksi perlindungani hukumi terhadapi korbani KDRTi dani 

penegakani hukumi yangi berpihaki kepadai keadilan,i pemeriksaani terhadapi 

pelakui bukani hanyai merupakani tahapani formalitasi dalami hukumi acarai 

pidana,i melainkani merupakani salahi satui bentuki konkreti darii upayai negarai 

dalami menjamini kebenarani materiali dani perlindungani haki asasii manusia,i 

baiki terhadapi korbani maupuni terhadapi terdugai pelaku.i Pemeriksaani yangi 

dilakukani secarai adili dani profesionali akani mendukungi prosesi peradilani 

yangi kredibeli sertai menghasilkani putusani hukumi yangi mencerminkani rasai 

keadilani substantifi dalami masyarakat. 

5. Penyitaani Barangi Buktii dalami Tindaki Pidanai Kekerasani dalami Rumahi 

Tanggai sebagaii Upayai Pembuktiani dalami Prosesi Penyidikan 

Penyitaani terhadapi barangi buktii yangi digunakani dalami pelaksanaani 

tindaki pidana,i termasuki tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tanggai 

(KDRT),i merupakani salahi satui langkahi hukumi pentingi yangi dilakukani olehi 

penyidiki dalami rangkai memperolehi dani mengamankani alati buktii yangi sahi 

untuki mendukungi prosesi pembuktiani dalami sistemi peradilani pidana.i 

Tindakani penyitaani inii bukani sekadari kegiatani administratif,i melainkani 

bagiani integrali darii prosesi penyidikani yangi bertujuani untuki menjamini 

terselenggaranyai keadilani sertai untuki mencegahi terhapusi ataui 

dihilangkannyai buktii olehi pihak-pihaki yangi berkepentingan. 
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Dalami praktiki penegakani hukum,i khususnyai dalami kasusi kekerasani 

dalami rumahi tangga,i penyitaani terhadapi barang-barangi yangi digunakani olehi 

pelakui untuki melakukani tindakani kekerasani sangati diperlukani gunai 

membuktikani terjadinyai tindaki pidanai dani mengaitkani pelakui secarai 

langsungi dengani peristiwai pidanai tersebut.i Barang-barangi tersebuti dapati 

berupai bendai tumpul,i bendai tajam,i alati elektronik,i ataui objeki lainnyai yangi 

digunakani dalami aksii kekerasani fisiki terhadapi korban. 

Namuni demikian,i tindakani penyitaani tidaki dapati dilakukani secarai 

sewenang-wenangi olehi aparati penegaki hukum.i Prosesi penyitaani harusi 

dijalankani sesuaii dengani ketentuani hukumi acarai pidanai yangi berlaku,i dalami 

hali inii diaturi secarai tegasi dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai 

Pidanai (KUHAP).i Pasali 7i ayati (1)i hurufi di KUHAPi secarai eksplisiti 

menyebutkani bahwa: 

"Penyidiki karenai kewajibannyai mempunyaii wewenangi melakukani 

penangkapan,i penahanan,i penggeledahan,i dani penyitaan." 

Wewenangi inii menegaskani bahwai penyitaani merupakani bagiani darii 

rangkaiani tindakani penyidikani yangi sahi secarai hukum.i Akani tetapi,i 

kewenangani inii dibatasii olehi sejumlahi persyaratani formali dani substantifi 

gunai melindungii haki asasii manusiai sertai menjamini duei processi ofi law. 

Pertama,i penyidiki yangi akani melakukani penyitaani terhadapi barangi buktii 

wajibi terlebihi dahului memperolehi surati izini penyitaani darii ketuai pengadilani 

negerii setempat.i Surati izini inii merupakani bentuki kontroli yudisiali terhadapi 

tindakani aparati penegaki hukumi agari tidaki terjadii penyalahgunaani 
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wewenang.i Dalami keadaani mendesaki dani tidaki memungkinkani untuki 

terlebihi dahului memperolehi izini darii pengadilan,i KUHAPi memperbolehkani 

penyitaani dilakukani dengani syarati bahwai penyidiki wajibi melaporkani 

tindakani tersebuti kepadai pengadilani dalami waktui 1i xi 24i jami gunai 

mendapatkani legalisasi. 

Kedua,i padai saati pelaksanaani penyitaan,i penyidiki wajibi menunjukkani 

identitasi resmii ataui tandai pengenali sebagaii pejabati penyidik.i Hali inii 

bertujuani untuki memberikani kepastiani hukumi dani menjamini bahwai 

tindakani penyitaani dilakukani olehi pejabati yangi berwenang,i sertai 

menghindarii potensii terjadinyai tindakani penyalahgunaani identitasi olehi 

oknumi yangi tidaki berhak. 

Ketiga,i dalami prosesi penyitaan,i penyidiki harusi memerintahkani secarai 

resmii kepadai tersangkai ataui pihaki yangi menguasaii barangi buktii untuki 

menyerahkani barangi yangi didugai digunakani sebagaii saranai dalami 

melakukani tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi tangga.i Jikai tersangkai ataui 

pihaki terkaiti menolaki menyerahkani barangi tersebut,i penyidiki berwenangi 

melakukani tindakani paksai berdasarkani ketentuani KUHAP.i Pentingi dicatati 

bahwai barangi buktii yangi disitai harusi dicatati secarai rincii dalami Beritai 

Acarai Penyitaani yangi sahi dani ditandatanganii olehi penyidiki sertai disaksikani 

olehi minimali duai orangi saksi,i termasuki pemiliki barangi ataui pihaki keluargai 

apabilai memungkinkan. 

Penyitaani barangi buktii seringi kalii menjadii tantangani tersendiri,i 

terutamai ketikai kekerasani terjadii dii ruangi privati rumahi tanggai dani pelakui 
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maupuni korbani tinggali dalami satui rumah.i Olehi karenai itu,i tindakani 

penyitaani harusi dilakukani dengani sangati hati-hatii dani mengedepankani 

prinsipi perlindungani terhadapi hak-haki korban,i sertai tetapi menghormatii asasi 

pradugai taki bersalahi yangi melekati padai tersangka. 

6. Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam Proses 

Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Setelah penyidik melakukani serangkaiani tahapani pemeriksaani dani 

penyidikani yangi komprehensifi terkaiti tindaki pidanai kekerasani dalami rumahi 

tangga,i selanjutnyai penyidiki berkewajibani untuki menyerahkani berkasi 

perkarai yangi telahi lengkapi kepadai Jaksai Penuntuti Umumi (JPU)i sebagaii 

bagiani darii kelanjutani prosesi penegakani hukum.i Penyerahani berkasi perkarai 

inii merupakani fasei pentingi dalami prosesi peradilani pidanai yangi menandaii 

berakhirnyai tugasi penyidikani dani dimulainyai tahapani penuntutan. 

Tingkati kesadarani hukumi darii masyarakati masihi jauhi darii harapani 

untuki menghapusi tindaki kekerasani dalami rumahi tangga,i sehinggai banyaki 

korbani kekerasani dalami rumahi tanggai lebihi memilihi perceraiani untuki 

mengakhirii persoalani i KDRTi darii padai mengharapkani prosesi penyidikani 

yangi berlarut-laruti dengani biayai yangi cukupi tinggi.i  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani yangi telahi diuraikani 

makai dapati dibuati beberapai kesimpulani sebagaii berikut: 

1. Pengaturani tentangi penghapusani kekerasani dalami rumahi tanggai dii 

dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 

Kekerasani dalami Rumahi Tanggai diaturi dalami UUi No.i 23i Tahuni 

2004i Tetangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai 

(PKDRT).i Ancamani pidanai kekerasani fisiki dalami UUi tersebuti diaturi 

dalami pasali 44i ayati (1)i menyatakani bahwai setiapi orangi yangi 

melakukani perbuatani kekerasani fisiki dalami lingkupi rumahi tanggai 

dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i tahuni ataui 

dendai palingi banyaki Rp15.000.000,00i (limai belasi jutai rupiah). 

2. Implementasii Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii wilayahi hukumi 

Polrestai Delii Serdangi telahi berjalani dengani baiki dimanai terlebihi 

dahului memberikani kesempatani kepadai parai pihaki untuki berdamaii dii 

luari penyidikan,i tetapii jikai tidaki berhasili makai pihaki kepolisiani akani 

melakukani penyidikani dani pemeriksaani perkarai dii pengadilani sertai 

menetapkani putusani yangi dapati memberikani penjeraani dani 

mewujudkani rasai keadilani bagii korban.i i Pihaki kepolisiani jugai 
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memberikani perlindungani kepadai korbani tindaki pidanai dengani 

menetapkani surati perintahi perlindungani bagii korban.i i  

3. Hambatan-hambatani dalami implementasii Undang-Undangi Nomori 23i 

Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai dii 

wilayahi hukumi Polrestai Delii Serdangi adalahi adanyai kepentingani 

korban,i reaksii yangi timbuli darii masyarakat,i hubungani keluargai 

padahali harusi lebihi fokusi padai pemeriksaani perkarai sesuaii alat-alati 

buktii yangi ada,i suliti memperolehi saksii karenai terjadii dalami lingkupi 

keluarga.i  

5.2.  Saran 

Berdasarkani kesimpulani tersebuti dii atasi makai penulisi memberikani 

beberapai sarani sebagaii berikut: 

1. Pemerintahi perlui merevisii undang-undangi menetapkani ancamani 

pidanai minimali dalami setiapi tindaki pidanai yangi diaturi dalami UUi 

PKDRTi sehinggai menjatuhkani pidanai yangi lebih berat.i i Disampingi 

itui pemerintahi jugai perlui mengaturi perlindungani hukumiyang 

maksimal. 

2. Aparati penegaki hukumii perlui berupayai dengani i berbagaii carai 

memperolehi keterangani yangi lebihi lengkapi darii dalami lingkupi 

keluargai sehinggai penegakani hukumi terhadapi terdakwai KDRTi dapati 

dilakukani dengani bukti-buktii yangi lebihi kuat. 
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3. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Pihak kepolisian 

perlu meningkatkan sosialisasi terkait UU Penghapusani kekerasani dalami 

rumahi tanggai sehinggai dapati memberikani rasai keadilani bagii korbani 

sertai menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong korban agar berani 

melapor tanpa rasa takut atau malu. 
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